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Assalamualaikum wr. wb.

Tragedi bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di beberapa
kawasan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera
Utara pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah merubah kondisi
kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi sosial maupun ekonomi.
Diperkirakan sekitar 300.000 penduduk menjadi korban, baik meninggal
maupun belum ditemukan keberadaannya; infrastruktur dan
kelembagaan ekonomi hancur, sementara itu sektor pemerintahan daerah
belum dapat pulih dalam waktu singkat. Bencana tersebut juga telah
mengundang simpati dunia, baik dari PBB, negara-negara sahabat,
organisasi internasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta
relawan dari berbagai pelosok dunia.

Depnakertrans RI sebagai partner ILO menyambut baik upaya lembaga
ini untuk melakukan aksi nyata guna memulihkan dan merevitalisasi situasi
ketenagakerjaan yang terimbas oleh bencana. Salah satu upaya yang diharapkan
sangat bermanfaat bagi ketenagakerjaan di kawasan bencana adalah
dibentuknya lembaga layanan ketenagakerjaan publik darurat. Kami yakin
bahwa “Buku Panduan Mendirikan Layanan Ketenagakerjaan Publik Darurat”
yang merupakan rangkuman dari pengalaman ILO di berbagai daerah
bencana, baik karena konflik maupun bencana alam, akan bermanfaat bagi
pemulihan sumberdaya manusia bagi pembangunan provinsi NAD dan
Sumatera Utara, paska bencana alam.

Pembentukan layanan dimaksud diharapkan mampu mendorong
masyarakat NAD dan Sumatera Utara untuk tidak terus terlelap oleh
kesedihan bencana, namun segera bangkit kembali dengan bekerja giat
membangun daerahnya. Pelayanan ini akan secara cepat berupaya
mempertemukan “stock” tenaga kerja dan pihak-pihak yang membutuhkan
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baik dalam rangka rekonstruksi maupun kegiatan pemulihan ekonomi daerah.

Akhirnya kita semua hanya dapat memohon kepada Allah SWT untuk
selalu ditunjukkan jalan bagi setiap langkah ikhtiar yang kita lakukan agar
nantinya mendapatkan ridho-Nya. Amin.

Wassalamualaikum wr. wb.

Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Fahmi Idris
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Disnaker NADDisnaker NADDisnaker NADDisnaker NADDisnaker NAD

Assalamualaikum wr. wb.

Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi
tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah
mengakibatkan kerusakan dan nyaris menghancurkan seluruh sarana dan pra-
sarana serta menelan korban manusia yang cukup dasyat.

Dari data yang diperoleh, jumlah korban yang meninggal dan hilang
telah mencapai 350.000 jiwa. Mereka yang selamat, walaupun harta bendanya
telah musnah, kini tinggal dan tersebar di tempat-tempat pengungsian berkisar
lebih dari 600.000 jiwa.

Dengan partisipasi dan bantuan dari berbagai komponen masyarakat,
baik nasional maupun internasional, bagi kita yang selamat sudah saatnya
untuk berpikir dan berusaha mengobati luka psikologis akibat berbagai rasa
kepedihan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah soal ketidakberdayaan
masyarakat, hilangnya kesempatan kerja dan berusaha, dan lain-lain,
penghidupan yang bermuara pada terjadinya pengangguran.

Kiranya siapapun dia, keberadaan mereka adalah bagian dari tanggung
jawab kita, mereka berhak atas pekerjaan demi penghidupan dan masa depan.
Dalam konteks ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ILO
yang berkenan membuka perwakilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
untuk membantu mengangani masalah-masalah ketenagakerjaan dan
pengangguran dengan membuka layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mudah-mudahan mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan dan kini
tersebar di berbagai tempat pengungsian maupun di tempat-tempat lainnya
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dapat diberi program kegiatan dan pekerjaan melalui proses mekanisme
antarkerja dan pembekalan pelatihan kerja.

Kami menyambut dengan hangat keberadaan ILO di tengah-tengah
masyarakat Aceh. Semoga dengan kerjasama yang baik serta melibatkan
berbagai komponen masyarakat, seperti LSM, baik nasional maupun
internasional, serta pihak Pemerintah, upaya-upaya untuk mengurangi
penderitaan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara
bertahap dapat dilaksanakan.

Wassalamualaikum wr. wb.

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Drs. A. Manan Ganto
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Bencana dahsyat gempa bumi yang diikuti tsunami yang mengantam
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara di Indonesia pada 26 Desember
2004, telah menghancurkan wilayah tersebut dan menyebabkan lebih dari 350
ribu jiwa meninggal dan hilang serta ratusan ribu keluarga terpaksa tinggal di
berbagai tempat pengungsian. Bencana alam ini telah menghancurkan kehidupan
sebagian besar penduduk Aceh, dengan lebih dari 600,000 orang kehilangan
pekerjaan. Tanpa adanya bantuan langsung, hilangnya lapangan kerja dan
pendapatan akan menyebabkan banyak orang menghadapi kelaparan dan
kemiskinan bahkan melebihi fase pasca-krisis saat ini.

Bagian terpenting dari pembangunan kembali kehidupan masyarakat
adalah memberikan kembali mereka lapangan kerja. Pada tahap implementasi
program pemulihan dan rehabilitasi pasca-krisis di setiap daerah bencana
akan membuka banyak kesempatan kerja. Beberapa dari kesempatan kerja
tersebut mungkin akan diisi sementara, beberapa lagi mungkin permanen,
oleh orang-orang Aceh —sebelum beberapa dari mereka dapat kembali ke
pekerjaan mereka semula di sektor perikanan dan pertanian.

Beberapa pekerjaan rekonstruksi infrastruktur yang berbasis tenaga kerja
mungkin tidak memerlukan tenaga kerja terlatih. Sementara pekerjaan-pekerjaan
lain boleh jadi memerlukan keterampilan tertentu, di mana setiap orang dapat
memperoleh atau memerlukan siklus pelatihan singkat. Untuk memastikan orang-
orang Aceh mendapat manfaat dari kesempatan-kesempatan tersebut, adalah
penting untuk memberikan dan membangun kembali layanan ketenagakerjaan
yang memungkinkan orang yang mencari pekerjaan dapat dipertemukan secara
efektif dengan peluang pekerjaan yang tersedia.

Dengan pengalaman yang dimiliki ILO di bidang ini pada situasi
pascakrisis di sejumlah negara, ILO menerbitkan panduan ini yang berjudul
“Panduan Mendirikan Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia”.

PengantPengantPengantPengantPengantararararar
direktur ilo jakdirektur ilo jakdirektur ilo jakdirektur ilo jakdirektur ilo jakararararartttttaaaaa
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Dalam bencana alam, setiap layanan publik yang ada, yang biasanya
disediakan oleh pemerintahan lokal, tidak dapat dijalankan. Sebagai tindak
lanjut penilaian bersama Departemen Tenaga Kerja yang bekerjasama secara
erat dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan di Kabupaten/Kota,
ILO membantu pemerintah untuk mendirikan sejumlah pusat pelayanan publik
ketenagakerjaan dengan melibatkan organisasi Serikat Pekerja dan Asosiasi
Pengusaha setempat.

Pusat-pusat Layanan yang didirikan akan menerapkan panduan ini dalam
upaya menjadi perantara kerja, layanan penempatan, dan informasi yang
penting dibutuhkan oleh orang Aceh untuk memungkinkan mereka kembali
bekerja.

Direktur ILO Jakarta

Alan J. Boulton
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Layanan Ketenagakerjaan (LK) membangun jembatan yang penting
antara para pencari kerja dan kesempatan kerja. Layanan ini menjadi lebih
penting pada masa pemulihan pasca-krisis, ketika terjadi perubahan besar
dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang muncul dalam tempo
yang sangat cepat, dan kian mendesaknya kebutuhan-kebutuhan para pencari
pekerjaan dan calon pemberi pekerjaan.

Berbagai persoalan ketenagakerjaan muncul secepat fase pasca-krisis
itu sendiri, ketika tenaga kerja dibutuhkan untuk memberikan layanan-layanan
pemulihan, tetapi mereka menjadi lebih penting lagi ketika tahap rekonstruksi
dimulai. Di sisi penawaran, terdapat banyak korban krisis yang mencari
pekerjaan yang produktif yang akan dapat memberikan penghidupan yang
layak bagi mereka dan keluarga mereka. Di sisi permintaan, rekonstruksi sosial,
layanan reintegrasi sosial-ekonomi dan dimulainya (kembali) kegiatan ekonomi
semuanya membutuhkan tenaga kerja dan keterampilan-keterampilan tertentu.
Kesempatan kerja di sektor formal mungkin berkurang, tetapi ada pilihan-
pilihan untuk berwirausaha dan hal itu patut dipertimbangkan. Setiap kondisi
pasca-krisis memerlukan sejumlah tugas-tugas pokok yang biasanya
dilaksanakan oleh layanan-layanan ketenagakerjaan, seperti pendaftaran
pencari kerja dan lowongan kerja, mempertemukan di antara keduanya,
rekrutmen pekerja untuk program-program ketenagakerjaan khusus dan
memastikan prinsip non-diskriminasi dalam akses kesempatan kerja. Tugas-
tugas yang terkait mencakup pengkajian secara cepat mengenai pasar kerja,
membuat rujukan orang-orang pada program-program pelatihan dan
menyediakan penyuluhan mengenai pilihan-pilihan kewirausahaan.

RINGKRINGKRINGKRINGKRINGKASASASASASANANANANAN
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Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, ILO bersama Disnaker
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah membuat proyek percontohan
yang memperkenalkan pusat-pusat LK pasca-krisis dalam berbagai situasi
pasca-krisis. Kadang-kadang pusat-pusat LK itu hanya terdiri dari sebuah
tenda di mana beberapa staf melaksanakan kegiatan untuk mempertemukan
para pencari pekerja dengan pekerjaan-pekerjaan dasar, dan secara bertahap
akan ditingkatkan menjadi layanan ketenagakerjaan yang lebih solid dan
permanen.

Panduan untuk membangun layanan ketenagakerjaan masyarakat ini telah
disiapkan untuk membantu para praktisi mengembangkan layanan
ketenagakerjaan pasca-krisis yang efektif dan efisien dalam kondisi krisis.
Panduan ini dirancang untuk menyediakan referensi cepat mengenai
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengenalan layanan seperti
ini.

ILO menangani empat jenis krisis: bencana alam, krisis keuangan dan
finansial, konflik bersenjata, dan transisi sosial dan politik yang sulit. IFP/
CRISIS hendak mengadaptasikannya dengan tujuan menyeluruh ILO dalam
konteks pasca-krisis untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan dan
laki-laki mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif berlandaskan
prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, keamanan dan martabat manusia.

Agenda Pekerjaan yang Layak yang diperkenalkan ILO memiliki tujuan
pengembangan yang luas, tetapi hal ini juga terbukti dapat menjadi tali yang
kuat yang dapat menarik individu-individu dan masyarakat melewati krisis
dan menempatkan mereka pada jalan pembangunan yang damai dan progresif.

ILO telah terlibat dalam penanganan krisis bersama PBB atau atas
prakarsanya sendiri di 40 negara, termasuk Afghanistan, Indonesia, Namibia,
Afrika Selatan, El Savador, Bekas Pecahan Yugoslavia, Sierra Leone, Palestina,
Timor Leste dan Sri Lanka. Relevansi layanan ketenagakerjaan jelas-jelas dapat
dilihat di hampir semua kegiatan tersebut.

Kegiatan layanan ketenagakerjaan dalam situasi pasca-krisis akan
tergantung pada sifat dan cakupan krisis yang ada. Peran LK dapat meliputi
dukungan bagi prakarsa-prakarsa khusus yang dikembangkan untuk



xvii

Panduan Mendirikan - Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia

membantu kelompok sasaran khusus atau menyediakan bantuan yang lebih
umum yang terkait dengan ketenagakerjaan bagi semua pencari kerja dan
calon-calon pemberi kerja. Lembaga-lembaga layanan ketenagakerjaan swasta
(LKS) dapat beroperasi di beberapa sektor pasar kerja, tetapi pemerintah
pusat memiliki tanggungjawab yang menyeluruh untuk memberikan layanan
ketenagakerjaan masyarakat (LKM), terutama di saat krisis. Di luar kondisi
krisis, LKM dapat menjalankan sejumlah fungsi dan layanan, tetapi hal ini
masih harus diseseuaikan dengan situasi tertentu. Layanan atau pendekatan
baru mungkin telah dikembangkan pada saat belum ada layanan semacam itu
di masa-masa sebelumnya atau ketika layanan yang ada pada saat itu tidak
memadai.

Dalam semua kasus tersebut, upaya-upaya LKM akan maksimal apabila
upaya-upaya itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan semua organisasi
terkait dan di dalam strategi penanganan krisis secara menyeluruh.
Sesungguhnya, meskipun LK menjadi tugas pokok yang diamanatkan oleh
ILO dan sudah menjadi keahliannya, keberhasilan penanganan krisis yang
dilakukan ILO secara umum akan lebih baik jika dilakukan bersama-sama
dengan institusi-institusi PBB yang lain, otoritas nasional, termasuk instansi
penanganan krisis pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja,
LSM, LK swasta, otoritas lokal dan para penyandang dana. Persoalan
koordinasi menjadi semakin penting dan kompleks. Selain itu, lebih penting
lagi, penanganan ILO melalui layanan ketenagakerjaan ini terkait erat dengan
program penanganan krisis yang lain, dan bahwa LK sangat layak, diakui,
dan digunakan oleh para pelaku pelaksanaan penanganan krisis yang lain.

Panduan LK dapat digunakan berbarengan dengan berbagai manual
dan alat-alat bimbingan yang telah dibuat ILO di sejumlah bidang teknis
yang terkait dengan penanganan krisis, dan alat-alat bimbingan yang serupa,
untuk menguatkan dampaknya. Bersama-sama, instrumen-instrumen ini dapat
meningkatkan penanganan krisis yang berbasis ketenagakerjaan.

Bab 1 panduan ini menggambarkan peran utama layanan ketenagakerjaan
dalam pasar kerja pasca-krisis serta tujuan-tujuannya. Bab 2 memberikan
contoh-contoh mengenai kemungkinan penanganan LKM dalam berbagai
situasi pasca-krisis dan suatu pendekatan yang diusulkan dalam mengkaji
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kebutuhan sebagai dasar bagi pengembangan penanganan-penanganan ini.
Bab 3 memuat informasi yang lebih terperinci mengenai fungsi suatu LKM
serta strategi intervensi untuk menangani kebutuhan-kebutuhan krisis yang
telah teridentifikasi. Bab 3 juga mencakup bagian mengenai pemenuhan
kebutuhan para pencari kerja yang berada pada kategori khusus seperti para
pengungsi lokal, perempuan, mantan tentara, penyandang cacat, kaum muda
dan lanjut usia.

Bab 4 mengamati persoalan-persoalan yang terkait dengan
pengembangan layanan ketenagakerjaan pasca-krisis, termasuk pemilihan
lokasi, penetapan tujuan-tujuan khusus, seleksi dan pelatihan staf, dan
kebutuhan untuk bekerja sama dengan institusi-institusi lain serta organisasi
kemasyarakatan. Bab 4 pun memuat daftar implementasi yang terperinci serta
panduan perencanaan. Bab 5 menyediakan informasi dan bimbingan bagi
atasan dan staf yang terdapat dalam Pusat LK mengenai pendekatan-
pendekatan bagi keseluruhan manajemen dan pengoperasian Pusat LK
tersebut. Bab 6 berisi ulasan singkat mengenai permasalahan-permasalahan
yang terdapat dalam upaya meningkatkan operasi LKM dalam rentang waktu
yang lebih panjang dan berkelanjutan.

Bagian Lampiran menyediakan informasi yang lebih terperinci mengenai
pembangunan dan pengoperasian pusat layanan ketenagakerjaan; pada
khususnya, penjelasan mengenai fungsi-fungsi dan langkah-langkah khusus,
bersama dengan formulir-formulir dasar dan dokumen-dokumen lain yang
biasanya digunakan oleh LK.
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1.1 Latar Belakang

Layanan Ketenagakerjaan (LK) merupakan elemen kunci dalam pasar
kerja dan peran yang dimiliki LK adalah membangun jembatan-jembatan
yang penting bagi pencari kerja dan kesempatan kerja yang ada. Peran yang
dikenal secara luas ini menjadi lebih penting lagi di masa-masa krisis, akibat
bencana alam, dan gelombang tsunami di provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD). Pada masa-masa yang penuh tantangan ini, terjadi
perubahan-perubahan besar dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja
yang muncul secara lebih cepat ke arah yang lebih tidak dapat diramalkan;
dan kebutuhan-kebutuhan akan kesempatan kerja yang lebih mendesak.

Persoalan-persoalan ketenagakerjaan ini muncul sedini munculnya fase
kemanusiaan. Biasanya, banyak orang telah kehilangan pekerjaannya dan
sumber kehidupannya, sementara yang lain mungkin baru pertama kalinya
menghadapi kebutuhan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan
pendapatan bagi mereka (janda-janda, para pengungsi, serta orang yang
kehilangan harta benda dan tempat tinggal). Kesempatan-kesempatan kerja
yang sebelumnya ada mungkin telah hilang (terutama di sektor formal),
sehingga pilihan untuk bekerja mandiri juga perlu dipertimbangkan. Pada
saat yang sama, pekerjaan-pekerjaan baru seperti rekonstruksi fisik,
pembangunan tempat penampungan sementara, pendistribusian bantuan
pemulihan, dan pelayanan reintegrasi sosial-ekonomi  semuanya
membutuhkan tenaga kerja. Kondisi yang ada ini memerlukan sejumlah
pekerjaan pokok yang biasanya dibentuk oleh kantor-kantor layanan
ketenagakerjaan; khususnya seperti pendaftaran pencari kerja, pendaftaran
lowongan-lowongan kerja, mempertemukan antara pencari kerja dan
lowongan kerja yang ada (termasuk rekrutmen pekerja untuk program-
program ketenagakerjaan khusus seperti pekerjaan umum) dan upaya untuk

1. PENDAHULU1. PENDAHULU1. PENDAHULU1. PENDAHULU1. PENDAHULUANANANANAN



4

memastikan tidak ada tindakan diskriminatif dalam pemberian akses
kesempatan kerja (bagi  kaum perempuan, kaum muda, manusia lanjut usia,
mereka yang cacat, kelompok etnis dan minoritas.) Pekerjaan-pekerjaan  terkait
meliputi pelaksanaan penilaian pasar kerja lokal dan nasional yang cepat,
penyediaan orientasi ketenagakerjaan, menyarankan pelatihan bagi orang-
orang dan penyediaan bimbingan bagi mereka yang ingin bekerja mandiri.

Meskipun demikian, pengalaman memperlihatkan bahwa dalam keadaan
pasca-krisis kontribusi-kontribusi potensial yang dapat diberikan oleh layanan
ketenagakerjaan dapat diabaikan begitu saja. Untuk menangani berbagai
perosalan ketenagakerjaan ini ILO In Focus Programme on Crisis Response and
Reconstruction (IFP/CRISIS), telah membuat proyek-proyek percontohan untuk
memperkenalkan pusat-pusat LK sementara, terkadang terdiri dari sebuah
tenda di mana suatu kelompok kecil staf melaksanakan kegiatan pencocokan
pekerjaan yang sifatnya mendasar, yang dapat diubah secara bertahap menuju
layanan ketenagakerjaan yang lebih solid dan lebih permanen.

1.2 Tujuan Panduan ini

Pengaturan pelaksanaan LK berbeda antara satu negara dengan negara
lain dan di sejumlah wilayah, Agen Ketenagakerjaan Swasta juga beroperasi
di bidang ketenagakerjaan –sering kali dengan spesialisasi layanan rekrutmen
untuk pekerjaan-pekerjaan atau industri-industri tertentu. Meskipun demikian,
Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat (LKM) biasanya menyediakan layanan-
layanan yang lebih umum bagi para pencari pekerjaan dan pengusaha, dan
merupakan salah satu fungsi Departemen Ketenagakerjaan atau Perburuhan.
Panduan ini disiapkan untuk membantu para praktisi mengembangkan layanan
ketenagakerjaan yang efektif dan efisien dalam keadaan krisis dan membantu
memastikan kontribusi layanan jangka panjang dalam pembangunan kapasitas
kelembagaan LKM. Fokus utamanya pada penanganan-penanganan LKM
dan pengaturan-pengaturan pelaksanaannya.

Panduan ini akan menyediakan pedoman yang siap diakses dan mudah
digunakan oleh staf ILO, konstituen-konstituen ILO dan para praktisi krisis
lainnya. Panduan ini dirancang untuk memberikan acuan yang cepat mengenai
keseluruhan permasalahan yang terkait dengan pengenalan layanan
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ketenagakerjaan. Panduan ini juga mencantumkan lampiran-lampiran yang
mengandung lebih banyak informasi yang terperinci mengenai pendirian dan
pelaksanaan suatu Pusat Layanan Ketenagakerjaan (PLK).1 Panduan ini dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus kondisi krisis dan tingkat
pembangunan yang sangat beragam, serta mengarahkan aksi penanganan
cepat.

Penerbitan ini dapat digunakan bersama-sama dengan manual-manual
lain maupun alat-alat panduan serupa yang telah dikembangkan oleh ILO di
sejumlah bidang yang terkait dengan penanganan krisis. Beberapa di antaranya
mengetengahkan aspek penawaran dan permintaan pasar kerja, seperti
pelatihan, pembangunan ekonomi daerah, pekerjaan-pekerjaan infrastruktur
ketenagakerjaan yang intensif, koperasi, jender, mantan tentara atau prajurit,
dan lain-lain; yang lain mengetengahkan aspek pendekatan penanganan krisis
seperti kajian kebutuhan cepat (Lihat referensinya di Lampiran 1). Panduan
ini bukan hanya akan melengkapi sumber-sumber ini tetapi juga memperkuat
dampaknya.

Penekanan diberikan pada penyediaan panduan untuk mengembangkan
penanganan cepat dalam konteks pasca-krisis. Meskipun demikian, dokumen
ini mencakup lampiran-lampiran yang menawarkan panduan bagi operasi
harian LKM. Panduan ini menyediakan deskripsi terperinci mengenai
prosedur, catatan-catatan, persyaratan laporan dan pemberian kode untuk
berbagai transaksi dan kegiatan; serta contoh-contoh pernyataan tugas, rencana
operasional dan perincian mengenai pembangunan pangkalan data pasar kerja.

Daftar referensi yang digunakan dalam mempersiapkan panduan-
panduan ini dapat dilihat di Lampiran 1.

1 Terminologi PLK digunakan dalam panduan ini untuk mengacu pada kantor LKM yang bersifat
individual.
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2.1 Memahami Keadaan

Krisis dapat terjadi di berbagai negara karena pelbagai macam alasan
dan dalam banyak kondisi yang berbeda-beda. Meskipun demikian,
dampaknya pada kehidupan masyarakat selalu meluas dan berat.
Konsekuensi-konsekuensinya dapat mencakup kehancuran infrastruktur
fisik dan sosial, hilangnya fasilitas produksi dan rumah-rumah, penduduk
yang kehilangan tempat tinggal (pengungsian), dan hilangnya pekerjaan dan
pendapatan.

Penanganan ILO terhadap berbagai situasi ini akan sangat baik jika
menjadi bagian dari kolaborasi yang melibatkan institusi-institusi PBB yang
lain, kementerian-kementerian pemerintah tertentu, organisasi-organisasi
pengusaha dan buruh, serta organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) dan
otoritas setempat. Karena soal koordinasi menjadi makin penting dan
kompleks, adalah sangat vital bahwa usulan penanganan ILO dalam kaitannya
dengan layanan jasa ketenagakerjaan dikaitkan erat dengan strategi-strategi
penanganan lainnya dan segera diimplementasikannya proyek-proyek yang
telah disetujui.

Deskripsi terperinci mengenai mekanisme koordinasi baik dalam hal
koordinasi kebijakan di tingkat pusat serta koordinasi operasional dan strategis

2. KEADAAN KRISIS2. KEADAAN KRISIS2. KEADAAN KRISIS2. KEADAAN KRISIS2. KEADAAN KRISIS
DAN PENGKDAN PENGKDAN PENGKDAN PENGKDAN PENGKAJIANAJIANAJIANAJIANAJIAN
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN-KEBUTUHAN-KEBUTUHAN-KEBUTUHAN-
KEBUTUHANKEBUTUHANKEBUTUHANKEBUTUHANKEBUTUHAN
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di lapangan dapat dilihat dalam Publikasi ILO, “Coordination in Crisis Response
and Reconstruction” (Koordinasi dalam Menangani Krisis dan Rekonstruksi).2

2.2 Penanganan ILO terhadap Krisis

ILO telah membuat beragam dokumen mengenai penanganan krisis,
termasuk manual yang berjudul “ILO Generic Crisis Response Modules” (Modul
Umum ILO untuk Penanganan Krisis), yang dirancang untuk mendorong
koherensi dan konsistensi penanganan krisis dan untuk menjabarkan strategi-
strategi potensial yang cocok untuk situasi krisis tertentu. Para pembaca harus
merujuk pada dokumen ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih
terperinci mengenai konteks keseluruhan penanganan.

ILO menangani krisis akibat empat jenis situasi: bencana alam, krisis
keuangan dan ekonomi, konflik bersenjata, dan transisi sosial dan politik
yang sulit. Seringkali, suatu krisis terjadi akibat banyak sebab, kombinasi dua
atau lebih faktor, yang kemungkinan akan menambah kerumitan kondisi
tersebut.

Kriteria dasar berikut ini merupakan dasar-dasar pertimbangan ILO
dalam mengambil keputusan untuk ikut menangani suatu krisis atau tidak:

§Derajat krisis yang berkaitan dengan dampak kemanusiaan yang
terjadi atau akan terjadi di bidang ketenagakerjaan, kemiskinan,
keterasingan sosial, dan keamanan sosial-ekonomi;

§Tingkat keprihatinan PBB dan derajat keterlibatan yang
direncanakan oleh sistem PBB;

§Keinginan yang disampaikan pemerintah dan konstituen-
konstituen ILO mengenai suatu penanganan yang diberikan ILO;

§Derajat pengembangan dan kemampuan suatu negara menangani
rehabilitasi dan pemulihan;

§Kajian mandiri ILO mengenai kebutuhan untuk, dan kelayakan
penanganan yang akan diberikan; dan

2 Calvi-Parisetti, P. dan Kiniger-Passigli, D. : Coordination in crisis response and reconstruction
(Geneva, ILO, 2002).
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§Ketersediaan sumber daya ILO, termasuk bukan hanya
kemampuan teknis tetapi juga daya dukung keuangan dan sumber
daya manusia.3

2.2.1  Persoalan-persoalan Utama

Situasi pasca-krisis seringkali dibarengi dengan tingginya tingkat
pengangguran dan pengangguran terselubung, penurunan pendapatan yang
drastis, orang-orang yang tinggal jauh dari komunitas atau lingkungan tempat
tinggalnya, pengungsian, korban-korban yang mengalami trauma, dan
kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan yang lain. Pada saat yang sama,
kurangnya keterampilan juga mulai muncul akibat naiknya permintaan akan
keterampilan-keterampilan tertentu ketika upaya kemanusiaan dan
rekonstruksi mulai dijalankan.

Dalam situasi seperti ini, kepedulian ILO yang utama adalah bagaimana
meningkatkan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh
pekerjaan yang layak dan produktif dilandasi prinsip-prinsip kebebasan,
keadilan, keamanan dan martabat manusia. Agenda Pekerjaan yang Layak
ILO terdiri dari hak-hak penting yang memungkinkan masyarakat berkembang
dan meningkatkan kemampuan produktivitas mereka dan terlepas dari
kemiskinan. Itu semua mengintegrasikan keprihatinan ekonomi dan sosial
dan dirangkum dalam empat tujuan strategis berikut ini:

§Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja
§Terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk

memperoleh pendapatan bagi perempuan dan laki-laki
§Perlindungan sosial
§Dialog sosial

Pekerjaan yang produktif memang merupakan strategi penyesuaian yang
kuat. Pekerjaan yang produktif memberi penghasilan bagi para korban krisis
serta mengangkat martabat, kepercayaan diri, harapan dan bagian dalam proses
perdamaian bagi mereka, saat membantu membangun kembali dan
mengupayakan stabilitas komunitas mereka. Selain itu, proses rekonstruksi,

3 Kriteria intervensi ILO terdapat dalam ILO: Modul Generik untuk Menangani Krisis (ILO: Generic
Crisis Response Modules) (Jenewa, 2001), hal. 11.
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rehabilitasi dan reintegrasi pasca-krisis yang berbasis pada pekerjaan yang
layak juga membuka jendela kesempatan untuk mencapai keadilan sosial,
menangani permasalahan ketidakadilan jender, mengurangi kerentanan,
memastikan kelangsungan keamanan dan perdamaian; dan oleh karenanya
menempatkan komunitas pada jalan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penciptaan lapangan kerja harus menjadi sasaran yang jelas dan
senantiasa tersedia.

2.3  Pelaksanaan LKM

Jasa layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat dapat memainkan peran
penting dalam memberikan bantuan dalam situasi pasca-krisis. Penanganan-
penanganannya dapat beragam tergantung pada sifat dan jangkauan krisis
tersebut. Peran-peran tersebut dapat mencakup dukungan bagi prakarsa-
prakarsa khusus yang dikembangkan untuk membantu kelompok-kelompok
sasaran tertentu atau menyediakan bantuan ketenagakerjaan yang lebih umum
bagi semua yang terkena dampak krisis tersebut.

Pelaksanaan apapun yang diusulkan oleh LKM harus dipertimbangkan
dalam konteks mandat ILO dan dalam membentuk penanganan tersebut,
enam bidang kepedulian utama berikut ini harus dipertimbangkan:

§Hak Asasi Manusia (Prinsip-prinsip dasar ILO, keadilan sosial,
hak-hak dasar dan pendekatan tripartit);

§ Situasi mikro dan makro ekonomi (ekonomi yang menyusut atau
bertumbuh, tren harga, tingkat kemiskinan, tren dalam
perdagangan luar negeri, arus masuk modal luar negeri dan
pembayaran);

§ Situasi pasar kerja (pengangguran dan pengangguran terselubung
dan permintaan serta penawaran atas berbagai jenis tenaga kerja,
kemampuan dan kebutuhan pelatihan, kebijakan pasar kerja dan
tingkat upah yang mencerminkan realitas di daerah tersebut dan
sekitarnya);

§Konteks sosio-kultural dan politik (terutama keamanan,
permasalahan jender, kerentanan, pengasingan sosial dan
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kelompok-kelompok sasaran kunci);
§Mekanisme dialog sosial (terutama peran mitra sosial ILO dan

cakupan rekonsiliasi dan perdamaian); serta
§Perlindungan sosial (jaminan sosial, cakupan dan potensi sistem

berbasis komunitas dan sistem nasional yang modern dan
tradisional).

Karena itu penting memastikan bahwa jasa layanan ketenagakerjaan
masyarakat pasca-krisis yang diusulkan akan mendapatkan dukungan penuh
dan diakui kepemilikannya oleh jajaran kementerian negara yang bersangkutan
(biasanya Departemen Tenaga Kerja, apabila ada). Apabila suatu kantor kecil
dioperasikan sebagai proyek percontohan, kelompok sasaran harus ditentukan
dan tujuan-tujuan khusus harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan
pencapaiannya berdasarkan ketersediaan staf dan jangan menciptakan
harapan-harapan yang tidak realistis. Pengaturan-pengaturan tersebut harus
dikonfirmasikan melalui suatu perjanjian bersama antara pihak-pihak yang
terkait, yang mencakup jasa layanan ketenagakerjaan awal yang akan disediakan,
tanggung jawab masing-masing pihak, kerangka waktu dan kesepakatan hasil
yang hendak dicapai. Formalitas ini akan membantu menghilangkan
kebingungan dan penundaan, akan menyediakan suatu basis untuk memonitor
kemajuan dan akan membantu memastikan keberlanjutan jangka panjang
LKM setelah pendanaan awal proyek tersebut berakhir.

Apabila tidak ada LKM dan Departemen Tenaga Kerja tidak memiliki
kemampuan membantu program percontohan PLK, pilihan-pilihan
implementasi lain harus dipertimbangkan, termasuk menjalin kemitraan
dengan kementerian yang lain, institusi-institusi internasional atau LSM.

Dalam situasi krisis seperti apa pun, penanganan awal LKM harus terkait
dengan intervensi yang bersifat segera, dan dalam jangka pendek dengan
prioritas untuk membantu kelompok-kelompok sasaran yang telah
diidentifikasi. Penting untuk ditekankan bahwa LKM tidak boleh bertindak
sendiri dalam situasi-situasi seperti ini, dan bahwa upaya-upaya LKM akan
maksimal apabila dilakukan dalam kolaborasi dengan organisasi-organisasi
nasional dan internasional lain yang terkait, terutama yang berasal dari sistem
PBB dan dalam konteks kegiatan penanganan krisis secara menyeluruh. Setelah
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beberapa waktu, kegiatan-kegiatan LKM pasca-krisis dapat meningkat secara
progresif menjadi struktur yang lebih permanen yang terintegrasi dalam
struktur administrasi ketenagakerjaan negara.

2.3.1 Kegiatan-kegiatan Layanan Utama

ILO telah terlibat dalam upaya luas yang terdapat dalam sistem PBB
dan di beberapa peristiwa ILO juga pernah mengambil tindakan atas
prakarsanya sendiri untuk mengembangkan komponen-komponen layanan
ketenagakerjaan sebagai penanganan kondisi pasca-krisis. Hal ini mencakup
penanganan kondisi krisis di Timor Leste, Pecahan Yugoslavia, Indonesia,
Namibia, Palestina, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan yang terbaru adalah
Afganistan dan Sri Lanka.4

LKM pasca-krisis harus bersifat fungsional, dapat dilihat, dan menjadi
titik acuan yang diketahui oleh para pencari kerja dan pengusaha.

Selain dalam kondisi krisis, ada sejumlah fungsi atau jasa layanan utama
yang dapat dijalankan oleh LKM, dan meskipun ada variasi dari satu negara
ke negara lain, fungsi atau jasa tersebut biasanya mencakup hal-hal berikut
ini:

§Pendaftaran dan pemberian saran kepada pencari kerja.
§Pendampingan dengan pengusaha dan mengisi lowongan-

lowongan.
§Mengumpulkan dan menyebarkan Informasi Pasar Kerja (IPK).
§Memenuhi kebutuhan pencari kerja dengan kategori-kategori

khusus.
§Merencanakan dan mengatur langkah-langkah ketenagakerjaan

khusus dan pelatihan.

Jasa atau fungsi ini mungkin harus diadaptasikan atau disusun secara
khusus untuk menghadapi situasi tertentu. Jasa layanan atau pendekatan baru
memang harus dilakukan apabila sebelumnya tidak ada layanan seperti itu
atau layanan yang ada pada saat ini sudah tidak memadai lagi.

4 Informasi lebih lanjut mengenai tanggapan krisis ILO tersedia di ILO : Orang-orang dan Negara-
negara yang terkena dampak krisis (ILO : Crisis-affected people and countries) (Jenewa, 2001)
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Contoh-contoh berikut ini menyoroti serangkaian kegiatan yang dapat
dilakukan dalam menangani situasi krisis tertentu.

2.3.2 Bencana Alam

Bencana alam sering terjadi akibat kekuatan alam yang merusak yang
datang tiba-tiba, seperti gempa bumi, tsunami, banjir atau badai tropis yang
membawa dampak pada masyarakat dan mengakibatkan kematian, kerusakan
infrastruktur dan alat-alat produksi yang parah, serta hilangnya pekerjaan
yang meluas. Penanganan pertama akan datang dari institusi-institusi yang
terlibat dalam upaya penyelamatan segera dan bantuan kemanusiaan. Kadang-
kadang, peran ILO dimulai pada tahap pertama tetapi menjadi lebih intensif
di tahap kedua, yang melibatkan proses penempatan kembali dan bantuan
ketenagakerjaan.

Permasalahan Pasca-
Krisis

Kebutuhan
Penempatan
kembali

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

• Penanganan cepat dengan mengirimkan
staf LKM ke pusat-pusat pendaftaran
dan penempatan sementara/bergerak

• Bantuan rekrutmen untuk tenaga kerja
pasca-krisis dan kebutuhan-kebutuhan
pengiriman

• Bantuan dalam rekrutmen pekerja untuk
proyek-proyek rekonstruksi dan
pemulihan pasca-krisis

• Promosi proyek-proyek/strategi-strategi
berbasis tenagakerja

Bencana Alam

Rekonstruksi



16

Permasalahan Pasca-
Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

• Rekrutmen untuk proyek-proyek
pekerjaan umum

• Promosi kesempatan pelatihan di tempat
kerja

• Program pendaftaran bagi mereka yang
kehilangan pekerjaan/penghidupannya

• Penyediaan saran dan informasi bagi
pencari kerja dan institusi-institusi
pasca-krisis

• Saran dan bantuan dengan program-
program penempatan kembali dan
pilihan ketenagakerjaan alternatif

• Identifikasi keterampilan dalam
permintaan dan penawaran

• Identifikasi penyedia jasa pelatihan

• Promosi pelatihan-pelatihan untuk
menutupi kekurangan keterampilan

• Identifikasi kesempatan pelatihan
keterampilan di tempat kerja

Hilangnya
Banyak Pekerjaan

Kekurangan
Keterampilan



17

Panduan Mendirikan - Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia

2.3.3 Krisis Keuangan dan Ekonomi

Banyak faktor yang mengakibatkan krisis ekonomi, tetapi hasilnya akan
selalu menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya, serta
menghadapi penurunan upah dan pendapatan. Meskipun beberapa industri
terkena dampak yang lebih parah dibandingkan industri lain, dampaknya tetap
dirasakan di seluruh bidang perekonomian.

Dalam jenis krisis seperti ini, infrastruktur pemerintahan sering kali tetap
berdiri dan ILO dapat bekerja dengan lebih baik dengan kementerian-
kementerian terkait. ILO biasanya mengusulkan penanganan dan program
LKM yang dibangun dalam operasi layanan ketenagakerjaan yang ada untuk
membantu para pekerja yang menganggur berpartisipasi dalam program-
program yang terkait dengan reformasi struktural, melatih kembali dan
merekokasi para pekerja. Meskipun demikian, pelatihan staf dan
pembangunan kapasitas bagi LKM mungkin dibutuhkan agar dapat
menghadapi tantangan-tantangan baru.

Permasalahan
Pasca-Krisis

Penyusutan
jumlah pekerja
dalam skala besar

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

• Pendaftaran orang-orang yang terkena
dampak program penyusutan jumlah
pekerja dalam jumlah besar

• Kantor-kantor sementara di lokasi
untuk menawarkan seminar-seminar
pra-penyusutan jumlah pekerja
tersebut (misalnya, mengenai
tunjangan penghematan,
kemungkinan-kemungkinan pekerjaan
alternatif, pilihan-pilihan pelatihan
kembali, teknik-teknik mencari

Krisis Keuangan dan Ekonomi
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pekerjaan) dan layanan pendaftaran

• Dukungan untuk strategi-strategi
komunitas untuk meminimalisasi atau
mencegah penyusutan jumlah pekerja

• Bantuan bagi orang-orang yang
menganggur (misalnya, menyediakan
keterampilan untuk mencari pekerjaan
dan menyiapkan daftar riwayat hidup)

• Saran dan bantuan dalam program-
program pelatihan kembali dan
penempatan kembali

• Meningkatkan kesempatan bekerja
mandiri

• Menyediakan informasi mengenai
pelatihan-pelatihan dan penyedia jasa
pelatihan

• Saran mengenai perubahan pilihan karir

• IPK mengenai permintaan yang timbul
bagi keterampilan tertentu

• Promosi prakarsa ketenagakerjaan
daerah

Tingginya
tingkat
pengangguran
dan
pengangguran
terselubung

Pengorganisasian
kembali dan
reformasi
industri

Permasalahan
Pasca-Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/
LKM
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• Rekrutmen untuk program-program
pekerjaan umum

• Saran mengenai rancangan program-
program ketenagakerjaan jangka pendek
dengan komponen perburuhan yang
luas (dengan komponen yang berarti,
bukan komponen yang “hanya dibuat”
begitu saja)

• Implementasi asuransi pengangguran
dan program-program dan strategi-
strategi perlindungan sosial

• Saran mengenai rancangan program-
program jejaring  pengaman sosial

Perlindungan
sosial terbatas

Permasalahan
Pasca-Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/
LKM

Bantuan Ketenagakerjaan di Sierra Leone

Atas permintaan dan dalam kolaborasi dengan Kementerian
Perburuhan, Jaminan Sosial dan Hubungan Industrial di Freetown, pada
tahun 2001, ILO memulai suatu Proyek Dampak Ketenagakerjaan Cepat
untuk mendukung proses konsolidasi perdamaian di Sierra Leone.

Proyek tersebut memfokuskan diri pada penguatan kapasitas Pusat-
pusat Layanan Informasi Ketenagakerjaan (PLIK) untuk memungkinkan
mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam reintegrasi kelompok-
kelompok yang terkena dampak perang. Latihan pengembangan kapasitas
tersebut bertujuan mereorientasi layanan-layanan PLIK menuju
kemampuan untuk mempekerjakan diri sendiri dan kegiatan-kegiatan
sektor informal.
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Meskipun suatu jaringan kantor ketenagakerjaan sudah ada, kantor-
kantor ini memiliki sumber daya yang sangat miskin dan kekurangan
kapasitas untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang terkait dengan
reintegrasi kelompok-kelompok tambahan yang terkena dampak konflik.

Pada fase pertama, ILO menyediakan dana awal untuk melaksanakan
suatu kajian kebutuhan-kebutuhan pasar kerja yang cepat dan untuk
mendirikan proyek percontohan PLIK untuk menyediakan layanan-
layanan ketenagakerjaan. Kemudian kantor ini dilihat dapat menjadi model
untuk memperbaiki kantor-kantor ketenagakerjaan kementerian yang lain
di masa mendatang, dengan layanan-layanan untuk dicontoh di daerah-
daerah lain yang memiliki masalah sama. Hal ini akan dilaksanakan sebagai
bagian dari suatu program “Employment for Peace” (Ketenagakerjaan untuk
Perdamaian) di mana ILO mencari donor yang akan menyediakan
pendanaan untuk hal tersebut.

Pusat tersebut bertujuan membantu pencari kerja dalam menemukan
pekerjaan dan untuk menyediakan informasi dan layanan referensi yang
terkait dengan kesempatan untuk bekerja mandiri serta kesempatan
pelatihan. PLIK juga membuat suatu pangkalan data informasi pasar kerja
dengan profil keterampilan-keterampilan para pencari kerja, perincian
kekurangan keterampilan, dan informasi mengenai institusi-institusi
pelatihan.

Penekanan utama terletak pada bantuan bagi kaum muda yang
terkena dampak perang. Untuk memperoleh dampak yang cepat,
diusulkanlah suatu kemitraan dengan Komisi Nasional untuk Pelucutan
Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi yang bertujuan membantu mantan
tentara mendapatkan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi posisi-posisi
yang terdapat dalam sektor informal yang dapat menyerap pekerja pemula
dan memperbaiki kualitas pelatihan di tempat-tempat ini.
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2.3.4  Konflik bersenjata

Dalam banyak situasi paska konflik, infrastruktur dan administrasi
pemerintahan mungkin menjadi lemah atau hancur, menyebabkan kapasitas
nasional dan ketersediaan sumber daya sangat terbatas. Meskipun terdapat
pengaturan administrasi transisional, iklim politik tetap tidak menentu.
Pengangguran sangat tinggi dan program-program khusus dibutuhkan untuk
membangun kembali infrastruktur sosial dan ekonomi dan untuk
mengintegrasikan kembali para pengungsi dan mantan tentara. Tergantung
pada kelompok sasarannya, lembaga dan kerangka waktu yang berbeda-beda
dilibatkan dan terdapat permintaan untuk penanganan yang berbeda-beda.
Misalnya, segera setelah gencatan senjata atau perjanjian perdamaian dicapai,
para pengungsi mungkin mulai kembali dengan cepat, sementara para mantan
tentara mungkin belum menjadi kelompok sasaran yang besar sampai setelah
strategi demobilisasi diimplementasikan.

Permasalahan
Pasca- Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

Konflik Bersenjata

Pemulangan
pengungsi

Demobilisasi
Mantan Tentara

• Praktek-praktek pendaftaran
gabungan untuk mengidentifikasi
keterampilan-keterampilan dan
kapasitas individual

• Survei permintaan pasar kerja
setempat

• Program pemulangan untuk
membantu pengungsi lokal

• Partisipasi dalam program-program
demobilisasi
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Permasalahan
Pasca-Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

• Seminar-seminar pra-pembebasan yang
meliputi kemungkinan-kemungkinan
pekerjaan, pilihan-pilihan pelatihan,
teknik-teknik mencari pekerjaan dan
reintegrasi ke dalam kehidupan sipil

• Layanan informasi dan referensi

• Hubungan-hubungan dengan layanan
lokal, institusi-institusi pendukung dan
bantuan psikologis

• Informasi dan referensi untuk
pelatihan kembali dan kesempatan-
kesempatan untuk mengembangkan
usaha kecil

• Identifikasi kelompok-kelompok
sasaran

• Program-program dan layanan khusus
untuk membantu kelompok-kelompok
yang dirugikan yang menjadi prioritas
(misalnya, para janda dan kepala
keluarga perempuan lainnya, orang
cacat, korban trauma, mereka yang
mengalami gangguan psikologis)

• Rekrutmen untuk proyek-proyek besar

• Promosi strategi-strategi/proyek-

Berbagai
kelompok yang
dirugikan yang
membutuhkan
bantuan bersifat
segera

Rekonstruksi
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Permasalahan
Pasca-Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

proyek berbasis ketenagakerjaan

• Identifikasi persediaan dan permintaan
keterampilan yang muncul

• Pengembangan kesempatan-
kesempatan pelatihan keterampilan di
tempat kerja

• Penyediaan IPK yang dapat diandalkan

• Promosi prakarsa-prakarsa
pengembangan kesempatan kerja lokal

• Pembangunan kapasitas yang
berkelanjutan dalam LKM

• Integrasi layanan PLK percontohan ke
dalam organisasi-organisasi nasional

• Pelatihan-pelatihan dan bantuan teknis
bagi staf yang terdapat dalam
organisasi-organisasi peserta.

Pemulihan
ekonomi

Kapasitas
institusional
yang lemah
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2.3.5  Transisi Sosial dan Politik yang Sulit

Negara-negara dalam masa transisi mungkin menghadapi reformasi
ekonomi, sosial, politik dan keuangan. Kerangka waktu untuk transisi dan
perubahan bisa berlangsung bertahun-tahun. Kebutuhan khusus mungkin
beragam bentuknya, tetapi negara-negara ini menghadapi permasalahan yang
sama.

Permasalahan
Pasca-Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

• Layanan registrasi dan referensi

• Dukungan penyusutan jumlah pekerja
atau pengerahan pekerja

• Layanan transisional, seperti bantuan
dalam merestrukturisasi badan-badan
usaha milik negara

• Penyuluhan dan bimbingan karir

• Program pelatihan untuk memenuhi
kekurangan keterampilan

• Pembangunan kapasitas untuk
organisasi-organisasi yang terkait
dengan LKM nasional

• Pelatihan-pelatihan dan bantuan teknis
bagi staf di wilayah prioritas

Penyusutan atau
kelebihan
jumlah pekerja

Transisi Sosial dan Politik

Kekurangan
keterampilan yang
muncul dalam
industri baru

Kapasitas
institusional
yang lemah
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Permasalahan
Pasca-Krisis

Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM

• Peninjauan ulang sistem tunjangan/
bantuan yang ada

• Pelaksanaan asuransi bagi
pengangguran dan program-program
dan strategi-strategi perlindungan
sosial

• Saran dalam merancang program-
program jaminan sosial

• Kompilasi, analisa dan penyebaran
IPK

• Program pasar kerja aktif, seperti
pekerjaan umum

• Informasi mengenai dan bantuan
dengan kesempatan-kesempatan
untuk bekerja mandiri

Perlindungan
sosial terbatas

Merestrukturisasi
ekonomi

2.4  Kajian Kebutuhan-kebutuhan

Sebelum menentukan jenis penanganan yang dapat ditawarkan LKM,
harus dibuat suatu kajian mengenai jangkauan dan sifat layanan yang sudah
ada. Hal ini harus dilakukan baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari
ILO Crisis Assessment Mission (Misi Kajian Krisis ILO) yang lebih luas yang
memeriksa dampak keseluruhan yang diakibatkan oleh krisis tersebut dan
memformulasikan penanganan menyeluruh mengenai ketenagakerjaan dan
permasalahan-permasalahan lain yang terkait. Sejumlah metode yang berbeda-
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beda dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi,5 dan perincian lebih
lanjut mengenai pendekatan kajian yang menyeluruh mengenai penanganan
krisis terdapat di “Crisis response – Rapid Needs Assessment manual” (Penanganan
Krisis – Manual Kajian Kebutuhan Cepat) ILO.6

Pada saat sudah ada LKM, kajian kebutuhan-kebutuhan harus meliputi
suatu peninjauan ulang mengenai seberapa memadai layanan-layanan yang
sudah ada. Kuesioner berikut ini dapat membantu menelaah beberapa bidang
kunci.

5 World Association of Public Employment Services (WAPES) telah mengembangkan instrumen
survei untuk melaksanakan kajian kebutuhan-kebutuhan untuk mengidentifikasi persyaratan
bantuan teknis bagi LKM yang sudah ada. Informasi lebih lanjut tersedia di alamat situs web
sekretariat WAPES (www.wapes.org).

6 Manual tersebut mengandung bagian-bagian terperinci yang terkait dengan pasar kerja dan
permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan, termasuk persyaratan informasi yang dibutuhkan
ketika sedang mengkaji kebutuhan-kebutuhan dari kelompok khusus yang rawan, pelatihan dan
pendidikan kejuruan, layanan pengembangan UKM dan usaha.

Permasalahan

Status Penyedia
Jasa LKM

Transisi Sosial dan Politik

Pertanyaan Kunci Catatan

• Kementerian
apakah yang
bertanggung
jawab atas LKM?

• Bagaimanakah
kerangka kerja
peraturan yang
berlaku bagi
layanan-layanan
LKM ini
(misalnya,
persyaratan klien
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

Cakupan
geografis, situs,
klien dan
pemberian
pekerjaan

untuk menggunakan
layanan ini, batasan
mengenai pergerakan
pekerja, seperti
persyaratan perizinan
untuk bepergian dari satu
distrik atau provinsi ke
distrik atau provinsi
lain)?

• Hubungan seperti
apakah yang dimiliki oleh
suatu kementerian
dengan kementerian-
kementerian lain,
(misalnya untuk
pendidikan dan pelatihan
kejuruan) serta organisasi
sektor swasta?

• Ada berapa kantor LKM
yang sekarang
beroperasi?

• Apakah cakupannya?
(berdasarkan provinsi,
distrik dan daerah
setempat)

• Seperti apakah jenis-jenis
pengusaha dan pekerja
yang biasanya dilayani
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

oleh LKM?

• Apakah tersedia layanan
penuh di setiap lokasi?

• Apakah kantor-kantor
memiliki telepon, faks,
komputer dan
perabotan serta
peralatan yang
memadai?

• Apakah tujuan-tujuan
LKM?

• Apakah kantor-kantor
menyediakan layanan
khusus? (misalnya untuk
kesempatan kerja di luar
negeri, pekerjaan santai,
pekerjaan musiman)

• Apakah LKM memiliki
fungsi lain di luar
layanan
ketenagakerjaan?
(misalnya inspeksi
tenaga kerja,
penyelesaian sengketa,
pembayaran tunjangan
pengangguran)

Jangkauan layanan
yang tersedia pada
LKM pasca-krisis
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Daerah atau komunitas
yang manakah yang
terkena dampak yang
paling besar?

• Apakah dampak krisis
tersebut terhadap
pekerja, pencari kerja dan
pengusaha?

• Berapa orang yang telah
terkena dampak?
(misalnya, jumlah
pengungsi, jumlah yang
telah kehilangan rumah
dan pekerjaannya, jumlah
yang akan dipindahkan
berdasarkan jenis
kelamin, usia dan latar
belakang etnis)

• Apakah terdapat
kelompok-kelompok
yang dirugikan yang
membutuhkan bantuan
khusus? (misalnya,
tentara anak-anak,
mantan tentara, janda
dan kepala keluarga
perempuan, penyandang
cacat)

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan

Kelompok-
kelompok kunci
yang terkena
dampak
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Apakah terdapat
pengaturan pendaftaran
pencari kerja, dan
apabila ya, bagaimana
pengaturan tersebut
berjalan?

• Apakah, apabila ada,
layanan kajian pencari
kerja dan layanan
bimbingan yang
disediakan pada saat ini?

• Apakah jenis kajian yang
dilakukan dan
bagaimanakah
hubungannya, apabila
ada, dengan pelatihan-
pelatihan dan kebutuhan
keterampilan  yang
berada dalam persediaan
yang terbatas dalam
pasar kerja?

• Untuk apakah kajian-
kajian ini digunakan?
(misalnya, apakah kajian
ini diwajibkan sebelum
menjalani pelatihan?)

• Bagaimanakah tingkat

Pendaftaran Klien, Bimbingan dan Layanan Informasi

Layanan bagi
para pencari kerja
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

usaha yang ada pada
saat ini bagi setiap
layanan ini? (misalnya,
jumlah pencari kerja
yang dikaji, jumlah
pencari kerja yang
memperoleh bimbingan
–berikanlah jumlah laki-
laki dan perempuan
yang dibantu)

• Apakah terdapat
dokumentasi mengenai
apa yang terjadi pada
pencari kerja setelah
mereka mendapatkan
bimbingan atau kajian?

• Apakah ada kontak
lanjutan? Berikan
perinciannya.

• Apakah LKM mengurus
dana tunjangan
pengangguran dan
pembayarannya?

• Apakah prosedur
pendaftaran dan
persyaratan yang
berlaku bagi tunjangan
pengangguran?
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Apakah jenis pengusaha
yang biasanya
menggunakan jasa
LKM?

• Berapa banyak
lowongan yang biasanya
diterima oleh LKM
setiap bulannya?

• Berapa banyak
lowongan yang saat ini
diterima?

• Apakah LKM
mengkhususkan diri
dalam mengisi
lowongan jenis tertentu?
(misalnya, lowongan
bagi yang memiliki
keterampilan/tidak
memiliki keterampilan,
pekerjaan musiman atau
kasual)

• Kontak seperti apakah
yang dimiliki LKM
dengan organisasi
pengusaha, industri dan
institusi pelatihan?

Layanan bagi pengusaha dan hubungan dengan komunitas

Pemberitahuan
lowongan

Kunjungan
pengusaha
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Apakah LKM memiliki
program kunjungan
pengusaha berkala?

• Apakah LKM
menyediakan layanan
bagi para pengusaha di
sektor swasta dan sektor
informal?

• Pengaturan konsultatif
apakah yang ada bagi
partisipasi pemerintah,
organisasi pengusaha
dan perwakilan pekerja?

• Apakah terdapat Dewan
Penasehat atau
mekanisme lain untuk
membimbing dan
mengkoordinasi
kegiatan-kegiatan LKM?

• Apakah Dewan tersebut
memiliki komposisi
tripartit?

Pengaturan
Tripartit

Kualitas Layanan

• Statistik apa saja yang
tersedia yang
menunjukkan tingkat

Kualitas layanan
yang disediakan
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

usaha bagi masing-
masing kantor?

• Berapa banyak pencari
kerja yang terdaftar
setiap bulannya?

• Berapa banyak lowongan
yang diumumkan setiap
bulannya?

• Berapa banyak pencari
kerja yang ditempatkan
dalam suatu kesempatan
kerja setiap bulannya?

• Apakah terdapat akses
yang memadai untuk
melayani para pencari
kerja dan pengusaha?

• Apakah terdapat
dokumentasi pencari
kerja, lowongan, dll yang
terkomputerisasi?
Apabila ya, tolong
berikan keterangan.

Informasi Pasar Kerja

• IPK seperti apakah yang
saat ini disediakan oleh
LKM? Bagi pencari kerja

Frekuensi,
jangkauan dan
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

dan pengusaha? Bagi
analis pasar kerja dan
pembuat kebijakan?

• Bagaimanakah
jangkauan dan cakupan
informasinya?

• Seberapa seringnya
informasi tersebut
dikumpulkan dan
diperbaharui?

• Bagaimana informasi
tersebut ditampilkan
dan disebarluaskan?

• IPK apa saja yang
diperoleh dari sumber-
sumber lain?

• Apakah tersedia
informasi mengenai
tren pekerjaan dan
industri? (misalnya,
pekerjaan di mana
terdapat kekurangan
keterampilan, lokasi di
mana terdapat
permintaan atas
pekerja)

Kekurangan
keterampilan yang
dibutuhkan dalam
pekerjaan dan tren
industri

cakupan
pengumpulan
data
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Apakah informasi
disediakan di tingkat
nasional, provinsi dan
lokal?

• Apakah tersedia
informasi di bidang-
bidang pertumbuhan
ekonomi?

• Apakah tersedia
informasi mengenai
institusi-institusi
pelatihan dan pelatihan-
pelatihan?

• Apakah ada kebutuhan
untuk membawa
perubahan atau
perbaikan terhadap
informasi yang tersedia?

• Apakah Badan Pusat
Statistik (BPS)
menyediakan statistik
atau laporan-laporan
pasar kerja? Seberapa
sering? Untuk kelompok
dan bidang apa?

• Apakah institusi lain
melakukan survei dan

Sumber-sumber
informasi lain
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

membuat laporan-
laporan? (misalnya,
Departemen Pertanian,
Kesehatan, Pendidikan,
organisasi-organisasi
internasional, LSM)

• Apakah tersedia hasil
sensus nasional yang
terbaru? Apakah hasil
tersebut relevan dalam
situasi pasca-krisis?

Institusi Ketenagakerjaan Swasta

• Berapa banyak institusi
ketenagakerjaan swasta
yang beroperasi di
negara tersebut?

• Apakah kerangka kerja
perundang-undangan
yang memungkinkannya
beroperasi?

• Di wilayah negara yang
manakah institusi-
institusi ketenagakerjaan
swasta ini beroperasi?

• Spesialisasi mereka
berada dalam kategori
pekerja/sektor apa?

Status dan
cakupan
geografis
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Bagaimanakah tingkat
penempatan dalam
pekerjaan dan kapasitas
institusi-institusi ini?

• Layanan apakah yang
mereka sediakan dan
berapa banyak lowongan
yang mereka layani?

• Apakah lembaga
ketenagakerjaan swasta
ini mengkhususkan diri
pada kelompok sasaran
tertentu?

• Bagaimana tingkat kerja
sama mereka dengan
LKM?

• Dari mana sumber
pendanaan mereka dan
berapakah bayaran yang
mereka kenakan untuk
pelayanan mereka?

• Apa saja kegiatan lain
yang mereka lakukan?

Jangkauan dan
kualitas layanan
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Apakah lokasi dan
cakupan layanan LKM
yang ada cukup memadai
untuk memenuhi
permintaan-permintaan
baru?

• Apakah layanan harus
diubah atau dapat
menjadi lebih baik lagi?
Berikan keterangan.

• Apakah pencari kerja dan
pengusaha memiliki akses
pelayanan yang memadai?

• Seberapa berguna IPK
yang ada dalam
memberikan bantuan
kepada kelompok-
kelompok sasaran yang
dibantu?

• Apakah terdapat
informasi kesempatan
kerja dan pelatihan yang
dibutuhkan yang belum
tersedia pada saat ini?
Berikan keterangan

Kajian mengenai
kekurangan

Kesenjangan
informasi

Kesenjangan atau defisiensi dalam pengaturan yang ada dalam
menangani tantangan-tantangan krisis
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Apakah secara umum
para staf memiliki
pengetahuan dan
keterampilan yang
dibutuhkan dalam
menangani tugas-
tugas tambahan?

• Apabila tidak, di
bidang apa saja
pelatihan lanjutan itu
mereka butuhkan?

• Apakah manajer dan
penyelia memiliki
keterampilan
kepemimpinan,
manajemen, dan
pengawasan yang
memadai?

• Apabila tidak, di
bidang apa saja
mereka membutuhkan
pelatihan lanjutan?

• Apakah tempat yang
ada cukup memuaskan
atau apakah
diperlukan tempat
alternatif?

Pelatihan staf dan
peralatan
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Permasalahan Pertanyaan Kunci Catatan

• Apakah peralatan,
komputer dan
perlengkapan kantor
yang ada cukup
memadai?

• Apakah terdapat
hubungan antara asosiasi
pengusaha dengan
asosiasi pekerja?

• Apakah layanan LKM
memiliki orientasi pada
klien? (tidak birokratis)

• Apakah LKM memiliki
sumber daya finansial
dan sumber daya
manusia yang memadai?

Permasalahan-
permasalahan
lain
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Temuan-temuan Kunci dan Rekomendasi

Bagian ini dapat digunakan untuk mengkonsolidasi penemuan-penemuan
dari kajian kebutuhan-kebutuhan dan sebagai panduan untuk menyiapkan
pilihan-pilihan penanganan.

• Meninjau ulang dan
menggunakan (apabila
layak) perencanaan
LKM tahap persiapan
atau pra-krisis yang
sudah dijalankan

• Mengembangkan
(sesuai dengan
konsultasi dengan
Departemen Tenaga
Kerja) penanganan-
penanganan khusus
dan intervensi cepat
bagi kegiatan-kegiatan
tertentu

Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan
Apabila sudah ada

LKM

Apabila belum ada
LKM atau kapasitas

yang ada lemah

Perencanaan
untuk
Pelaksanaan
LKM

• Mencari tahu apakah
otoritas perencanaan
krisis secara
keseluruhan telah
mengembangkan
strategi untuk
rekrutmen, penciptaan
lapangan pekerjaan
dan penanganan-
penanganan lain yang
terkait dengan
ketenagakerjaan

• Mengidentifikasi
institusi nasional yang
relevan atau
kementerian yang
harus bertanggung-
jawab atas layanan
ketenagakerjaan dan
memperoleh
komitmen serta
kepemilikannya atas
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Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan
Apabila sudah ada

LKM

Apabila belum ada
LKM atau kapasitas

yang ada lemah

layanan LKM yang
diusulkan

• Mengkaji kelayakan
LKM

• Apabila diperlukan,
mencari kesempatan
untuk mendirikan
LKM dalam
kemitraan atau
kolaborasi dengan
institusi internasional
atau LSM lain yang
telah beroperasi
(misalnya UNHCR
atau IOM)

• Mengembangkan
penanganan khusus
dan intervensi-
intervensi cepat
untuk kegiatan-
kegiatan tertentu

• Bernegosiasi dengan
departemen
pemerintah, LSM
dan institusi

Penerapan • Menggunakan
kapabilitas LKM yang
ada untuk menerapkan
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Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan
Apabila sudah ada

LKM

Apabila belum ada
LKM atau kapasitas

yang ada lemah

kegiatan-kegiatan yang
diajukan

• Mengadaptasi atau
menguatkan layanan-
layanan yang ada
apabila diperlukan
untuk memenuhi
kebutuhan

• Menggunakan
pendekatan kantor
percobaan untuk
memperoleh
penanganan dan
dampak yang cepat

• Mempertimbangkan
penggunaan
penanganan jangka
pendek yang diperlukan
dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan
tertentu

• Membangun hubungan
yang kuat dan
pengaturan kerja sama
dengan badan-badan
internasional dan

internasional yang
terkait untuk
menjalankan dan
mendukung
penanganan-
penanganan layanan
ketenagakerjaan
masyarakat pasca-
krisis

• Menjalin kerjasama
dengan semua
pemain kunci pasca-
krisis untuk
menggunakan layanan
yang diajukan

• Memilih staf dari
Kementerian terkait
atau merekrut staf-
staf baru untuk
mendirikan dan
mengoperasikan
LKM percontohan

• Menggunakan
pendekatan kantor
percobaan untuk
memperoleh
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Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan
Apabila sudah ada

LKM

Apabila belum ada
LKM atau kapasitas

yang ada lemah

nasional lain yang
terlibat dalam
penanganan krisis

penanganan dan
dampak yang cepat

• Mempertimbangkan
untuk penggunaan
penanganan jangka
pendek untuk
memenuhi
kebutuhan tertentu

• Membangun
hubungan yang kuat
dan menjalin
kerjasama dengan
badan internasional
dan nasional yang
terlibat dalam
penanganan krisis

• Mendirikan LKM
‘percontohan’ dalam
kemitraan dengan
lembaga lain yang
sudah beroperasi di
lapangan. Pilihlah
lokasi kunci dan
susunlah tujuan-
tujuan khusus

• Apabila sumber dayanya
terbatas atau terdapat
kekurangan keahlian,
gunakan layanan LKM
percontohan di lokasi-
lokasi kunci untuk
memperoleh dampak
yang cepat dan
memperoleh pengalaman

Pilihan-
pilihan
Khusus
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Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan
Apabila sudah ada

LKM

Apabila belum ada
LKM atau kapasitas

yang ada lemah

• Membangun
pengaturan kemitraan
yang juga dapat
membantu dalam
program pengawasan
dan kelanjutan jangka
panjang

• Menyediakan
pelatihan intensif dan
bantuan bagi staf-staf
dalam pengoperasian
layanan
ketenagakerjaan

• Mengembangkan
pengaturan  layanan
gabungan dengan
institusi atau
pengusaha ketika
terdapat kebutuhan
atas pendaftaran
pencari kerja dalam
skala besar (misalnya,
penempatan kembali,
demobilisasi,
penyusutan pekerja,
pengungsi lokal)

• Menyediakan pelatihan
intensif dan bantuan
bagi staf dalam
pengoperasian layanan
ketenagakerjaan

• Menggunakan layanan
sementara/bergerak
untuk menjangkau
lokasi-lokasi yang
terpencil

• Mengembangkan
pengaturan  layanan
gabungan dengan
institusi atau pengusaha
ketika terdapat
kebutuhan atas
pendaftaran pencari
pekerjaan dalam skala
besar (misalnya,
penempatan kembali,
demobilisasi, penyusutan
pekerja, pengungsi lokal)



47

Panduan Mendirikan - Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia

Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan
Apabila sudah ada

LKM

Apabila belum ada
LKM atau kapasitas

yang ada lemah

• Menggunakan
konsultan lokal dan
sumber daya
kemitraan untuk
melakukan kajian
pasar kerja secara
cepat

• Menggunakan staf
Departemen Tenaga
Kerja atau konsultan
lokal untuk
menyediakan kajian
pasar kerja cepat
mengenai kekurangan
keterampilan, sektor
pertumbuhan, dan
profil keterampilan
pencari pekerjaan

• Bekerja sama dengan
otoritas lokal dan
layanan statistik
nasional

Informasi
Pasar Kerja
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Perencanaan
dan strategi
pembangunan
untuk jangka
waktu yang
lebih panjang

• Mendorong Departemen Tenaga Kerja untuk
merencanakan arah LKM dalam jangka waktu yang
lebih panjang

• Mendukung prakarsa dan strategi untuk:

• Pengembangan kebijakan dan program

• Mengembangkan Kebijakan Ketenagakerjaan
Nasional

• Mengkaji ulang organisasi, struktur, dan
ketenagakerjaan LKM yang ada

• Meningkatkan kapasitas untuk memperluas
layanan

• Membangun dukungan politik bagi
pengembangan LKM yang sedang berjalan

• Mengintegrasikan LKM ke dalam Departemen
Tenaga Kerja

• Memastikan pendanaan yang berkelanjutan
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Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi LKMLKMLKMLKMLKM
pppppascascascascasca-krisisa-krisisa-krisisa-krisisa-krisis

PANDUPANDUPANDUPANDUPANDUAN MENDIRIKANAN MENDIRIKANAN MENDIRIKANAN MENDIRIKANAN MENDIRIKAN

LLLLLAAAAAYANANYANANYANANYANANYANAN
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BABABABABAGIAN 3GIAN 3GIAN 3GIAN 3GIAN 3

Kantor PKantor PKantor PKantor PKantor Perberberberberburururururuhan Interuhan Interuhan Interuhan Interuhan Internasionalnasionalnasionalnasionalnasional
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Dalam situasi krisis seperti apa pun ketika sejumlah besar orang terkena
dampaknya, LKM harus dengan cepat meresponnya dan menjalin kerjasama
yang erat dengan organisasi-organisasi pemulihan atau organisasi penanganan
besar yang lain. LKM harus terwakili dalam proses perencanaan keseluruhan
program penanganan terhadap krisis yang ada, dan LKM harus memberikan
perincian prakarsa khusus yang dapat dilakukannya dan program-program
yang dapat disediakan untuk membantu kelompok-kelompok sasaran yang
terkena dampak krisis yang diprioritaskan.

Pengkajian kebutuhan-kebutuhan akan memberikan informasi terkini
mengenai kapasitas dan sumber daya LKM, dan akan membantu menentukan
penanganannya dalam jangka pendek dan cakupan pelayanan yang dapat
diberikannya untuk menangani situasi-situasi khusus dan untuk memajukan
prinsip keadilan dan transparansi dalam rekrutmen staf. LKM juga harus
memberikan suatu dasar untuk perencanaan prioritas dan kegiatan dalam
jangka waktu yang lebih panjang.

LKM harus menjadi titik acuan yang pantas dan dapat diandalkan oleh
para pencari kerja dan calon majikan.

Fungsi utama LKM pasca-krisis adalah:

§Mendaftarkan dan memberi saran kepada para pencari kerja;
§Pendampingan untuk pengusaha (institusi-institusi lokal, nasional

dan internasional) dan mendapatkan kesempatan kerja;
§Mencocokkan pekerjaan dengan para pencari kerja;
§Mengumpulkan dan menyebarluaskan IPK;
§Memenuhi kebutuhan pencari kerja yang tergolong kategori

khusus; dan

3.3.3.3.3. Fungsi  Fungsi  Fungsi  Fungsi  Fungsi LKMLKMLKMLKMLKM
pppppascascascascasca-krisisa-krisisa-krisisa-krisisa-krisis
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§Merencanakan dan mengatur langkah-langkah khusus bagi
ketenagakerjaan dan pelatihan.

3.1 Strategi-strategi Penanganan

LKM harus mengembangkan strategi yang jelas yang meliputi
penanganan jangka pendek yang diusulkannya, berdasarkan pada berbagai
pertimbangan internal dan eksternal. Tujuan-tujuannya harus realistis dan
dapat dicapai sesuai jumlah staf yang tersedia untuk mengimplementasikan
strategi tersebut.

Elemen-elemen kunci strategi tersebut harus mencakup:

§Perundingan mengenai mandat dari para pelaku utama nasional
dan internasional;

§Hubungan dengan institusi lain dan jaringan komunitas lokal yang
akan dibantu dalam mengidentifikasi pencari kerja dengan
keterampilan tertentu yang sedang dibutuhkan;

§Hubungan dengan proyek-proyek besar untuk membantu mereka
dengan persyaratan rekrutmen;

§Fokus yang kuat atas kontak dengan pengusaha untuk membantu
mengisi lowongan-lowongan yang mereka miliki dan untuk
mengumpulkan informasi mengenai tren-tren pasar kerja;

§Penanganan yang memiliki sasaran yang fleksibel untuk membantu
kelompok-kelompok khusus yang memiliki kebutuhan-kebutuhan
khusus;

§Kampanye pendaftaran pencari kerja yang khusus untuk
mengidentifikasi pekerja yang menganggur dengan keterampilan-
keterampilan tertentu. Hal ini mungkin dibutuhkan untuk
mengembangkan suatu pangkalan data tentang keterampilan untuk
mengansipasi permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu;

§Pengembangan IPK dasar untuk mengidentifikasi pekerjaan-
pekerjaan yang sedang dibutuhkan, kekurangan keterampilan,
bidang pertumbuhan dan kebutuhan pelatihan;
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§Menggambarkan profil individual para pencari kerja untuk
mengidentifikasi keterampilan, pengalaman kerja, aspirasi
profesional, kebutuhan keterampilan dan menemukan
kemungkinan masalah sosio-psikologis yang dapat direferensikan
penanganannya;

§Hubungan dengan institusi pelatihan untuk menyediakan
kesempatan melatih para pencari kerja; dan

§Penyediaan saran dan informasi bagi para pencari kerja dan
pengusaha mengenai alternatif kesempatan kerja, pengembangan
usaha kecil dan pilihan mata pencaharian yang berkelanjutan.

3.1.1 Merespon kebutuhan Krisis yang
Teridentifikasi

Sifat-sifat utama LKM adalah fleksibel dan mampu merespon dengan
cepat kebutuhan-kebutuhan yang muncul. Untuk dapat mencapai hal itu, LKM
harus mengembangkan pengaturan pelayanan yang luwes dalam situasi-situasi
tertentu untuk mendukung strategi pelaksanaan programnya. Hal ini
mencakup:

§Pengerahan staf LKM ke pusat-pusat pendaftaran sementara/
bergerak untuk memberikan penanganan cepat ketika sejumlah
besar orang membutuhkan bantuan;

§Program pendaftaran untuk membantu mereka yang kehilangan
pekerjaan;

§Program kunjungan ke tempat-tempat yang ditentukan untuk
menyediakan saran dan informasi bagi para pencari kerja di lokasi
tertentu, pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya;

§Pengaturan seleksi gabungan di tempat pengusaha untuk
memberikan bantuan dalam merekrut pekerja untuk proyek-
proyek rekonstruksi dan pemulihan pasca-krisis;

§Kantor-kantor ‘di lokasi’ sementara dengan para pengusaha untuk
memberikan seminar pra-penyusutan jumlah pekerja dan layanan-
layanan pendaftaran;

§Pengaturan rekrutmen khusus untuk program-program pekerjaan
umum;
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§Partisipasi dalam program-program demobilisasi melalui
pelaksanaan seminar-seminar pra-pembebasan dan layanan
informasi dan referensi bagi para mantan tentara;

§Kegiatan-kegiatan pendaftaran gabungan pada titik-titik
perkumpulan atau kemah-kemah pengungsi lokal;

§Layanan kunjungan ke lokasi-lokasi terpilih untuk menyediakan
sesi-sesi informasi bagi kelompok-kelompok yang dirugikan,
seperti kepala keluarga perempuan, mereka yang cacat, korban
trauma dan mereka yang mengalami gangguan psikologis;

§Layanan bantuan transisional disediakan untuk pekerja-pekerja
dan pengusaha-pengusaha yang ada (misalnya, bantuan dalam
merestrukturisasi badan-badan usaha milik negara).

LKM pasca-krisis dapat mendukung strategi-strategi ini dengan
menyediakan layanan-layanan pokok yang masuk ke dalam kategori yang telah
dijabarkan sebelumnya. Adalah penting untuk menekankan bahwa LKM harus
selektif dalam menentukan layanan dan kelompok sasaran yang akan dibantu
sebagai bagian dari penanganan pasca-krisisnya. Layanan LKM harus
diprioritaskan untuk menjamin bahwa layanan tersebut akan bisa berlangsung
cepat dan tepat sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Rencana Ketenagakerjaan untuk Timor-Leste

Pada tahun 1999, ILO mengembangkan suatu rencana rekonstruksi,
pelatihan ketenagakerjaan dan keterampilan  yang komprehensif untuk
membantu negara baru Timor Leste.

Rencana yang diajukan mencakup kesempatan kerja pasca-krisis
dalam skema rekonstruksi yang berbasis tenaga kerja, rehabilitasi fungsi-
fungsi umum, meningkatkan usaha kecil dan mikro, rehabilitasi dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan pendirian layanan
pendaftaran ketenagakerjaan. Prakarsa tambahan yang terkait dengan
administrasi perburuhan, hukum perburuhan dan hubungan industrial
juga dijabarkan dalam rencana tersebut. Dalam kerangka kerja ini, ILO
telah memberikan bantuan teknis kepada Office of Labour and Social Affairs
(Kantor Urusan Perburuhan dan Sosial) di Dili, ibu kota, untuk membantu
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mereka mendirikan Pusat Pelayanan Ketenagakerjaan pertama, yang
diresmikan pada bulan September 2000 dengan staf yang terdiri dari 10
petugas ketenagakerjaan.

Untuk segera menangani lowongan pengusaha untuk proyek-proyek
besar, Pusat Pelayanan Ketenagakerjaan ini mengembangkan strategi pra-
seleksi dan wawancara yang melibatkan kerja sama yang erat dengan
jaringan kepala Zona dan Suco  di Dili. Strategi tersebut dikembangkan
melalui konsultasi dengan semua pihak terkait dan digunakan dengan
sukses untuk merekrut pekerja dan dalam mempromosikan praktek
rekrutmen yang adil dan transparan dengan memastikan bahwa semua
pelamar yang tertarik menerima keterangan mengenai deskripsi pekerjaan
dan kriteria seleksi untuk pekerjaan yang diinginkan.

Pada bulan pertama pengoperasiannya, layanan ketenagakerjaan
mengisi 120 lowongan, termasuk 70 posisi untuk pembukaan sebuah
hotel baru di Dili, dan 50 lowongan lain untuk perusahaan konstruksi
yang menyelesaikan pekerjaan dalam Emergency Schools Readiness Project
(Proyek Persiapan Sekolah Darurat).

Dua petugas pelayanan ketenagakerjaan juga mendapatkan pelatihan
mengenai bagaimanana caranya mengidentifikasi dan mempromosikan
kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil, dan bekerja sama dengan
erat dengan LSM-LSM untuk mengorganisasi dan berpartisipasi dalam
seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan kelompok untuk menjelaskan
kesempatan-kesempatan alternatif untuk memperoleh pendapatan bagi
calon-calon klien.

Pusat ketenagakerjaan mengembangkan serangkaian brosur dan
materi-materi lain untuk membantu para pencari pekerjaan memperoleh
lebih banyak informasi mengenai kesempatan kerja dan pelatihan serta
pilihan-pilihan untuk bekerja mandiri. Informasi tersebut meliputi teknik-
teknik mencari pekerjaan, memulai usaha sendiri, skema kredit mikro,
serta pelatihan kejuruan yang tersedia. Pusat ketenagakerjaan juga
mengembangkan paket informasi untuk dibagikan kepada kepala
pemerintahan di daerah.
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Meskipun kantor ketenagakerjaan meraih beberapa kesuksesan pada
tahap awal, tampak jelas bahwa bantuan teknis yang sedang berjalan tetap
penting apabila layanan tersebut hendak mencapai hasil yang optimal.
Rencana membuka kantor-kantor ketenagakerjaan di 12 distrik lain di
Timor Timur ditunda sampai pada waktu yang tidak dapat ditentukan
karena pembatasan anggaran dan pemotongan-pemotongan.

3.2 Mendaftar dan Memberi Saran kepada
Pencari Kerja

LKM dapat memberikan layanan pendaftaran dan penempatan untuk
para penganggur yang mencari pekerjaan. LKM juga dapat memberikan
berbagai informasi yang dapat membantu para penganggur tersebut dalam
mencari pekerjaan dan memberikan mereka saran alternatif pekerjaan. Bahkan
dengan kondisi tingkat pengangguran yang tinggi sekalipun, masih dapat
ditemui kebutuhan untuk mendapatkan pekerja dengan keterampilan khusus
di beberapa jenis pekerjaan dan daerah-daerah tertentu. Proses pendaftaran
akan membantu LKM menyusun daftar profil keterampilan para pencari kerja
yang ada.

LKM harus berusaha memberikan pelayanan yang efisien dan ramah
kepada semua pencari kerja dan juga kepada semua pengusaha maupun
individu yang membutuhkan pekerja.

Pejabat LKM dapat melakukan hal tersebut di atas dengan:

§Mendaftar para pencari kerja dan memberikan saran kepada
mereka tentang bagaimana caranya dan di mana tempat mencari
pekerjaan;

§Mencocokkan mereka dengan lowongan dan mereferensikan
mereka kepada pekerjaan yang ada, baik untuk pekerjaan proyek
atau pun pengusaha lainnya; dan

§Memberikan saran mengenai kursus dan pelatihan yang dapat
mereka ambil serta pilihan-pilihan lainnya seperti wirausaha dan
kesempatan membangun usaha kecil milik sendiri.
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Sebelum bantuan dan pelayanan ini dapat diberikan, LKM perlu
mendapatkan informasi terperinci dari para pencari kerja mengenai:

§ Sejarah pekerjaan dan ketenagakerjaan mereka;
§Pendidikan dan kualifikasi mereka;
§Keterampilan dan pengalaman mereka;
§ Jika ada, keterbatasan jasmani, mental, keluarga dan sosial yang

berkaitan dengan jenis atau pun tempat pekerjaan yang diinginkan;
dan

§ Jenis pekerjaan yang mereka inginkan.

Cara paling efektif untuk mengumpulkan informasi ini adalah dengan
menggunakan formulir pendaftaran bagi para pencari kerja yang telah
distandarisasi. Satu contoh bentuk “generik” dari formulir ini, yang dapat
dipergunakan untuk tujuan di atas, dapat dilihat pada Lampiran 2. Lampiran
ini juga berisi panduan terperinci tentang cara mengisi formulir tersebut.

Selama proses pendaftaran berlangsung, para pejabat LKM juga dapat
melakukan penilaian mereka sendiri terhadap kebutuhan sang pencari kerja
akan bantuan khusus dikarenakan masalah psikososial, cacat jasmani atau
kesulitan-kesulitan lainnya.

3.2.1 Dengan mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari
wawancara, LKM akan dapat memasangkan para pencari kerja
dengan lowongan yang ada. Pada saat yang bersamaan staf LKM
harus berhati-hati untuk tidak menjanjikan ataupun memastikan para
pencari kerja bahwa LKM akan mampu mencarikan pekerjaan untuk
mereka.  Demikian pula, para pencari kerja harus juga didorong
untuk mencari pekerjaan dengan usaha sendiri.

3.2.2 Menggambarkan Profil Pencari Kerja

Tiap-tiap informasi tertulis tentang para pencari kerja akan diberikan
satu atau lebih kode khusus, sehingga akan lebih mudah untuk memasangkan
keterampilan yang dimiliki para pencari kerja dengan lowongan kerja yang
tersedia, baik pada saat wawancara maupun di waktu-waktu yang akan datang.
Dengan menggunakan informasi tertulis berkode khusus ini, LKM akan dapat
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menyusun sebuah profil pencari kerja tersebut berdasarkan pengalaman dan
keterampilan mereka, serta pekerjaan yang diinginkan.  Informasi ini
khususnya berguna ketika para pengusaha atau individu yang membutuhkan
pekerja mencari tipe tertentu dari pekerja terampil.  Informasi lebih lanjut
tentang penggunaan kode pencari kerja dapat ditemukan di seksi 3.4. tentang
kode pekerjaan dan industri.

3.2.3 Saran, Informasi, dan Layanan Referensi bagi
Pencari Kerja

Apabila tidak tersedia pekerjaan yang tepat untuk pencari kerja saat
wawancara berlangsung, pencari kerja tersebut harus didorong untuk
menggunakan metode-metode lainnya dalam mencari pekerjaan, seperti
bertanya kepada teman, menghubungi secara langsung pengusaha atau
perusahaan, dan memeriksa pengumuman di koran dan radio.

LKM harus menyediakan informasi tentang:

§Kursus pelatihan yang relevan yang akan dilaksanakan dalam waktu
dekat;

§Organisasi-organisasi dan program-program yang dapat
membantu para pencari kerja dengan cara yang lain, seperti
wirausaha, membangun usaha kecil milik sendiri, dan akses kredit;
dan

§Organisasi-organisasi yang menyediakan pelayanan pendukung
psikososial.

3.3 Menghubungi Pengusaha dan
Mendaftar Lowongan

Di banyak negara, pemberitahuan tentang lowongan kepada LKM
bukanlah suatu kewajiban, dan ketika perusahaan memiliki posisi yang kosong,
mereka tidak selalu memberikan informasi ini kepada LKM. Perusahaan-
perusahaan tersebut dapat mengiklankan lowongan pekerjaan di radio, melalui
publikasi pers, dengan meletakkan pemberitahuan lowongan di tempat kerja,
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atau dengan menanyakan kepada karyawan mereka sendiri untuk
memberitahukan teman-teman maupun keluarga mereka bahwa ada lowongan
pekerjaan. Sebisa mungkin, LKM harus mendaftar semua lowongan yang
telah diiklankan secara luas, tidak hanya yang disampaikan secara langsung ke
kantor LKM.

Penting bagi LKM untuk memublikasikan pekerjaannya dengan
memasarkan pelayanannya kepada para pengusaha, untuk mendorong mereka
menginformasikan lowongan pekerjaan yang mereka miliki, dan membujuk
mereka agar mempertimbangkan individu-individu yang telah terdaftar sebagai
pengangguran ketika mereka memiliki lowongan.  Dalam situasi pasca-krisis,
LKM memiliki kesempatan khusus untuk mempromosikan perekrutan dan
pelatihan seleksi yang transparan, adil dan berdasarkan pada kemampuan
dan prestasi.

Pada situasi pasca-krisis, para pengusaha seringkali enggan mengiklankan
lowongan pekerjaan secara terbuka karena khawatir akan meluapnya jumlah
pencari kerja yang akan datang melamar.  Pada saat yang sama, mereka mungkin
perlu merekrut staf dalam jumlah banyak untuk proyek-proyek besar, tetapi
menghadapi kesulitan dalam mencari individu dengan kemampuan yang tepat.

Dalam semua keadaan ini, LKM harus aktif dalam menawarkan
pelayanan yang menarik bagi para pengusaha.  Selain itu, LKM juga harus
mampu menawarkan pelayanan yang mempromosikan proses perekrutan yang
adil dan transparan.  Pelayanan-pelayanan ini termasuk pelayanan pra-seleksi
dan bantuan dalam mendesain obyektif dari kriteria seleksi dan pemberitahuan
hasil yang cepat dan efisien kepada pencari kerja.

3.3.1 Menginformasikan Pengusaha Mengenai LKM

LKM harus mengalokasikan waktu untuk mengidentifikasi industri dan
pengusaha-pengusaha di distrik lokalnya, dan staf LKM harus secara berkala
mengadakan kunjungan ke pengusaha-pengusaha tersebut untuk
mempromosikan pelayanan-pelayanan yang tersedia dan untuk mendorong
pengusaha-pengusaha tersebut menginformasikan lowongan kerja yang
mereka miliki kepada LKM.
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Kontak secara berkala harus dijaga dengan:

§Badan koordinasi krisis dan institusi internasional;
§Proyek-proyek pembangunan besar;
§Pengusaha-pengusaha yang relevan di distrik yang bersangkutan;
§Departemen dan institusi pemerintah; dan
§Kantor pemerintahan lokal dan organisasi kemasyarakatan.

3.3.2 Proyek-Proyek Besar dan Institusi-Institusi
Internasional

Di mana ada proyek-proyek besar untuk konstruksi, pekerjaan
rehabilitasi, atau pekerjaan umum dalam skala besar lainnya yang sedang
dilaksanakan, para pejabat LKM harus mengatur kunjungan ke para kontraktor
yang melaksanakan proyek-proyek tersebut secepat mungkin untuk
mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan mereka dan kemudian menawarkan
bantuan untuk merekrut pekerja. Staf LKM akan perlu merundingkan metode
terbaik dalam mengatur proses perekrutan untuk  proyek-proyek tersebut
dengan pengusaha terkait.

Jika pengusaha mengalami kesulitan dalam merekrut pekerja dengan
keterampilan tertentu, rincian persyaratan pelatihan yang dibutuhkan harus
juga didapatkan sehingga kesempatan untuk memberikan pelatihan lokal guna
memenuhi kekurangan keterampilan dapat dibangun.  Harus  juga didiskusikan
kemungkinan untuk memberikan pelatihan tentang pekerjaan itu sendiri.

LKM dapat memberikan bantuan dengan:

§Menyediakan ide mengenai aktivitas atau program pada karya;
§Mengkoordinasi semua aktivitas perekrutan yang berhubungan

dengan pekerjaan tersebut atau suatu  kompenen yang spesifik;
§Melaksanakan pra-seleksi dan proses pemilihan bersama  para

pengusaha; dan
§Menghubungkan pencari kerja dengan pelatihan-pelatihan yang

dibutuhkan.
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Saat program ketenagakerjaan pasca-krisis dalam skala besar
direncanakan, manajer LKM harus berpartisipasi dalam perancangannya.  Dan
ketika proses perekrutan yang relevan diidentifikasi, sang manajer harus
menghubungi kantor pusat LKM untuk mendapatkan bantuan dalam
membangun strategi dan juga untuk mendiskusikan implikasi sumber daya
yang mungkin terjadi.

3.3.3 Melobi Penggunaan Teknologi Padat Karya

Salah satu aspek dari respon krisis ILO adalah untuk mempromosikan
kesempatan ketenagakerjaan melalui penggunaan teknologi konstruksi dan
metode berbasis tenaga kerja pada proyek-proyek rekonstruksi.

Para praktisi harus mengusahakan untuk menggunakan strategi ini pada
rekonstruksi dan pekerjaan perbaikan yang sesuai yang sedang berlangsung,
dan harus melobi bersama institusi-institusi yang mengkoordinasikan, para
donor dan kontraktor untuk mengadopsi pendekatan ini sedapat mungkin.
Idealnya, klausul-klausul preferensial perlu dimasukkan ke dalam dokumen-
dokumen tender untuk mendorong kontraktor memaksimalisasi penggunaan
strategi ini dan untuk mempekerjakan pekerja-pekerja lokal yang tersedia.
Para spesialis ILO siap membantu dalam proses ini.

Penggunaan metode berbasis-tenaga kerja tidak hanya membantu
menciptakan pekerjaan yang lebih bersifat lokal, tetapi juga dapat menghasilkan
penggunaan yang lebih besar terhadap material-material, peralatan dan
perlengkapan yang tersedia. Pendekatan-pendekatan ini turut meningkatkan
investasi pada komunitas lokal dan mengurangi ketergantungan pada
kontraktor asing dan barang serta peralatan impor.

Setelah berjalan stabil, metode berbasis-tenaga kerja ini dapat terus
digunakan sebagai komponen tetap dalam program investasi masyarakat yang
berulang untuk sektor-sektor konstruksi dan infrastruktur.7

7 ILO telah membangun Employment-Intensive Investment Programme (EIIP) dan Advisory
Support Information Services and Training Program (ASIST). Informasi lebih lanjut tentang
program-program ini tersedia pada: www.ilo.org/employment/eiip dan www.ilo.org/asist
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3.3.4 Pengusaha Sektor Swasta

Program kunjungan harus dirancang untuk menghubungi semua
pengusaha ‘skala besar’ secara berkala, sebagaimana juga tempat dan asosiasi
di mana dimungkinkan untuk mempertemukan pengusaha ‘skala kecil’ atau
perwakilan mereka.  Prioritas harus diberikan kepada pengusaha dengan
jumlah pekerja besar yang berkunjung ke kantor LKM.  Prioritas juga harus
diberikan kepada pengusaha-pengusaha baru yang baru saja mendirikan
perusahaan mereka.  Dalam kurun waktu yang lebih panjang, LKM harus
berusaha menghubungi semua pengusaha baru dalam waktu tiga bulan
semenjak keberadaan pengusaha tersebut diketahui. Selain itu, semua
pengusaha yang ada harus dihubungi setidaknya sekali setahun.

Panduan berikut akan berguna bagi pejabat LKM ketika mereka
melakukan kunjungan ke para pengusaha:

§Mencari tahu nama dan posisi dari orang yang bertanggung jawab
atas perekrutan dan membuat janji untuk bertemu dengan orang
tersebut;

§Membawa materi-materi yang menjelaskan layanan-layanan LKM;
§Tepat waktu, berbicara secara jelas, dan menggunakan bahasa yang

lugas;
§Mengindikasikan layanan-layanan mana saja yang dapat ditawarkan

oleh LKM untuk membantu pengusaha tersebut;
§Mendengarkan pertanyaan dan menjawab secara jelas dan jujur;
§Menghindari membuat janji yang tidak dapat dipenuhi oleh LKM;

dan
§Meninggalkan informasi kepada pengusaha, khususnya tentang

bagaimana dan di mana LKM dapat dihubungi.

3.3.5 Pelayanan Sipil dan Pengusaha di Sektor
Publik

Pengaturan perekrutan untuk pegawai negeri akan berbeda-beda di tiap
negara.  Dalam beberapa kasus, perekrutan diorganisasikan melalui institusi
pusat, di tempat lain, proses ini dapat melibatkan LKM.  Dalam beberapa
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kondisi pasca-krisis, sektor publik bisa berada pada posisi untuk merekrut
banyak staf, tetapi LKM harus tetap melakukan hubungan secara berkala
dengan Kementrian Pelayanan Sipil dan mendapatkan rincian tentang semua
lowongan terbaru dan kampanye perekrutan sehingga LKM dapat
menyediakan informasi kepada para pencari kerja tentang kesempatan menjadi
pegawai negeri. LKM juga harus senantiasa terlibat, dan jika bisa turut
berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mengenai reformasi jasa pelayanan
pemerintah yang seringkali diadakan dalam konteks pasca-krisis.

3.3.6 Lowongan

Ketika para pengusaha memiliki lowongan, informasi tertulis yang detil
mengenai persyaratan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut harus
dipenuhi sehingga LKM dapat memiliki informasi mengenai seluruh
persyaratan yang diberikan oleh para pengusaha sehubungan dengan
kualifikasi, keterampilan dan pengalaman.  Formulir lowongan, yang digunakan
untuk tujuan ini, dan panduan untuk mengisi formulir tersebut tersedia di
Lampiran 3.  Ketika para pengusaha menginformasikan lowongan kerja yang
ada kepada LKM, pengusaha tersebut dapat mencari pelamar yang sesuai
dengan cara mencocokkan detil informasi personal pencari kerja dengan
persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan.  Garis besar dari langkah-langkah
yang dibutuhkan dalam mencocokkan lowongan dan mereferensikan pelamar
yang sesuai kepada para pengusaha juga tercakup dalam Lampiran 3.

3.4 Kodifikasi Industri dan Pekerjaan

3.4.1 International Standard Classification of
Occupations (ISCO)

Saat formulir pendaftaran pencari kerja telah diisi dengan lengkap,
keputusan harus dibuat berdasarkan tipe pekerjaan yang dicari sang pencari
kerja tersebut, dan pekerjaan yang sesuai serta kode pekerjaan harus ditulis di
formulir pendaftaran.
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Jika tidak tersedia sistem nasional untuk klasifikasi pekerjaan, sistem
klasifikasi pekerjaan ISCO menyediakan cara untuk mengklasifikasi pekerjaan
ke dalam 390 kelompok pekerjaan berbeda berdasarkan tugas dan tanggung
jawab yang akan dilakukan pada pekerjaan tersebut.  Kelompok-kelompok
ini kemudian akan dikelompokkan lagi ke dalam kelompok-kelompok yang
terdefinisikan secara tepat dan juga digabungkan ke dalam bentuk yang lebih
menyeluruh sesuai dengan kebutuhan; misalnya, kelompok atau ‘pekerjaan’
mungkin akan perlu lebih dispesifikasi untuk penempatan di pekerjaan-
pekerjaan tertentu yang lebih sesuai guna membatasi jumlah kategori yang
diberikan ketika melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengecekan harus dilakukan dengan BPS sehubungan dengan sistem
pengkodean pekerjaan yang diajukan untuk digunakan.  Dengan mencapai
kesepakatan atas pertanyaan ini, laporan dan aktivitas LKM akan lebih mudah
dibandingkan dengan statistik yang telah disiapkan oleh BPS dan organisasi-
organisasi lainnya.  Pada awalnya, versi sistem pengkodean yang lebih
sederhana dapat dipergunakan, tetapi persyaratan harus dibuat dalam
merancang pangkalan data agar sistem pengkodean yang lebih lanjut dapat
diterapkan di waktu yang akan datang.

Klasifikasi pekerjaan berguna dalam mencocokkan pencari kerja dengan
lowongan pekerjaan karena tahap awal dari proses pemasangan ini dapat
dilakukan dengan cara membandingkan kode pekerjaan pada lowongan
dengan formulir pendaftaran pencari kerja yang memiliki kode pekerjaan yang
mirip atau sama.  Penelitian yang lebih detil ini dapat menunjukkan bahwa
tidak ada kandidat yang sesuai, namun di lain pihak dapat juga mengidentifikasi
beberapa yang sesuai untuk direferensikan.

3.4.2 Kode Industri

Ketika LKM menghubungi atau mengadakan kunjungan ke para
pengusaha, mereka akan mendapatkan detil mendasar dari para pengusaha
tersebut, termasuk juga aktivitas bisnis utama mereka.  Penting untuk
mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai aktivitas bisnis ini, karena hal
tersebut akan digunakan untuk mengkodekan di jenis industri apakah para
pengusaha tersebut beroperasi.  Kode industri dapat dimasukkan pada catatan
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pengusaha dan ditulis pada formulir lowongan untuk pengusaha tersebut.

‘Industri’ dari suatu tempat kerja ditentukan dari tipe produk, yaitu
barang-barang dan jasa yang diberikan atau fungsi dari tempat kerja.  Masing-
masing pengusaha dapat dikodekan menggunakan versi yang diadaptasi dan
disederhanakan dari sistem Standar Internasional untuk Klasifikasi Industri
(SIKI); setelah mengecek dengan BPS tentang sistem pengkodean yang sesuai
untuk dipergunakan.  Informasi lebih lanjut dan detil mengenai sistem
pelaporan dan pencatatan tersedia di Lampiran 4.

3.5 Informasi Pasar Kerja (IPK)

Pelayanan Ketenagakerjaan Masyarakat dapat menyusun IPK yang
bermanfaat sebagai bagian dari operasi mereka.  Apabila Departemen Tenaga
Kerja atau BPS telah melakukan pekerjaan ini, peran LKM dapat dibatasi
pada tugas-tugas tertentu untuk tujuan-tujuan khusus saja (seperti
mengidentifikasi permintaan potensial untuk kesempatan membangun usaha
kecil di daerah).  Dalam situasi lainnya, LKM dapat memiliki tujuan yang
lebih luas untuk membangun pangkalan data tentang IPK yang dapat
menyediakan informasi tentang kecenderungan industri lokal dan sektor
pertumbuhan, profil keterampilan para pencari kerja, kebutuhan akan
keterampilan dan kesempatan pembangunan usaha kecil.

Peran LKM dapat meliputi:

§Menciptakan pasar kerja yang sesuai dengan statistik dari transaksi
pelayanan ketenagakerjaannya sendiri;8

§Memperkenalkan dan mengkoordinasi pengkajian yang cepat
mengenai pasar kerja untuk menentukan kebutuhan keterampilan
dan permintaan pasar; dan

§Membangun pangkalan data pasar kerja untuk menyediakan profil
keterampilan  para pencari kerja dan informasi mengenai sektor
yang banyak membutuhkan pekerja dan yang tumbuh pesat.

8 Lihat, sebagai contoh, ILO/EASMAT: Labour Statistics based on administrative records: Guidelines
on compilation and presentation (Bangkok 1997)
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Penting untuk diingat bahwa tanggung jawab utama dari survei dan
pengumpulan data pasar kerja biasanya berada di tangan BPS, dan LKM
harus menghubungi dan menjalin kerjasama dengan kantor tersebut dalam
aktivitas pengumpulan data apapun.  Informasi lebih lanjut dan detil mengenai
sistem pelaporan dan pencatatan dapat dilihat di Lampiran 5.

3.5.1 Membangun Pangkalan Data Informasi Pasar
kerja

§Ketika LKM berniat membangun pangkalan data pasar kerja,
penting untuk memastikan bahwa salah satu staf di PLK juga
merupakan seorang spesialis pasar kerja.  Kontraktor lokal dapat
juga dibutuhkan untuk merancang dan membuat piranti lunak
untuk pangkalan data tersebut.

Informasi yang lebih detil tentang panduan dan persyaratan dalam
membangun pangkalan data tentang IPK tercakup dalam Lampiran 6.

3.6 Memenuhi Kebutuhan Pencari Kerja
dalam Kategori-Kategori Khusus

Salah satu tujuan dari LKM adalah menyediakan bantuan ketenagakerjaan
kepada kelompok-kelompok khusus.  Bantuan ini dapat mencakup
penyuluhan, referensi pelatihan, dan menghubungkannya dengan layanan-
layanan yang relevan lainnya.  Berikut ini adalah beberapa contoh dari jenis
pelayanan yang dapat disediakan untuk kelompok-kelompok tersebut:

3.6.1 Pengungsi Lokal

LKM dapat:

§Bekerjasama dengan institusi-institusi lainnya dan membangun
pengaturan pendaftaran pencari kerja yang cepat untuk pengungsi
lokal;
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§Membangun profil keterampilan para pengangguran untuk
memastikan respon dan alokasi orang-orang ke lowongan-
lowongan pekerjaan saat ada permintaan untuk keterampilan
tertentu dengan cepat;

§Menggunakan paket bantuan relokasi yang tersedia sehingga
pekerja dan keluarganya dapat kembali ke komunitas lokal mereka;

§Membangun jaringan dengan organisasi lokal yang relevan untuk
mendoron respon kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan
pengungsi yang kembali ke tempat asal; dan

§Menggunakan strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) untuk
mengidentifikasi daerah mana saja yang mungkin berkembang dan
membutuhkan pekerja.

3.6.2 Perempuan

LKM dapat:
§Mempromosikan kesetaraan jender dan mendorong

dihilangkannya stereotip jender dalam hubungannya terhadap
ketenagakerjaan, pekerjaan dan kesempatan pelatihan untuk
perempuan;

§Menyiapkan dan mendorong institusi relevan lainnya untuk
menyiapkan disagregasi jender dan data pasar kerja yang relevan-
jender untuk menonjolkan ketimpangan jender dan isu-isu terkait
lainnya;9

§Menyediakan perempuan akses yang lebih baik ke informasi
mengenai kesejahteraan dan pelayanan ketenagakerjaan, hak-hak
legal mereka, serta kesempatan kerja dan pelatihan;

§Mengembangkan penanganan yang spesifik untuk membantu
perempuan-perempuan yang dirugikan, seperti para perempuan
yang mengepalai rumah tangga, mengalami trauma psikologis,
perempuan-perempuan muda dan mereka yang berasal dari
kelompok minoritas;

§Mengidentifikasikan institusi-institusi pemerintah dan non-

9 Lihat sebagai contoh Mata-Greenwood, A.: Incorporating gender issues in labour statistics,
Working paper (Jenewa, ILO 1997)
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pemerintah yang menyediakan kursus dan bantuan, terutama
untuk perempuan berkenaan dengan reintegrasi dan penempatan
ulang;

§Melaksanakan sesi peningkatan kesadaran untuk staf LKM
berkaitan dengan tantangan spesifik yang dihadapi perempuan,
termasuk kesempatan ketenagakerjaan yang setara, hak asasi
manusia, dan kekerasan terhadap perempuan;

§Memastikan bahwa staf LKM terlatih untuk mengidentifikasi
klien-klien perempuan yang membutuhkan bantuan psikososial
dan mengarahkan mereka kepada layanan-layanan yang sesuai;

§Menyusun dan mengelola daftar penyedia pelayanan lokal yang
menawarkan program-program untuk perempuan di area
pembangunan usaha kecil, pelatihan keterampilan praktis dan
pendidikan; dan

§Memastikan terdapatnya keseimbangan antara jumlah staf
perempuan dan laki-laki di LKM.

3.6.3 Pencari Kerja dengan Kekurangan Fisik

Individu-individu dengan kekurangan fisik, baik perempuan dan laki-
laki, adalah kelompok sasaran yang penting. Jumlah mereka berkisar antara
5-15 persen dari seluruh populasi.  Pelayanan LKM harus mudah diakses
oleh para pencari kerja dengan kekurangan fisik ini, bekerja sama dengan
pelayanan-pelayanan khusus yang biasanya tersedia di institusi rehabilitasi
umum dan LSM-LSM, juga penting untuk mengambil pendekatan positif
dengan penekanan pada bagaimana caranya para penyandang cacat tersebut
menjadi produktif.10

LKM dapat:

§Membangun pengaturan pekerjaan dengan institusi-institusi
rehabilitasi, LSM-LSM dan organisasi-organisasi yang mewakili
individu-individu dengan kekurangan fisik;

§Mempromosikan kesempatan setara dan praktek-praktek non-
diskriminatif;

10 Lihat ILO: Code of practice on managing disability in the workplace (Jenewa, 2003), juga lihat
http://www.ilo.org/public/english/emplyment/skills/disability/policy_c.htm
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§Memastikan bahwa staf LKM terlatih untuk menyediakan layanan-
layanan kepada pencari kerja dengan kekurangan fisik, dengan
memberi perhatian khusus terhadap perbedaan jender dan mampu
bekerja bersama dengan spesialis rehabilitasi;

§Memfasilitasi staf LKM dalam kerjasamanya dengan institusi-
institusi rehabilitasi, LSM-LSM dan/atau staf dengan kekurangan
fisik sembari membantu individu-individu dengan kekurangan fisik
tersebut;

§Menyediakan pengkajian dan panduan kejuruan serta pelayanan
penyuluhan kepada para pencari kerja dengan kekurangan fisik
dan mereferensikan mereka, apabila diminta, kepada program
pelatihan keterampilan kejuruan, baik negeri maupun swasta;

§Mendorong staf LKM mempromosikan kesempatan setara dan
non-diskriminatif bagi para pencari kerja dengan kekurangan fisik,
dengan meminta pengusaha mempertimbangkan untuk
memberikan mereka pelatihan kerja atau masa percobaan kerja.  Hal
ini akan memberikan pengusaha tersebut kesempatan menilai
kemampuan dan kapasitas pencari kerja tersebut.  Cara ini juga
memberikan pencari kerja tersebut pengalaman kerja yang berharga;

§Menggunakan subsidi upah manapun, uang saku untuk pelatihan,
pemotongan pajak, atau insentif-insentif lainnya yang mungkin
tersedia untuk mempromosikan ketenagakerjaan dari individu-
individu dengan kekurangan fisik;

§Mempromosikan kondisi kerja yang memadai, aman, mudah
diakses dan sehat untuk individu-individu penyandang cacat;

§Membantu penyusunan dan pengaturan ketenagakerjaan dengan
dukungan para pengusaha, bekerja sama dengan institusi-institusi
rehabilitasi dan LSM-LSM;

§Mempromosikan kesempatan wirausaha dan pelatihan untuk
individu-individu dengan kekurangan fisik, demikian pula dengan
pembangunan kerjasama antara pekerja-pekerja dengan
kekurangan fisik; dan

§Mendukung pengaturan transisional untuk individu-individu yang
berpindah dari status bekerja di tempat kerja khusus ke
ketenagakerjaan penuh.



70

3.6.4 Pemuda dan Anak-anak Putus Sekolah

Jumlah kaum muda yang menganggur mewakili jumlah terbesar di antara
para pencari kerja dan LKM dapat membangun program khusus untuk hal
ini.

LKM dapat:

§Menyediakan para perempuan dan laki-laki muda ini dengan
pelayanan referensi dan pendaftaran serta akses ke panduan
kejuruan khusus dan penyuluhan;

§Melaksanakan lokakarya dan sesi informasi kelompok untuk
pemuda mengenai pilihan kerja, kesempatan pelatihan
keterampilan, teknik mencari kerja dan bantuan lain yang
disediakan oleh LKM, dengan memperhatikan isu-isu jender;

§Mendorong kamu muda belajar lebih lama, baik di institusi
pendidikan maupun pelatihan, termasuk melalui hubungan dengan
keluarga mereka;

§Membantu kaum muda belajar mengenai pentingnya keterampilan
ketenagakerjaan umum, termasuk keterampilan berkomunikasi,
manajemen pribadi (seperti sikap positif terhadap pekerjaan) dan
keahlian kerja kelompok;

§Merancang dan membangun program khusus, termasuk pelatihan
kerja, untuk membantu perempuan dan laki-laki muda
mendapatkan pekerjaan.  Dalam kondisi di mana perempuan-
perempuan muda dirugikan, menyusun penanganan yang spesifik-
perempuan;

§Menggunakan subsidi upah, uang saku pelatihan dan insentif-
insentif lainnya untuk mendorong para pengusaha merekrut
orang-orang muda;

§Membangun program khusus untuk orang-orang muda yang tidak
pernah bersekolah atau putus sekolah untuk memberikan mereka
informasi tentang pekerjaan, ketenagakerjaan dan kesempatan
pelatihan serta panduan mengenai bagaimana cara mereka
mendapatkan akses ke kesempatan-kesempatan tersebut;

§Menyediakan saran mengenai permintaan terhadap dan
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keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu;
§Membantu dalam mengorganisasi hari informasi karir di sekolah-

sekolah, bursa-bursa kerja, klub-klub kepemudaan dan lain-lain,
untuk memastikan para pemuda putus sekolah tetap mendapatkan
informasi yang baik mengenai pasar kerja dan memiliki
kemampuan untuk membuat keputusan mengenai karir mereka
di masa depan;

§Mempertimbangkan untuk mengalokasikan salah satu pejabat
LKM sebagai penasihat ‘pemuda dan orang-orang putus sekolah’.
Pelatihan khusus, termasuk mengenai isu jender, harus disediakan
untuk pejabat ini apabila dibutuhkan;

§Mendorong kewirausahaan dengan menyediakan dukungan dalam
mendapatkan akses ke modal yang sesuai, pelatihan keterampilan
usaha, dukungan pengembangan usaha, pembuatan jaringan
dukungan, penyuluhan usaha dan dukungan mentor;

§Mempromosikan kesempatan kewirausahaan dan pelatihan untuk
individu-individu atau kelompok-kelompok pemuda dan
mereferensikan mereka kepada organisasi-organisasi yang bekerja
dalam bidang pengembangan usaha kecil; dan

§Mengumpulkan IPK dari para pengusaha mengenai pola karir,
kualifikasi, dan pelatihan yang lebih lanjut yang dibutuhkan untuk
proses penyuluhan.

3.6.5 Prajurit yang Cacat karena Perang dan
Mantan Tentara Lain

LKM dapat:

§Berpartisipasi dalam pelatihan/lokakarya ‘kehidupan sipil’ pra-
purnawira;

§Menyediakan masukan informasi dan brosur-brosur mengenai
ketenagakerjaan dan komponen-komponen pelatihan dari paket
purnawira;

§Menyediakan pelayanan pendaftaran dan referensi untuk mantan
tentara yang menganggur, termasuk mereka yang cacat karena
perang;
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§Membangun hubungan dengan institusi-institusi pemberi referensi
dan jaringan dukungan kesejahteraan untuk membantu mantan
tentara kembali ke komunitas lokal mereka;

§Memberikan saran kepada mantan tentara yang “memenuhi
persyaratan” mengenai program-program khusus yang
menawarkan bantuan pendanaan dan membantu mereka
mengembangkan proposal untuk bantuan;

§Menyediakan informasi dan referensi terhadap program-program
khusus untuk rehabilitasi, pelatihan keterampilan dan
ketenagakerjaan bagi mantan tentara yang menderita cacat perang
dan, bekerja sama dengan institusi-institusi lainnya,
mengembangkan metode untuk memenuhi kebutuhan khusus
mereka;

§Memastikan bahwa staf LKM terlatih untuk mengidentifikasi
klien-klien yang mebutuhkan bantuan psikososial dan
mereferensikan mereka ke pelayanan yang sesuai;

§Melaksanakan sesi peningkatan kesadaran untuk staf mengenai
isu-isu khusus yang dihadapi oleh mantan tentara, termasuk
kesempatan ketenagakerjaan yang setara, hak asasi manusia dan
isu jender;

§Membangun dan mengelola daftar penyedia pelayanan lokal dalam
bidang pengembangan bisnis kecil, pelatihan keterampilan
kejuruan dan pendidikan;

§Membantu kemungkinan kredit mikro dan mengidentifikasi mitra
potensial untuk mendukung inisiatif pengembangan bisnis kecil;

§Menyediakan informasi mengenai pilihan sehubungan dengan
ketenagakerjaan, termasuk pelatihan keterampilan dan wirausaha;

§Bekerja sama dengan institusi-institusi lainnya, mengembangkan
metode untuk memenuhi kebutuhan khusus dari anak-anak
prajurit dalam hubungannya dengan pendidikan, pelatihan dan
ketenagakerjaan; dan

§Mengembangkan dan mengimplementaikan prosedur pengawasan
berkelanjutan dan pelaporan mengenai hasil dari mantan tentara.
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3.6.6 Pekerja Lanjut Usia

Pekerja dengan usia yang lanjut juga penting dalam kelompok sasaran
dalam situasi krisis dan dapat mencapai angka 10-30 persen dari pengungsi
dalam situasi konflik. Orang-orang yang lebih tua, terutama perempuan,
memberikan kontribusi yang substantif kepada komunitas dan masyarakat
dalam keadaan pasca-krisis, termasuk perawatan anak-anak dan anggota
keluarga yang cacat atau ketidakberadaan orang dewasa lain.

LKM dapat:

§Memastikan bahwa data dikumpulkan secara baik dan dipisahkan
berdasarkan jenis kelamin dan umur, termasuk mereka yang
berumur 60 tahun ke atas;

§Menyediakan penyuluhan kejuruan dan kajian kebutuhan,
membantu persiapan pelamaran dan wawancara kerja;

§Menggunakan sesi pelatihan kelompok kecil untuk mendorong
dan mengembangkan dukungan dan motivasi timbal balik;

§Mengenali pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang-
orang usia lanjut dari situasi bencana dan krisis sebelumnya;

§Mengakui peran mereka dalam melestarikan budaya dan identitas
sosial dari komunitas dalam krisis (terutama penting dalam
komunitas buatan seperti penampungan pengungsi);

§Mendorong tingkah laku para pengusaha yang lebih positif saat
mempekerjakan pengangguran usia lebih lanjut, dengan mengakui
pengalaman dan pelatihan mereka sebelumnya;

§Menyediakan penyuluhan dan dukungan pasca penempatan; dan
§HelpAge International telah menghasilkan penelitian substantif dan

panduan mengenai topik tersebut yang dapat ditemukan pada situs
mereka: www.helpage.org11.

11 Tulisan mencakup Older people in disasters and humanitarian crises: Guidelines for best practice
(2000)-Berdasarkan pada penelitian HelpAge International dengan cakupan luas di Asia, Afrika
Eropa dan Amerika, untuk membantu institusi memenuhi kebutuhan khusus dari orang-orang
usia lanjut selama dan setelah keadaan pasca-krisis; dan Keadaan pasca-krisis dan penuaan:
Tulisan posisi-Menyimpulkan sasaran HelpAge, isi dan kegiatan.
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3.7 Akses ke Layanan

Sejalan dengan makin dikenalnya operasi LKM, akan meningkat pula
harapan bahwa pelayanan LKM dapat tersedia untuk seluruh pencari kerja
dan karyawan. Walaupun PLK dikembangkan untuk menawarkan bantuan
khusus kelompok sasaran yang terpilih saja, kritik bahwa dengan demikian
berarti PLK membatasi pelayanannya tetap mungkin muncul ke permukaan.
Usaha-usaha spesifik harus dilaksanakan untuk memastikan akses yang setara
ke LKM baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan tujuan LKM harus
selalu berbentuk program-program dan pelayanan-pelayanan yang ditawarkan
kepada kelompok sasaran yang terpilih di fase awal atau fase pasca-krisis, dan
di kemudian hari akan tersedia untuk kelompok yang lebih luas setelah fase
awal diselesaikan. Ini juga dapat menjadi argumen yang kuat untuk
memperlebar pelayanan LKM.

3.8 Pengelolaan Tenaga Kerja Khusus dan
Metode Pelatihan

LKM dapat juga terlibat dalam penanganan dan administrasi program-
program khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok
tertentu. Program-program ini dapat diperkenalkan oleh pemerintah atau
dikembangkan sebagai bagian dari proyek bantuan donor, dan dapat berupa
program jangka pendek maupun panjang.

LKM dapat memainkan peranan yang penting dalam merancang dan
menargetkan program-program ini sebagaimana yang telah dilaksanakan, dan
penting bahwa Departemen Tenaga Kerja memasukkan rancangan program-
program seperti itu. Tidak tergantung apakah program tersebut merupakan
inisiatif jangka pendek ataupun panjang, peran LKM dapat mencakup
penilaian klien yang memenuhi syarat untuk program tersebut, merujukkan
dan menempatkannya dalam program, dan menyelenggarakan adiministrasi
selama program berlangsung. Detil mengenai tipe-tipe program khusus yang
berbeda dan metode pelatihan di mana LKM dapat terlibat dapat dilihat di
Lampiran 7.
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3.9 Publikasi

Penting bagi LKM untuk menyediakan publikasi mengenai layanan-
layanan yang ditawarkannya sehingga para pencari kerja dan para pengusaha,
termasuk PBB dan lembaga lain yang terlibat dalam program penanganan
krisis, terdorong menggunakan layanan ini. Walaupun demikian, LKM juga
harus memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan harapan yang tidak
realistis mengenai apa yang dikerjakan PLK untuk mereka.

Beberapa pesan penting adalah:

§Publikasi yang tersebar luas harus disediakan pada pelayanan yang
tersedia melalui PLK dan bagaimana proses perekrutan dengan
skala besar dilaksanakan. Seperangkat wawancara radio,
pengumuman dan iklan surat kabar dapat digunakan untuk
menyebarkan informasi;

§Karena perempuan cenderung tidak memiliki wakil dalam lembaga
perwakilan lokal, komunitas desa dan lokasi publik, penting untuk
menggunakan metode khusus yang menjamin bahwa baik
perempuan maupun laki-laki mengetahui keberadaan LKM di
daerah sasaran;

§Pencari kerja perlu memahami bahwa LKM sendiri tidak
menciptakan lapangan kerja, tapi LKM bekerja sama dengan para
pengusaha di sektor publik dan swasta untuk membantu mereka
merekrut pekerja dengan menggunakan proses seleksi yang adil
dan transparan. Bahkan bagi para pencari kerja yang mendaftar
ke PLK, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan
pekerjaan; dan

§Karena terbatasnya pertumbuhan lowongan pekerjaan di sektor
publik dan swasta, banyak pencari kerja tidak akan mampu bekerja
sesuai dengan profesi yang mereka inginkan atau di daerah yang
mereka sukai dan perlu mempertimbangkan alternatif lain,
termasuk wirausaha atau memulai perusahaan kecil atau skala
mikro.
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LKM harus menyediakan pelayanan yang secara langsung berkaitan
dengan kondisi pasca-krisis. LKM ini haruslah layak, dilaksanakan dengan
baik dan didukung oleh semua pemain utama dalam penanganan krisis
tersebut, termasuk PBB dan badan-badan internasional lainnya, sebagai pusat
perekrutan dan referensi untuk kegiatan terkait lainnya seperti pelatihan, dan
jika mungkin, juga penetapan upah dan kondisi ketenagakerjaan.

Lebih jauh, pengalaman menunjukkan bahwa di tempat-tempat di mana
PLK sebagai proyek percontohan dibangun dengan basis jangka pendek di
bawah Departemen Tenaga Kerja, meskipun pada awalnya usaha mereka
tampak menjanjikan, PLK tersebut akan sulit berhasil kecuali ia memperoleh
dukungan teknis dan finansial yang berkesinambungan.  Sangatlah penting
untuk mengembangkan suatu strategi yang jelas dengan Departemen Tenaga
Kerja, yang memastikan keikutsertaannya secara penuh dan komitmennya
dari awal sampai akhirnya memegang tanggung jawab penuh atas kinerja dan
biaya pengoperasian PLK setelah periode pendanaan proyek awal selesai.

4.1 Menetapkan Tujuan

LKM harus mengembangkan tujuan-tujuan yang jelas sehubungan
dengan penanganan cepat maupun penanganan jangka menengah dalam
merespon krisis.  Hal-hal ini harus didasarkan pada pengkajian kebutuhan-
kebutuhan yang telah dilaksanakan dan harus juga mempertimbangkan respon
yang lebih luas yang dikembangkan oleh pemerintah dan badan-badan
internasional dalam menghadapi krisis. Dalam beberapa kasus, peran LKM
pasca-krisis ini dapat meliputi pengubahan kegiatan dan peran badan-badan
LKM  yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan kebutuhan baru yang

4. Memb4. Memb4. Memb4. Memb4. Membangunangunangunangunangun
LKM pLKM pLKM pLKM pLKM pascascascascasca-krisisa-krisisa-krisisa-krisisa-krisis
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ada. Dalam kasus lain, peran LKM pasca-krisis bisa jadi dengan
mengembangkan badan baru yang pada awalnya hanya beroperasi sebagai
proyek percontohan, tapi memiliki kemampuan untuk dikembangkan di daerah
manapun di negara bersangkutan jika sekiranya dibutuhkan dan sumber daya
yang ada mencukupi.  Apapun situasinya, proposal pendirian LKM pasca-
krisis haruslah disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja, atau otoritas nasional
serupa, dan LKM tersebut haruslah mendapatkan persetujuan pada tingkat
staf dan dukungan yang ia perlukan untuk memastikan proposal tersebut
dapat berjalan baik.

Tujuan utama LKM pasca-krisis harus mencakup:

§Tersedianya bantuan yang spesifik untuk kelompok-kelompok
yang membutuhkan bantuan khusus, terutama perempuan, kaum
muda, penyandang cacat, dan orang-orang dari kelompok
minoritas;

§Terciptanya hubungan dengan badan-badan terkait, dan
terbangunnya jaringan komunitas setempat;

§Konsultasi dan hubungan dengan organisasi-organisasi pekerja
dan perusahaan;

§ Sistem pendaftaran pencari kerja yang sistematis—dapat terkait
dengan kegiatan perekrutan pada waktu-waktu sebelumnya;

§Kontak langsung (melalui program kunjungan) dengan para
pengusaha dan kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek-
proyek besar, untuk membantu mereka dengan rancangan
program (mendesak diadakannya pekerjaan berbasis pekerja), dan
persyaratan perekrutan;

§Pengumpulan/kompilasi IPK dasar untuk mengidentifikasi secara
cepat kebutuhan keterampilan, daerah-daerah yang cepat
berkembang, kebutuhan pelatihan, dll.;

§Terciptanya keterkaitan dengan insitusi pemberi pelatihan agar
dapat memberikan kesempatan pelatihan kepada pencari kerja,
termasuk pilihan-pilihan pekerjaan; dan

§Pelayanan informasi dan pemberian saran untuk membantu para
pencari kerja dan para pengusaha berkaitan dengan alternatif
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ketenagakerjaan, pengembangan usaha kecil dan pilihan
pemenuhan kebutuhan hidup yang berkesinambungan.

4.2 Menelaah Lokasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap pengkajian kebutuhan,
dan dari konsultasi dengan para pejabat Departemen Tenaga Kerja, suatu
keputusan harus diambil berkaitan dengan apakah lokasi-lokasi LKM yang
sudah ada dapat dipakai sebagai bagian dari strategi penanganan pasca-krisis,
atau haruskah membuka sebuah kantor baru yang terpisah untuk
melaksanakan pendekatan baru ini. Jika ada perubahan-perubahan besar yang
terlibat, mungkin akan lebih baik jika pelaksanaan strategi pelaksanaan LKM
yang diajukan ini dilakukan menggunakan kantor proyek percontohan untuk
menguji pendekatan baru ini dan mencapai hasil secara cepat.  Fase lanjutan
dapat dikembangkan begitu kantor percontohan tersebut sudah bekerja efisien
dan sudah ada sumber daya yang dapat dipakai untuk melakukan perluasan
kegiatan.

Dalam beberapa situasi krisis, mungkin sama sekali tidak ada pelayanan
ketenagakerjaan yang beroperasi.  Untuk kasus-kasus seperti ini, dibutuhkan
diskusi awal dan komitmen dari otoritas setempat (dan/atau otoritas pasca-
krisis) terkait, selain Departemen Tenaga Kerja, untuk memperkenalkan
penanganan ketenagakerjaan pasca-krisis ini.

Bahkan dalam situasi di mana jaringan kantor ini sudah ada, masih tetap
banyak sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan para
staf di kantor-kantor tersebut telah terlatih secara benar agar mereka dapat
memberikan pelayanan yang diperlukan dalam situasi krisis.  Kantor-kantor
ini juga akan membutuhkan peralatan dan dukungan yang diperlukan agar
dapat memberikan respon secara efektif.  Pendekatan implementasi yang
begitu meluas akan membutuhkan tahap perencanaan dan persiapan yang
matang.  Akan diperlukan juga pembangunan kapasitas, dukungan
infrastruktur dan pendanaan, serta koordinasi yang kuat dengan Departemen
Tenaga Kerja, yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas operasional
LKM.
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Dampak yang cepat akan lebih mudah dicapai dan juga memerlukan
dana yang lebih sedikit jika kantor proyek percontohan yang dipakai seperti
dijelaskan di atas.  Pendekatan ini juga akan bisa mencapai keberhasilan yang
signifikan dalam menangani kelompok sasaran tertentu atau lokasi-lokasi
tertentu.  Hal ini tentunya akan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk
memperluas pendekatan model percontohan yang sukses.  Dalam Lampiran
8 dapat dilihat rangkuman persyaratan minimum untuk membangun sebuah
proyek percontohan PLK.

4.3 Struktur, Fungsi dan Staf Kantor

Unit-unit PLK dapat ditempatkan di beberapa kabupaten dan tersebar
di suatu negara.  Biasanya mereka bertanggung jawab kepada Badan
Ketenagakerjaan Nasional (BKN), yang bisa jadi merupakan suatu bagian di
Departemen Tenaga Kerja. BKN bertanggung jawab secara keseluruhan atas
operasional LKM, termasuk:

§Menangani kebijakan dan masalah legal untuk LKM; serta
§Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan.

Suatu LKM pasca-krisis seringkali dimulai dengan pembentukan sebuah
kantor proyek percontohan yang kecil dengan tujuan dan kelompok target
yang spesifik. Ukuran dan ruang lingkup penanganan LKM akan ditentukan
oleh sumber daya yang tersedia namun setidaknya 5–10 orang staf akan
diperlukan untuk memastikan berjalannya operasional kantor tersebut.
Banyaknya staf yang tersedia akan turut menentukan kapasitas LKM dalam
mengimplementasikan tujuan-tujuannya.  Jika dimungkinkan, staf yang
direkrut haruslah sudah memiliki pengalaman, keterampilan dan keahlian yang
relevan dengan kegiatan ketenagakerjaan agar dapat dicapai dampak yang
maksimum.  Meskipun semua staf yang bekerja diharapkan memiliki berbagai
keterampilan dan dapat menjalankan berbagai jenis pekerjaan di LKM, masih
ada ruang untuk merekrut beberapa spesialis yang ahli dalam hal-hal tertentu,
tergantung pada operasional LKM yang diajukan.
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4.4  Fungsi Pusat Layanan
Ketenagakerjaan (PLK)

Pejabat ketenagakerjaan yang bekerja di PLK akan mempunyai banyak
tugas untuk dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di Bagian 3, dan banyak
dari kerja mereka merupakan pekerjaan di mana mereka harus terlibat langsung
dengan orang. Tidak seperti posisi layanan pemerintah lain yang terpusat
pada pekerjaan di kantor dan proses administrasi yang kaku, posisi-posisi di
PLK akan memerlukan orang-orang yang aktif, antusias, fleksibel, berorientasi
pada pelayanan dan klien, serta selalu berusaha mencapai hasil yang diinginkan.

Akan sangat penting untuk merekrut orang-orang dengan keterampilan
yang sesuai untuk bekerja di PLK, dan juga perlu diperhatikan keseimbangan
jender ketika memilih staf.12  Deskripsi pekerjaan dan kriteria seleksi juga perlu
dipergunakan untuk membantu memilih orang-orang yang tepat untuk bekerja
di PLK.

Contoh deskripsi tugas dan kriteria seleksi untuk posisi-posisi penting
di PLK pasca-krisis dapat dilihat di Lampiran 9.

4.5 Program Pengenalan dan Pelatihan
untuk Staf

Staf yang terpilih untuk bekerja di PLK pasca-krisis perlu diberikan
program pengenalan yang sesuai mengenai jalannya dan operasional LKM
pasca-krisis.

Bahkan untuk para staf yang pernah bekerja di suatu PLK sebelumnya,
mereka tetap perlu mengerti bahwa tugas utama PLK pasca-krisis adalah
memberikan layanan yang cepat dan efisien untuk beragam jenis klien.  Tidak
seperti pengalaman kerja mereka sebelumnya, penekanan akan lebih pada
memberikan layanan kepada berbagai kelompok klien yang berbeda-beda,

12 Perlu diperhatikan juga kebiasaan dan adat istiadat lokal serta situasi keaamanan jika dianggap
penting, setidaknya pada tahap percontohan.
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dan memperoleh hasil terbaik dengan penundaan waktu seminimal mungkin
serta tanpa mementingkan proses birokrasi yang berbelit-belit.

Sebelum kantor dibuka, semua staf harus menjalani pelatihan awal tentang
tujuan dan operasional LKM dan juga tentang komitmen khusus yang
diperlukan.  Saran-saran untuk program ini dapat dilihat di Lampiran 10.

4.6 Pendanaan Operasi LKM

Di tempat-tempat LKM telah beroperasi, pendanaan biaya
operasionalnya biasanya datang dari anggaran Departemen Tenaga Kerja.
Namun, seringkali anggaran dari departemen suatu pemerintahanan sangat
rendah, dan dalam konteks krisis, gaji para pegawai sipil pun biasanya agak
menyedihkan. Lokasi, peralatan dan sumber daya yang tersedia untuk LKM
juga biasanya jauh dari memadai.  Dalam situasi seperti ini, akan sangat sulit
memulai pelaksanaan LKM kecuali ada dukungan teknis dan anggaran dari
pihak eksternal.

Proposal proyek perlu dirancang dengan penekanan yang jelas pada
kelompok-kelompok yang menanggung dampak paling buruk.  Proposal juga
perlu didukung oleh PBB dan badan-badan koordinasi lainnya, agar dapat
menarik dukungan donor internasional.  Proposal ini haruslah mencakup:

§Pelayanan LKM yang menargetkan pemberian bantuan kepada
kelompok-kelompok prioritas tinggi dan yang mendapatkan
dampak terburuk (misalnya, pengungsi lokal, mantan tentara,
perempuan);

§Kegiatan LKM yang akan meningkatkan akses untuk mendapatkan
pekerjaan kembali dan yang menyediakan informasi dan referensi
mengenai kesempatan wirausaha serta pengembangan usaha kecil;

§Kegiatan LKM yang merupakan komponen dari proyek yang lebih
besar yang dikerjakan ILO dan proyek-proyek internasional lainnya
yang sudah berjalan (misalnya sebagai bagian dari kegiatan
demobilisasi mantan tentara, atau pelatihan dan bantuan referensi
ketenagakerjaan untuk para pengungsi lokal); dan
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§ Inisiatif LKM yang melibatkan kerjasama yang erat dengan
organisasi-organisasi lokal dan badan-badan pelaksana.

Pendanaan awal juga perlu dicari untuk kegiatan proyek percontohan
LKM untuk memastikan terlaksananya proyek yang sesungguhnya di masa
mendatang.

Tentunya, juga diperlukan adanya pengakuan akan pentingnya isu
ketenagakerjaan oleh otoritas yang mengkoordinasikan pelaksanaan di tingkat
nasional dan internasional pada situasi pasca-krisis.  Hal ini akan memudahkan
dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan mengenai ketenagakerjaan
dan kesempatan kerja akan tersedia, dan bahwa peran utama LKM juga diakui.
Usaha memperoleh pengakuan semacam ini harus menjadi bagian penting
dari program persiapan ILO.

4.7 Strategi Kemitraan dan Kerjasama

Sangatlah penting bagi LKM untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan
serikat pekerja dan dunia usaha, dan juga organisasi-organisasi nasional dan
internasional lainnya.  Hal ini perlu dilakukan pada tingkat nasional maupun
lokal, dan akan menyediakan kerangka kerja konsultatif mengenai informasi
yang perlu disebarluaskan, masalah yang perlu didiskusikan, dan prioritas
pasar kerja yang perlu diperhatikan.  Konsultasi dengan organisasi-organisasi
ini sangatlah penting di masa pasca-krisis, ketika keadaan dapat berubah
dengan cepat.  Kebutuhan-kebutuhan baru dapat muncul dengan cepat dan
masyarakat perlu terus diinformasikan mengenai perkembangan dan
perubahan terbaru.

4.8 Dewan Penasihat

Satu cara efektif untuk meningkatkan relevansi dan keefektifan LKM
adalah dengan membentuk suatu kelompok penasihat formal yang terdiri
dari para mitra untuk membimbing dan mendukung aktivitas LKM.
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Keanggotaan harus diambil dari departemen dan institusi terkait lain yang
aktif dalam kegiatan rekonstruksi pasca-krisis, perwakilan para pekerja dan
dunia usaha, perwakilan kelompok-kelompok sasaran serta organisasi-
organisasi lokal.

4.8.1 Peran Dewan Penasihat

Tujuan utama Dewan Penasihat dalam meningkatkan dan mendukung
inisiatif dan operasional LKM, dan khususnya program percontohan PLK
yang dioperasikan di bawah Departemen Tenaga Kerja.

Adanya Dewan Penasihat akan menyediakan mekanisme koordinasi
kegiatan-kegiatan LKM.  Komposisi tripartit ini secara khusus memberikan
cara terbaik untuk memastikan hubungan yang kuat antara menteri-menteri
pemerintah, dunia usaha, perwakilan pekerja, badan-badan lainnya serta
perwakilan dari kelompok-kelompok target jika dipandang perlu, untuk
memastikan tercapainya tujuan pasar kerja. Sangatlah penting untuk
memastikan bahwa kerangka acuan dari Dewan Penasihat mencakup juga
promosi kesetaraan jender dan perhatian khusus bagi kelompok-kelompok
yang memiliki kekurangan.

4.8.2 Fungsi Dewan Penasihat

Fungsi Dewan Penasihat LKM mencakup hal-hal berikut:

§Menetapkan arah dan mempromosikan tujuan dan kegiatan LKM
dan proyek percontohan PLK lainnya;

§Meraih partisipasi komunitas dan industri yang lebih luas dan
interaksi yang kuat dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin
LKM dapat memenuhi kebutuhan para kliennya;

§Mendukung inisiatif untuk mengembangkan kesempatan
kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil;

§Mengawasi dan meninjau pengeluaran serta kinerja LKM; dan
§Memberikan saran kepada Departemen Tenaga Kerja dan

pemerintah mengenai pengembangan kebijakan, arah, serta strategi
perluasan LKM.
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Dewan ini harus mengadakan pertemuan secara rutin, dengan seorang
Ketua yang dipilih tiap tahunnya.  Frekuensi pertemuan dan jangka waktu
kantor-kantor disesuaikan dengan situasi yang ada.  Jika dimungkinkan, sang
Ketua harus seseorang yang bukan pegawai pemerintah, karena ini akan
menjamin kelangsungan komitmen pihak-pihak lain dan menghilangkan kesan
bahwa Dewan Penasihat dikendalikan oleh Pemerintah. Namun, cukup
diterima sekiranya pejabat di Departemen Tenaga Kerja memimpin Dewan
Penasihat selama 12 bulan pertama sejak Dewan tersebut bekerja.

4.9 Pengaturan Layanan Bersama

LKM tentunya tidak memiliki hak monopoli atas penyediaan layanan
kepada pemberi dan pencari kerja, dan bisa jadi ada organisasi-organisasi
lainnya yang menawarkan layanan ketenagakerjaan dan pelatihan.  Perusahaan
dapat memakai berbagai macam metode untuk merekrut staf, dan LKM harus
secara aktif mempromosikan layanannya dan menunjukkan kemampuannya
dalam memberikan pelayanan yang efisien dan kompetitif.

Sebuah proyek percontohan PLK sering lebih efektif sekiranya ia
membatasi atau menargetkan layanannya pada kelompok-kelompok prioritas
tinggi. Contohnya, hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan badan-
badan yang menangani pengungsi lokal dan meminta mereka
mengikutsertakan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ketenagakerjaan
dalam formulir survei mereka. Bisa juga dengan melakukan kegiatan
pendaftaran ketenagakerjaan di tempat-tempat pendaftaran untuk para
pengungsi lokal atau kelompok-kelompok yang terkena dampak krisis lainnya.
Spesialisasi ini bisa jadi sangat diperlukan mengingat kemungkinan tidak
banyak staf yang bekerja di PLK.

LKM dapat berkolaborasi dengan badan nasional yang bertanggung-
jawab atas penyitaan senjata dan demobilisasi mantan tentara untuk
menawarkan pekerjaan dan informasi pelatihan dan pelayanan pendaftaran
seiring dengan kegiatan demobilisasi tersebut.
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LKM juga perlu membentuk hubungan dengan jaringan komunitas
sekitar, tingkat desa, maupun kabupaten, karena hal ini akan sangat membantu
penyebaran informasi yang cepat dan dapat menjadi sumber daya potensial
ketika mengorganisasikan kegiatan pra-seleksi dan perekrutan skala besar
untuk para pengusaha.

4.10 Bekerjasama dengan PBB dan Badan
Internasional Lainnya

Badan-badan internasional merupakan mitra utama dalam perancangan
dan penerapan program rekonstruksi dan bantuan utama dalam kondisi pasca-
krisis, seperti halnya juga para pengusaha dan penyandang dana.  LKM perlu
membentuk hubungan yang kuat dan didukung oleh PBB dan badan-badan
internasional lainnya, termasuk bank-bank pembangunan internasional, dalam
perannya sebagai pusat referensi dan mitra implementasi untuk kegiatan-
kegiatan ketenagakerjaan.

4.11 Bekerja dengan LSM, Organisasi
Keagamaan dan Organisasi
Kemasyarakatan Lokal

Banyak LSM-LSM nasional dan internasional yang menyediakan layanan
dan bekerja dengan kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan yang terkena
krisis. Di tingkat lokal, kelompok-kelompok keagamaan dan komunitas juga
menyediakan berbagai layanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. LKM
harus menghubungi organisasi-organisasi ini untuk menjelaskan perannya
dan untuk menawarkan bantuan yang melibatkan program-program yang
terkait dengan bidang ketenagakerjaan dan pelatihan.

Dalam beberapa kasus, LSM mungkin akan menjadi instansi pelaksana
yang paling utama bagi program-program pemerintah atau bantuan yang
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didanai oleh donor, dan mungkin terdapat kesempatan bagi LKM untuk
bekerja sama dengan LSM-LSM ini dalam mengidentifikasi kelompok-
kelompok sasaran untuk memberikan bantuan atau kesempatan kerja melalui
program-program ini.

4.12 Institusi Agen Ketenagakerjaan Swasta

Lembaga Ketenagakerjaan Swasta (LKS) juga dapat beroperasi dalam
situasi pasca-krisis, dan LKM harus mengetahui bidang kegiatan-kegiatannya.
Beberapa institusi mungkin memiliki spesialisasi dalam merekrut beberapa
pekerjaan atau industri tertentu, yang lain mungkin berkonsentrasi untuk
merekrut pekerja untuk pekerjaan kasual atau kesempatan kerja di luar negeri.
Dalam beberapa kasus, LKS juga dapat menawarkan pelatihan-pelatihan bagi
para pencari kerja di bidang yang tengah menghadapi kurangnya keterampilan.
Mungkin akan menjadi sesuatu yang berguna bagi LKM dan LKS untuk saling
berbagi informasi atau bekerja sama dalam beberapa permasalahan. Meskipun
demikian, apabila LKM memang mereferensikan para pencari pekerjaan ke
LKS, LKM harus memberitahu para pencari kerja tersebut mengenai
kemungkinan biaya yang akan dikenakan oleh LKS (misalnya untuk pelatihan
atau penempatan).

4.13 Daftar Implementasi

Daftar berikut ini merangkum kegiatan-kegiatan dan permasalahan-
permasalahan kunci yang terdapat dalam pembangunan PLK pasca-krisis.
Kerangka waktu yang dikaitkan dengan fase pasca-krisis dan jangka menengah
akan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, termasuk sifat dan
konteks krisis tersebut, pengaturan administrasi transisional atau administrasi
sementara, kecepatan rekonstruksi dan pemulihan serta kapasitas dan sumber
daya yang tersedia dalam LKM. Harus diperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan
yang terdapat dalam daftar bersifat indikatif dan persyaratan-persyaratan yang
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diidentifikasi mungkin dapat diaplikasikan dalam sejumlah kegiatan-kegiatan
yang berbeda.

• Akses ke data yang ada

• Kontak dengan Departemen
Tenaga Kerja dan badan-
badan internasional lainnya

• Peran LKM disusun oleh
Departemen Tenaga Kerja,
bekerja sama dengan
kementerian dan badan-
badan internasional lainnya

• Klarifikasi atas garis
pertanggungjawaban ke
Departemen

• Kesepakatan atau persetujuan
tertulis dari kementerian-
kementerian terkait

• Hubungan dan konsultasi
dengan badan-badan nasional
dan internasional terkait
lainnya

Fase Darurat

Kegiatan Persyaratan

Respons yang dibutuhkan

• Melakukan penilaian
kebutuhan yang cepat

• Membangun strategi
penanganan

• Mendefinisikan peran LKM
pasca-krisis

• Memastikan persetujuan dan
komitmen dari Departemen
Tenaga Kerja

• Mengkonfirmasikan sumber
dana dan kontribusi yang
akan diberikan oleh
Departemen

• Meraih dukungan dari badan-
badan nasional dan
internasional terkait lainnya
(pemain-pemain kunci dalam
penanganan krisis)
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Fase Darurat

Kegiatan Persyaratan

• Memilih lokasi yang layak
dan mengisi kantor dengan
perabotan dan peralatan yang
dibutuhkan

• Memastikan adanya listrik
dan air

• Mengiklankan posisi PLK
dan merekrut staf yang
diperlukan

• Memberikan pengenalan dan
melakukan pelatihan awal
untuk para staf

• Membeli dan memasang
peralatan komputer, telepon,
dan peralatan kantor,
formulir, dan alat-alat tulis

• Mengontak badan-badan
nasional dan internasional
yang terkait untuk mem-
promosikan pelayanan PLK

• Mengembangkan rencana
operasional dan melakukan
persiapan untuk pembukaan
PLK

• Lokasi yang cocok bagi para
pencari kerja dan harus dapat
diakses penyandang cacat

• Sumber daya listrik pasca-
krisis tersedia jika diperlukan

• Panitia seleksi terbentuk dan
hasil seleksi harus segera
diumumkan

• Akses ke pelatih-pelatih
berkualitas dan fasilitas
pelatihan

• Piranti lunak untuk pangkalan
data sudah dirancang dan
diuji; pelatihan keterampilan
komputer untuk para staf

• Akses ke badan-badan
nasional dan internasional
terkait

• Rencana disetujui dan
upacara pembukaan secara
resmi dipersiapkan.

Persiapan Implementasi
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Fase Darurat

Kegiatan Persyaratan

Membuka PLK

• Melaksanakan pembukaan
PLK secara resmi

• Memulai operasi dan
menerapkan kebijakan
layanan prioritas untuk
kelompok target tertentu

• Memulai pendaftaran dan
layanan pemberian bantuan
untuk para pencari kerja

• Mengatur pusat registrasi
sementara/keliling di mana
diperlukan

• Memakai publisitas pers dan
media untuk mem-
promosikan layanan PLK

• Memulai kunjungan
promosional ke organisasi-
organisasi, perusahaan-
perusahaan, dan kontraktor-
kontraktor utama

• Memastikan adanya tinjauan
rutin atas aktivitas dan
kinerja PLK

• Pembukaan yang terencana
dengan baik

• Pengembangan dan
implementasi rencana
operasional

• Sistem yang dikembangkan
untuk menangani pencari
kerja dalam jumlah yang besar

• Transportasi yang siap untuk
kunjungan lapangan dan
layanan pendaftaran keliling

• Liputan media dan siaran pers
disiapkan

• Program promosional
disiapkan

• Tugas dan hasil kerja dipantau
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• Memantau atas dampak
layanan bagi kelompok target
khusus

• Kontak berkelanjutan dengan
para pejabat Departemen
Tenaga Kerja

• Hubungan dengan badan-
badan nasional dan
internasional terkait lainnya
dan juga institusi pelatihan

• Perusahaan-perusahaan di
sektor-sektor yang
berkembang dijadikan sasaran

• Pelatihan bagi staf di bidang
konseling

• Pembuatan brosur dan
lembar informasi

• Hubungan dengan LSM-LSM
yang bekerja di bidang
pelatihan dan pemberian
dukungan bagi
pengembangan usaha kecil

• Keterlibatan dalam
pertemuan-pertemuan

Jangka Menengah

Kegiatan Persyaratan

Operasi PLK

• Meneruskan pelayanan
pendaftaran pencari kerja
untuk kelompok target
tertentu

• Melihat kemungkinan untuk
lebih mengembangkan
layanan bagi para pencari
kerja lainnya

• Mengembangkan kesempatan
untuk pelatihan keterampilan
dengan mengembangkan
kursus pelatihan bersama
institusi pelatihan

• Meneruskan program
kunjungan ke perusahaan-
perusahaan

• Mengembangkan peran PLK
dalam memberikan layanan
informasi dan konseling
untuk para pencari kerja

• Mengidentifikaasi kesempatan
wirausaha dan pemberian
referensi ke penyedia
pengembangan keterampilan
usaha
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Jangka Menengah

Kegiatan Persyaratan

Informasi Pasar Kerja (IPK)

• Meneruskan hubungan ke
badan penanganan krisis
nasional dalam hal strategi
berbasis buruh di setiap
persetujuan proyek-proyek
baru

• Tinjauan lebih lanjut atas
kinerja PLK

antarlembaga, forum
perusahaan dan temu
masyarakat

• Telaah atas hasil kerja dan
prestasi PLK

• Mengumpulkan LMI dari
berbagai sumber

• Mengembangkan, Menguji,
dan mengimplementasikan
piranti lunak pangkalan data
LMI (termasuk integrasi
dengan piranti lunak terkait
yang digunakan untuk
administrasi, seperti untuk
pendaftaran pencari kerja
dan lowongan)

• Membuat data dan laporan
mengenai kebutuhan
keterampilan dan sektor-
sektor yang tumbuh

• Mengidentifikasi sektor-

• Penunjukan konsultan lokal

• Mengadakan pelatihan untuk
staf kunci tentang
penggunaan pangkalan data
dan pembuatan laporan

• Bekerja sama dengan industri
dan penyedia pelatihan

• Melakukan survei terhadap
industri spesifik atau lokal
untuk mengidentifikasi
kebutuhan secara cepat
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Jangka Menengah

Kegiatan Persyaratan

Kegiatan Lainnya

sektor potensial bagi peluang
pengembangan usaha kecil

• Memeriksa persyaratan
pelatihan  keterampilan dan
permintaan dari sektor-
sektor yang tumbuh, seperti
konstruksi, jasa pariwisata
dan perhotelan

• Melanjutkan publikasi dan
informasi berkala mengenai
proyek-proyek baru,
lokakarya pembangunan
usaha kecil, pelatihan
keterampilan

• Pengaturan untuk
menghadiri pertemuan
antarlembaga

• Mengembangkan pilihan-
pilihan dan kemungkinan
pelatihan untuk wirausaha
(pekerja mandiri) dan usaha
kecil

• Bekerja sama dengan media

• Kesadaran dan keanggotaan
dalam forum-forum dan
pertemuan relevan lainnya

• Kerjasama dengan proyek lain
yang menjalankan aktivitas
yang terkait dengan pelatihan
dan ketenagakerjaan.
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Jangka Panjang

Operasi PLK
• Memeriksa proposal untuk perwakilan LKM di daerah lain yang

sangat membutuhkan
• Membuat proposal untuk jaringan kantor nasional
• Mempertimbangkan penggunaan komputer untuk mencapai

perbaikan informasi dan pelayanan referensi
• Bekerja sama dengan pelaku-pelaku kunci lainnya, menegosiasikan

strategi pembangunan ketenagakerjaan lokal dan regional
• Mengidentifikasi kesempatan wirausaha dan pengaturan referensi

kepada penyedia layanan pengembangan ketenagakerjaan

Informasi Pasar kerja
• Mengembangkan pasar kerja lokal dan regional, dan

mengembangkan profil perkembangan dan permintaan
keterampilan untuk membantu para pencari kerja

• Mengidentifikasi kurangnya keterampilan dan pelatihan yang
dibutuhkan

• Memperbaharui dan meningkatkan alat-alat yang digunakan untuk
pendaftaran dan analisis (misal untuk klasifikasi pekerjaan)

Kegiatan Lain
• Mendukung pembuatan undang-undang ketenagakerjaan
• Menentukan atau memperluas peran Dewan Penasehat LKM

sebagai pendukung bagi undang-undang dan insiatif Departemen
Tenaga Kerja

• Menggunakan pertemuan antarorganisasi dan forum lainnya untuk
mengangkat isu-isu ketenagakerjaan dan pelatihan

• Bekerja sama dengan spesialis ILO mengenai pilihan-pilihan
pembangunan nasional yang bisa diberikan dalam layanan LKM
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5.1 Manajemen

Bagian berikut ini menyediakan informasi dan panduan bagi para
supervisor dan staf Pusat Layanan Ketenagakerjaan (PLK) atas managemen
dan operasi secara keseluruhan PLK.

Managemen yang efektif dari PLK adalah sebuah proses mengenai:

§melakukan hal-hal yang beragam untuk mencapai hasil atau tujuan
tertentu;

§mengorganisasikan sumber daya yang memungkinkan tercapainya
tujuan; dan

§mengawasi kemajuan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai
sesuai perencanaan.

5.1.1 Masukan, Proses, dan Keluaran

Satu pendekatan untuk memahami manajemen adalah melihatnya sebagai
proses transformasi input (masukan) menjadi output (keluaran) atau hasil.

Masukan

Untuk PLK, masukan utama yang tersedia adalah:

§ klien;
§ staf dengan beragam keterampilan dan kemampuan mereka;
§ ruangan;

5. Mengelo5. Mengelo5. Mengelo5. Mengelo5. Mengelollllla LKMa LKMa LKMa LKMa LKM
dan Meneldan Meneldan Meneldan Meneldan Menelaahaahaahaahaah
KinerjaKinerjaKinerjaKinerjaKinerja
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§ peralatan dan mebel;
§ dana;
§ informasi;
§ transportasi;
§ prosedur; dan
§waktu.

Proses

Proses adalah cara masukan ditelaah untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Hal ini meliputi:

§membantu klien;
§merencanakan cara terbaik penggunaan masukan;
§mendelegasikan pekerjaan kepada orang atau institusi yang tepat;
§mengatur bawahan;
§mengawasi dan mengendalikan;
§memimpin dan memotivasi yang lain;
§ berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan;
§membuat keputusan; dan
§menyelesaikan masalah, melatih dan memberikan mentoring

kepada staf.

Keluaran

Keluaran adalah hasil yang dicapai. Tujuannya adalah untuk membantu
klien sehingga keluaran atau hasilnya adalah klien mendapatkan keuntungan
dari layanan yang diberikan. Ini dapat berupa, sebagai contoh:

§ para penganggur mendapatkan pekerjaan;
§ informasi atau saran yang diberikan kepada para pencari kerja

atau perusahaan;
§ lowongan yang terisi; dan
§ lebih banyak orang yang memilih bekerja mandiri (wirausaha).
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5.2 Menetapkan Hasil Akhir dan Tujuan

LKM pasca-krisis harus memiliki pernyataan misi yang sederhana,
merencanakan hasil akhir dan tujuan strategi yang luas yang mencakup semua
tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengembangkan rencana operasional,
LKM akan mampu menentukan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai
tujuan-tujuan ini. Juga menetapkan target kerja sehingga LKM kemudian
dapat mengecek kinerjanya secara berkala dan mengidentifikasi kemajuan
dan peluang perbaikan.

Proses ini akan membantu semua staf untuk memahami apa yang mereka
targetkan, apa yang telah mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka,
dan kemudian mengukur perkembangan mereka dalam proses pencapaian
tujuan ini.

5.4 Perencanaan Operasional

Fokus utama LKM pasca-krisis harus diletakkan pada pemberian
pelayanan ke pelanggan dan pencapaian hasil, daripada diletakkan pada
prosedur dan proses. Dengan mengembangkan rencana operasional, PLK
akan mampu memprioritaskan tugasnya dan mengatur pekerjaan untuk
masing-masing petugas dalam skala harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
Rencana tersebut juga dapat membantu memastikan bahwa ketika hanya
tersedia sumber daya yang terbatas, usaha staf akan terkonsentrasi pada
kegiatan yang paling penting. Perencanaan juga memberikan keuntungan-
keuntungan berikut:

§Membantu menentukan sumber daya yang dibutuhkan;
§Mengklarifikasi prioritas;
§Mengurangi situasi krisis dengan memastikan tidak ada yang

terlupakan;
§Mendorong penetapan tujuan yang realistis;
§Melengkapi bawahan dengan standar dan tujuan;
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§Mengizinkan aktivitas kerja yang mencapai puncaknya atau
sebaliknya sangat kurang untuk diidentifikasi, dan dihindari atau
diselesaikan;

§Menyediakan kesempatan penting kepada bawahan yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana tersebut untuk
berkonsultasi dan berdiskusi.

5.4.1 Rencana-rencana Kerja

Contoh bentuk rencana kerja yang dapat dimanfaatkan ketika
merencanakan kegiatan PLK baru pada tiga bulan pertama dan menyerahkan
tanggung jawab kepada seksi-seksi atau staf-staf tertentu di kantor disediakan
di Lampiran 11.
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Fokus panduan ini adalah pada operasi LKM di fase awal pasca-krisis,
namun sangat penting untuk memastikan bahwa dukungan untuk program
ini akan diteruskan, dan mungkin dapat dikembangkan untuk operasi-operasi
LKM dalam jangka panjang.

LKM biasanya bergantung pada anggaran pemerintah sebagai sumber
dana mereka, dan mereka perlu menunjukkan bahwa layanan ketenagakerjaan
mereka relevan, fleksibel, dan efektif untuk memastikan diteruskannya
dukungan pemerintah kepada mereka.  Dengan anggaran yang terbatas dan
masih banyak kebutuhan lain yang perlu diperhatikan, pemerintah bisa jadi
memberikan prioritas yang rendah pada kegiatan LKM, kecuali pemerintah
mengakui peran positif yang dimainkan LKM dalam memberikan bantuan
langsung kepada pencari kerja dan pengusaha, selain juga turut
mengimplementasikan program-program penyesuaian yang ingin dilakukan
pemerintah di pasar kerja.  Bantuan teknis mungkin akan diperlukan untuk
membantu Departemen Tenaga Kerja mengambilalih secara penuh operasi
LKM dan memperkuat kapasitasnya di wilayah pengembangan kebijakan,
layanan ketenagakerjaan dan implementasi program.13

6.6.6.6.6. Pengu Pengu Pengu Pengu Penguaaaaatttttananananan
LKMLKMLKMLKMLKM Jangk Jangk Jangk Jangk Jangkaaaaa
PPPPPanjanganjanganjanganjanganjang

13 Diskusi yang lebih detil mengenai isu-isu yang terkait dengan LKM, termasuk di negara-negara
berkembang, dapat dilihat di Phan T., Hansen E., dan Price, D.; The public employment service in
a changing labour market (Jenewa, ILO, 2001), Bab 10.
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6.1 Pengembangan Kebijakan
Ketenagakerjaan Nasional

Setelah krisis berlangsung, suatu negara sering kemudian melaksanakan
reformasi ekonomi dan merestrukturisasi pasar tenagakerja secara besar-
besaran, dan reformasi ini biasanya merupakan bagian dari program keuangan
dan makro-ekonomi yang lebih luas yang dilakukan pemerintah.  Reformasi
mungkin juga diperlukan dalam legislasi ketenagakerjaan, kebijakan dan
praktek yang berkaitan dengan industri, penentuan upah, dan menyediakan
jaminan ketenagakerjaan, seperti halnya dengan peranan Layanan
Ketenagakerjaan Nasional.

Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan
dan buruh untuk menangani berbagai persoalan di atas, dan para praktisi
perlu mendorong Departemen Tenaga Kerja mengembangkan kebijakan yang
mencakup bidang administrasi perburuhan dan mengusahakannya untuk
dipertimbangkan, disetujui, dan disebarluaskan oleh pemerintah.  Dalam
konteks ini, Departemen Tenaga Kerja yang kuat dan seorang menteri yang
aktif bertanggung jawab atas portofolio kebijakan tersebut dapat menjadi
pendamping yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan peran LKM.

6.2 Perluasan Akses dan Layanan

Ketika sebuah PLK pasca-krisis berhasil memfokuskan diri pada
kebutuhan spesifik kelompok-kelompok tertentu, maka ada alasan yang sangat
kuat untuk mengembangkan LKM agar ia dapat memberikan akses yang lebih
besar atas layanan-layanan yang mereka tawarkan dan mungkin jenis layanan
yang lebih banyak lagi.  Cara melakukan hal ini dapat dengan membentuk
jaringan nasional kantor-kantor PLK.  Dari pengalaman mereka di layanan
ketenagakerjaan dalam kondisi pasca-krisis, LKM juga dapat memberikan
masukan yang berguna ketika kebijakan-kebijakan baru sedang dirancang dan
dikembangkan untuk dilaksanakan secara nasional.

Keberadaan Dewan Penasihat tripartit juga dapat memberikan komitmen
dan dukungan yang lebih luas bagi LKM, dan bantuan dari anggota Dewan
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perlu diminta ketika LKM hendak memberikan argumen untuk
mengembangkan layanan mereka dan meminta dana tambahan.
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Bagian ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu pengenalan
dan penggunaan formulir-formulir yang relevan yang dapat memudahkan
pengoperasian LKM.

A 2.1 Formulir Pendaftaran Pencari Kerja

Formulir pencari kerja harus dirancang untuk dapat memastikan bahwa
semua informasi yang terkait dengan pencari kerja telah terkumpul pada saat
wawancara sehingga pencari kerja dapat dipasangkan dengan lowongan yang
ada. Semua informasi ini bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan ke
orang atau organisasi lain apa pun kecuali klien memberikan izin kepada LKM
untuk mengeluarkan informasi tersebut. Sebagai panduan, informasi
demografis dan karir biasanya dikomunikasikan ke calon pengusaha, tetapi
informasi mengenai faktor sosio-psikologis dan sejarah referensinya harus
tetap dijaga kerahasiaannya kecuali izin khusus telah diperoleh dari pencari
kerja.

Contoh Formulir Pendaftaran Pencari Kerja yang bersifat generik
(umum) dapat dilihat di halaman berikut.

LLLLLAAAAAMPIRAN 2 –MPIRAN 2 –MPIRAN 2 –MPIRAN 2 –MPIRAN 2 –

PENDAFTPENDAFTPENDAFTPENDAFTPENDAFTARANARANARANARANARAN
PENCPENCPENCPENCPENCARI KERJAARI KERJAARI KERJAARI KERJAARI KERJA
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1. Nomor Pendaftaran

_______________________

2. Jenis Pekerjaan yang

Diinginkan

___________________

Data Pribadi

5. Nama Lengkap

_________________________________

6. Alamat

Sampel Formulir Pendaftaran Pencari Kerja

3. Jenis Pekerjaan yang

Diinginkan

___________________

4. Kode Pekerjaan

_________________________________

7.   Nomor Kartu Identitas

_______________________

8. Keterangan Cara Menghubungi

Pendidikan

9. Jenjang Pendidikan Tertinggi

______________________

10. Lama Tahun Belajar

_______________________
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11. Kualifikasi _____________________________________

12. Kelengkapan Kualifikasi         Ya               Tidak

13. Bahasa _________________ _________________

Keterampilan Membaca  ( ) Keterampilan Membaca  (    )

Keterampilan Berbicara  (    ) Keterampilan Berbicara  (    )

Keterampilan Menulis     (    ) Keterampilan Menulis     (    )

14. Keterampilan Khusus

___________________________________________________________________________________

Pengalaman Kerja

15. Pekerjaan 16. Tugas dan 17. Dari Sampai 18. Perusahaan
      Tanggung Jawab      /Majikan

19. Komentar mengenai faktor-faktor pekerjaan yang terkait

Informasi Administratif  (Informasi berikut ini dikumpulkan untuk kepentingan administratif)

20. Tanggal Lahir 21. Jender

Laki-laki          Perempuan

22. Status Perkawinan Menikah                           Belum
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23. Tanggal Pendaftaran __________________________

24. Kantor __________________________

25. Tanda Tangan Pewawancara__________________________

26. Tanda Tangan Pencari Kerja   ________________________

Referensi Pencari Kerja

27. Tanggal  Referensi  __________________________

28. Nomor Lowongan Kerja  __________________________

29. Perusahaan / Institusi  __________________________

30. Pekerjaan / Pelatihan  __________________________

31. Kode Pekerjaan  __________________________

32. Hasil  __________________________

33. Tanggal Hasil  __________________________
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Hal Instruksi Pengisian

1. NOMOR PENDAFTARAN

2. TANGGAL
PENDAFTARAN

3. JENIS PEKERJAAN
YANG DIINGINKAN

4. KODE PEKERJAAN

Masukkan nomor sesuai dengan
sistem penomoran yang telah
disetujui

Catatlah tanggal wawancara tersebut

Setelah berdiskusi dengan pencari
kerja dan dari informasi yang
diperoleh, dapatkanlah kesepakatan
mengenai jenis pekerjaan yang
pantas dan yang diinginkan, dengan
mempertimbangkan kualifikasi
pencari kerja, keterampilan dan
pengalaman kerjanya.

Dengan menggunakan keterangan
kelompok kode-kode pekerjaan
yang sesuai dengan informasi yang
terdapat pada butir 3, masukkan
kode pekerjaan tersebut.

A 2.2 Mengisi Formulir Pendaftaran Pencari Kerja

Panduan berikut disediakan untuk menjelaskan setiap isian dalam
formulir pendaftaran pencari kerja dan untuk membantu petugas
ketenagakerjaan dalam mengisi formulir tersebut.

Jangan mengisi jawaban atas pertanyaan Nomor 3 dan 4 sampai seluruh
informasi mengenai sejarah kerja pencari kerja, kualifikasinya dan faktor-
faktor lain yang mempengaruhi penempatan telah dipertimbangkan.
Selesaikanlah pengisian bagian ini menjelang akhir wawancara.
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Hal Instruksi Pengisian

5. NAMA LENGKAP

6. ALAMAT

7. NOMOR KARTU
IDENTITAS

8. KETERANGAN CARA
MENGHUBUNGI

Gunakanlah informasi yang
terdapat dalam kartu identitas
pencari kerja.

Tempat tinggal.

Catatlah nomor kartu identitas
pencari kerja

Catatlah cara terbaik untuk
menghubungi pencari kerja; dan
cara-cara lain untuk
menghubunginya

Keterangan Pribadi

9. JENJANG PENDIDIKAN
TERTINGGI

10. LAMA TAHUN BELAJAR

11. KUALIFIKASI

12. KELENGKAPAN
KUALIFIKASI

Catatlah jenjang pendidikan yang
dilalui oleh pencari kerja, nama dan
tempat institusi pendidikan
tersebut, kualifikasi formal yang
diperoleh (misalnya, pendidikan
lanjutan, tidak selesai, pendidikan
teknis lanjutan, pendidikan
menengah).

Catatlah jumlah tahun ia bersekolah.

Catatlah semua kualifikasi pekerjaan
atau kualifikasi lain yang dimilikinya.

Tunjukkan apabila terdapat bukti
kualifikasi (misalnya izin, sertifikat).

Pendidikan
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Hal Instruksi Pengisian

Buatlah daftar bahasa dan
keterampilan berbahasa yang
dikuasainya, baik dalam berbicara
maupun dalam menulis.
Kelancaran membaca, berbicara
dan menulis harus ditunjukkan
secara terpisah.

Catatlah keterampilan atau
pengalaman tambahan lainnya
(misalnya pengoperasian
komputer, kecepatan mengetik,
izin-izin khusus untuk
mengoperasikan mesin)

13. BAHASA

14. KETERAMPILAN
KHUSUS

Pengalaman Kerja

Catatlah pekerjaan yang telah
dijalani pencari kerja selama
sepuluh tahun terakhir, apabila
relevan. Apabila pencari kerja
memiliki sejumlah pekerjaan,
catatlah pekerjaan paling akhir dan
yang memiliki waktu kerja paling
lama.

Catatlah sebanyak mungkin tugas-
tugas yang ia lakukan dalam
pekerjaanya. Hal ini penting untuk
memahami tugas-tugas yang
dilakukan di masing-masing
pekerjaan agar dapat mengkaji
keterampilan dan pengalaman
pencari kerja.

15. PEKERJAAN

16. TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB



122

Hal Instruksi Pengisian

Informasi Administratif

Catatlah tahun ia bekerja
(misalnya 1998-2001).

Catatlah nama perusahaan di
mana pencari kerja tersebut
dipekerjakan.

Catatlah sifat, faktor atau
halangan apapun yang akan
mempengaruhi kapasitas pencari
kerja dalam bekerja.

17. DARI/SAMPAI (Waktu
Dipekerjakan)

18. PERUSAHAAN/PEMBERI
KERJA

19. KOMENTAR MENGENAI
FAKTOR-FAKTOR
PEKERJAAN YANG
TERKAIT

Catatlah hari, bulan dan tahun.
Periksa kembali di kartu identitas
atau paspornya apabila
diperlukan.

Beri tanda pada kotak yang benar.

Beri tanda pada kotak yang benar.

Tanggal pencari kerja terdaftar
untuk kesempatan kerja dan
diwawancarai oleh PLK.

Catatlah nama PLK yang
mendaftarkan pencari kerja.

Petugas Ketenagakerjaan yang
mewawancarai pencari kerja harus
menandatangani formulir ini.

20. TANGGAL LAHIR

21. JENDER

22. STATUS PERKAWINAN

23. TANGGAL
PENDAFTARAN

24. KANTOR

25. TANDA TANGAN
PEWAWANCARA
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Hal Instruksi Pengisian

26. TANDA TANGAN
PENCARI KERJA

Pencari kerja harus
menandatangani formulir ini dan
mengkonfirmasi kebenaran
informasi yang diberikan.

Catatlah tanggal pencari kerja
tersebut direferensikan untuk
suatu lowongan.

Catatlah kode pekerjaan dan
nomor pelayanan pribadi (apabila
ada) lowongan yang ditawarkan
kepada pencari kerja tersebut.

Catatlah nama perusahaan atau
organisasi pelatihan yang
menerima referensi mengenai
pencari kerja atau nomor formulir
lowongan/pelatihan yang terkait.

Catatlah nama pekerjaan atau
nama pelatihan.

Catatlah kode pekerjaan yang
terdaftar dalam formulir
lowongan atau nomor formulir
lowongan yang terkait.

27. TANGGAL REFERENSI

28. NOMOR LOWONGAN
KERJA

29. PERUSAHAAN/
INSTITUSI

30. PEKERJAAN/
PELATIHAN

31. KODE PEKERJAAN

RRRRReferensi Peferensi Peferensi Peferensi Peferensi Pencari Kerjaencari Kerjaencari Kerjaencari Kerjaencari Kerja

Keterangan mengenai semua pemberi referensi dalam pekerjaan atau
pelatihan harus dicatat di belakang formulir lowongan pada waktu pencari
kerja direferensikan untuk suatu lowongan. Hasilnya harus dicatat ketika
telah diberitahukan oleh pencari kerja atau pengusaha.
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Hal Instruksi Pengisian

Hasil wawancara dicatat setelah
memeriksa referensi untuk
lowongan dengan pengusahanya.
Catatlah hasil wawancara seperti
berikut ini:

Tempat
“T”

Tidak Terikat
“TT”

Tidak Hadir
“TH”

Menolak Posos
“MP”

(Apabila pencari kerja tidak
terikat, deskripsikanlah alasan
mengapa ia tidak terikat.)

Catatlah tanggal ketika pengusaha
memberikan hasil wawancara
kepada PLK.

32. HASIL

33. TANGGAL HASIL
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A 2.3 Prosedur Perbaruan

Ketika seorang pencari kerja kembali ke kantor pendaftaran setelah
mereka mendapatkan pekerjaan atau berada di tempat lain, sebaiknya catatan
pencari kerja dilihat kembali dan perbaharuilah bidang-bidang yang terkait
untuk menggambarkan perubahan-perubahan terbaru ketimbang meminta
klien mengisi formulir pendaftaran yang baru. Apabila sistem komputerisasi
digunakan, tugas-tugas ini dapat dilaksanakan dengan otomatis, tetapi apabila
catatan manual yang digunakan, maka perlu dijaga suatu sistem pengarsipan
yang efektif.

A 2.4 Arsip Pencari Kerja

Harus terdapat tiga arsip yang dipegang penerima tamu di ruang
penerimaan tamu untuk catatan pencari kerja:

1. Arsip aktif – untuk mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan,
dan disusun berdasarkan kode pekerjaan;

2. Arsip non-aktif – bantuan tidak diperlukan, dan disusun berdasarkan
abjad; dan

3. Arsip indeks – daftar menurut abjad untuk mereka yang pada saat ini
sedang mencari pekerjaan.

A 2.5 Pencari Kerja Aktif

Semua formulir pendaftaran pencari kerja yang ada pada saat ini harus
disusun dalam suatu arsip aktif dengan urutan kode pekerjaan, dan kemudian
menurut abjad dalam kelompok-kelompok pekerjaan tersebut.

Untuk menemukan sebuah formulir pencari kerja bagi seorang pencari
kerja yang pada saat ini terdaftar untuk mendapatkan kesempatan kerja,
rujuklah pada arsip kartu-kartu indeks yang disusun berdasarkan nama
keluarga klien. Apabila terdapat lebih dari satu pencari kerja yang memiliki
nama keluarga yang sama, periksalah tanggal lahir klien. Setelah kartu indeks
yang benar ditemukan, catatlah kode pekerjaan dan ambillah formulir pencari
kerja dari arsip aktif.
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A 2.6 Kartu Indeks

Kartu Indeks harus diisi untuk masing-masing klien yang mendaftarkan
diri untuk memperoleh pekerjaan. Kartu ini akan berisi nama, tanggal lahir
dan kode pekerjaan, dan kartu ini akan disusun berdasarkan urutan abjad
dan kartu ini akan menjadi cara yang cepat untuk mengidentifikasi kode
pekerjaan yang diinginkan sebagaimana terdapat dalam formulir pendaftaran
pencari kerja. Kartu indeks ini dapat digunakan kembali dan dapat ditulis
dengan pensil. Kartu-kartu ini harus diisi dalam urutan abjad. Kartu-kartu
indeks dapat ditarik dari arsip indeks pada saat formulir pencari kerja telah
berakhir atau ketika klien ditempatkan pada suatu pekerjaan atau apabila ia
tidak lagi membutuhkan bantuan ketenagakerjaan. Sebuah sampel kartu indeks
dapat dilihat di bawah ini.

Sampel Kartu Indeks

Nama
____________________________________________________

Tanggal Lahir
____________________________________________________

Kode Pekerjaan
____________________________________________________

Pusat Layanan Ketenagakerjaan
____________________________________________________

A 2.7 Formulir Pendaftaran Pencari Kerja Non-Aktif

Apabila seorang pencari kerja telah ditempatkan dalam suatu pekerjaan
atau telah menyatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan bantuan
ketenagakerjaan, formulir pencari kerja akan diberi catatan mengenai hal ini
dan disusun menurut urutan abjad di dalam arsip non-aktif. Kartu indeks
juga kemudian harus dipindahkan.
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Bagian ini menyediakan panduan untuk membantu pengenalan dan
penggunaan formulir yang dapat memudahkan pengoperasian LKM.

A 3.1 Formulir Pendaftaran Lowongan Kerja

Apabila suatu sistem komputerisasi telah diperkenalkan, perangkat
lunaknya akan memiliki “lokasi” tetap (templates) dan prosedur semi-otomatis
untuk mencatat lowongan dan transaksi pencari kerja. Meskipun demikian,
apabila sistem manual yang digunakan, penggunaan formulir yang telah
distandarisasi akan menjamin bahwa informasi dicatat secara sistematis.
Formulir lowongan digunakan untuk menyimpan catatan terperinci mengenai
lowongan tersebut. Formulir tersebut harus diisi selengkap mungkin sehingga
petugas ketenagakerjaan akan memiliki informasi mengenai semua persyaratan
yang terkait dengan kualifikasi, keterampilan dan pengalaman yang diminta
oleh pengusaha.

Hanya satu jenis pekerjaan yang dapat dicatat di setiap formulir bagi
setiap pengusaha yang berbeda; misalnya apabila seorang pengusaha
menginginkan dua orang pekerja kasar dan seseorang di bidang pembukuan,
maka harus diberikan dua formulir lowongan yang terpisah – satu untuk
pekerja kasar dan satu untuk pegawai pembukuan.

Deskripsi singkat mengenai lowongan tersebut juga harus disiapkan
di sebuah kartu yang dapat ditempel di papan lowongan pekerjaan di ruang
penerima tamu. Pengaturan referensi harus disepakati dengan pengusaha
individual, termasuk apakah nama pengusaha tidak boleh diperlihatkan dalam
kartu ini, dan metode yang terbaik bagi seorang pencari kerja untuk dapat
direferensikan dalam suatu lowongan tertentu. Hal ini tergantung dari

LLLLLAAAAAMPIRAN 3 –MPIRAN 3 –MPIRAN 3 –MPIRAN 3 –MPIRAN 3 –

PENDAFTPENDAFTPENDAFTPENDAFTPENDAFTARANARANARANARANARAN
LOWONGAN KERJALOWONGAN KERJALOWONGAN KERJALOWONGAN KERJALOWONGAN KERJA
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keinginan pengusaha dan kapasitas kantor setempat.

Sebuah sampel mengenai Formulir Pendaftaran Lowongan generik
dapat dilihat berikut ini.

1. Nama Pekerjaan

_______________________

2. Tanggal Pendaftaran

___________________

Informasi Perusahaan

5. Nama

_________________________________

6. Alamat

_______________________

_______________________

_______________________

Sampel Formulir Pendaftaran Lowongan Kerja

3. Kode Pekerjaan

___________________

4. Kode Perusahaan

_________________________________

7. Sektor/Industri

_____________________________________

8 Personal Kontak

____________________________________

9. Tel/Faks

_________________________________________

10. Tempat Pekerjaan ______________________________________

______________________________________
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Informasi Pekerjaan

11. Jumlah Posisi ______________________________________

12. Melapor kepada ______________________________________

13. Permanen/Sementara ____________________________________

14. Jam (Hari/Minggu) ______________________________________

15. Paruh Waktu / Tetap ____________________________________

16. Upah (per Hari/Minggu/Bulan) / Tunjangan _________________

17. Waktu lembur yang dibutuhkan ____________________________

18. Tanggal Mulai __________________________________________

19. Ringkasan Pekerjaan _____________________________________

20. Tugas-Tugas Pekerjaan

1.

2.

3.

4

5.

6.
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21. Pendidikan yang Dibutuhkan          22. Pengalaman yang dibutuhkan

0 – 6 Tahun Tidak ada

7 – 11 Tahun 1 – 3 Tahun

12 + (Tanpa Gelar) 4 – 6 Tahun

12 + (Dengan Gelar) 7 Tahun +

23. Keterampilan dan Kemampuan yang Dibutuhkan

1.

2.

3.

4.

24. Persyaratan Khusus

Referensi Lowongan Kerja

25. Tanggal Direferensikan

26. Nama Pencari Kerja

27. Kode Pekerjaan

28. Hasil

29. Tanggal Hasil
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A 3.2 Mengisi Formulir Pendaftaran Lowongan
Kerja

Hal Instruksi Pengisian

1. NAMA PEKERJAAN

2. TANGGAL
PENDAFTARAN

3. KODE PEKERJAAN

4. KODE PERUSAHAAN /
INDUSTRI

Gunakanlah nama pekerjaan yang
diberikan oleh pengusaha.

Tanggal lowongan tersebut
diterima.

Kode ini harus dipilih berdasarkan
nama pekerjaan dalam bagian 2 dan
tugas-tugas yang dijabarkan dalam
item 20. Gunakanlah kode yang
paling terperinci yang dapat
diidentifikasi dari informasi.

Gunakanlah sistem pemberian kode
industri (lihat A 4.3) untuk memilih
kode industri yang paling tepat.

5. NAMA

6. ALAMAT

Tuliskanlah nama usaha perusahaan
dengan lengkap.

Catatlah alamat lengkap yang
digunakan untuk keperluan surat-
menyurat perusahaan. (Informasi
apapun yang mengidentifikasi lokasi
fisik tempat kerja harus dicatat
dalam bagian 10, lihat di bawah).

Informasi Perusahaan
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Hal Instruksi Pengisian

Informasi Pekerjaan

Catatlah jenis usaha perusahaan
(misalnya, konstruksi jalanan).

Catatlah nama orang yang harus
dihubungi untuk dimintai
keterangan mengenai posisi ini.

Catatlah nomor telepon dan faks
perusahaan, dan nomor extensi
atau nomor telepon selular orang
yang harus dihubungi apabila
perlu.

Harus dilengkapi, kecuali alamat
surat-menyurat perusahaan
merupakan lokasi yang tepat.

7. SEKTOR / INDUSTRI

8. PERSONAL KONTAK

9. NOMOR TELEPON /
FAKS

10. TEMPAT KERJA

Catatlah jumlah pekerja yang
dibutuhkan.

Nama orang yang akan menjadi
penyelia.

Catatlah keterangannya.

Catatlah waktu mulai dan waktu
selesai yang sebenarnya, waktu
istirahat makan, rotasi waktu kerja
atau waktu istirahat.

Pekerjaan paruh waktu harus
dicatat, dalam jumlah jam/hari

11. JUMLAH POSISI

12. MELAPOR KEPADA

13. PERMANEN /
SEMENTARA

14. JAM (HARI/MINGGU)

15. PARUH WAKTU /
PENUH WAKTU
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Hal Instruksi Pengisian

bekerja dan waktu-waktu istirahat
makan.

Catatlah jumlah upah atau gaji
minimum dan maksimum yang
dapat dibayarkan oleh pengusaha,
atau pengaturan komisi atau
pembagian keuntungan. Adalah
penting bagi para pencari kerja
untuk mengetahui upah yang
ditawarkan, dan setiap upaya
harus dilakukan untuk
memperoleh jumlah upah yang
sebenarnya dari pengusaha.
Masukkan pula keterangan
mengenai tunjangan lain
(misalnya, bantuan perumahan
atau transportasi).

Jumlah lembur rutin atau
sukarela yang tersedia harus
dicatat, dan apakah waktu lembur
tersebut akan dibayarkan, dan
dibayarkan dengan bayaran yang
lebih tinggi.

Catatlah tanggal dimulainya
pekerjaan tersebut.

Berikan deskripsi singkat
mengenai pekerjaan tersebut.

Bagian ini harus mengandung
gambaran singkat mengenai

16. UPAH / TUNJANGAN

17. LEMBUR

18. TANGGAL MULAI

19. RINGKASAN
PEKERJAAN

20. TUGAS-TUGAS
PEKERJAAN
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Hal Instruksi Pengisian

tugas-tugas yang harus
dilaksanakan.

Menandai pilihan-pilihan dan
persyaratan-persyaratan.

Menandai pilihan-pilihan dan
persyaratan-persyaratan.

Catatlah keterampilan-
keterampilan dan kemampuan
atau pengalaman khusus lain yang
dibutuhkan untuk melaksanakan
pekerjaan ini.

Catatlah kebutuhan-kebutuhan
khusus lain untuk pekerjaan ini.

21. PENDIDIKAN YANG
DIBUTUHKAN

22. PENGALAMAN YANG
DIBUTUHKAN

23. KETERAMPILAN DAN
KEMAMPUAN YANG
DIBUTUHKAN

24. PERSYARATAN KHUSUS

Referensi Lowongan Kerja

Catatlah waktu dan tanggal
wawancara dengan pengusaha.

Catatlah dengan jelas nama
pencari kerja yang direferensikan.

Catatlah kode pekerjaan pencari
kerja.

Pengusaha harus dihubungi
setelah wawancara untuk
menentukan apakah sudah ada
seseorang yang dipekerjakan atau
apakah diperlukan referensi lebih

25. TANGGAL
DIREFERENSIKAN

26. NAMA PENCARI KERJA

27. KODE PEKERJAAN

28. HASIL
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Hal Instruksi Pengisian

lanjut. Hasil wawancara harus
dicatat sebagai berikut:

Terima
“T”

Tidak Dipekerjakan
“TD”

Tidak Datang Wawancara
“TDW”

Menolak
“M”

Catatlah tanggal ketika hasil
wawancara diperoleh.

29. TANGGAL HASIL
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A 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 MencocokkMencocokkMencocokkMencocokkMencocokkan Pan Pan Pan Pan Pencari Kerja dan Lowonganencari Kerja dan Lowonganencari Kerja dan Lowonganencari Kerja dan Lowonganencari Kerja dan Lowongan
PPPPPekekekekekerjaanerjaanerjaanerjaanerjaan

Ketika para pengusaha memberitahukan lowongan yang mereka miliki
kepada LKM, LKM dapat mencarikan pelamar yang tepat dengan
mencocokkan persyaratan kerja yang dimiliki pengusaha dengan catatan
pribadi pencari kerja yang terdaftar dalam daftar aktif. Hal ini merupakan
bentuk yang paling biasa digunakan untuk mencocokkan ketika kesempatan
kerja yang ada jumlahnya terbatas.

Metode tambahan untuk mengiklankan lowongan yang ada adalah
dengan memasang keterangan pekerjaan yang tersedia di sebuah papan
pengumuman di ruang tunggu umum yang terdapat di PLK, dan
memungkinkan pencari kerja melihat lowongan tersebut dan mengidentifikasi
posisi yang mereka anggap cocok. Setelah pemeriksaan singkat yang dilakukan
oleh petugas ketenagakerjaan, mereka kemudian dapat direferensikan kepada
pengusaha. Metode ini seringkali disebut sebagai metode ‘Self-Service’ (melayani
diri sendiri), dan metode ini berguna untuk mempercepat proses ketika jumlah
staf yang bekerja untuk PLK terbatas.

Ketika memberikan referensi kepada pencari kerja ke suatu lowongan
melalui proses pencocokan, langkah-langkah berikut ini harus diambil:

§Memeriksa lowongan yang ada pada saat ini di dalam sistem;
§Mengkaji keterampilan, pengalaman dan kualifikasi pencari kerja

terhadap persyaratan yang terdapat dalam lowongan tersebut;
§Menghubungi pengusaha untuk membicarakan kecocokan pencari

kerja yang dipilih untuk direferensikan;
§Menentukan pengaturan wawancara agar sesuai dengan pengusaha;
§Menghubungi pencari kerja dan mengkonfirmasi ketertarikan

mereka dalam posisi tersebut;
§Memberikan keterangan lowongan kepada para pencari kerja dan

memberitahukan mereka mengenai pengaturan wawancara;
§Apabila pengusaha membutuhkan formulir referensi (hal ini

mungkin mengambil bentuk surat pengantar “pro forma” yang
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mengidentifikasi pencari kerja dan nama PLK yang
mereferensikannya), mintalah pencari kerja mengunjungi PLK dan
mengambil formulir referensi tersebut;

§Memasukkan keterangan referensi dalam catatan pribadi pencari
kerja dan formulir lowongan; dan

§Apabila dimungkinkan, mintalah agar pencari kerja
mengkomunikasikan keterangan mengenai hasil wawancara kepada
PLK.

Di luar dari apakah seorang pencari kerja direferensikan untuk suatu
lowongan pekerjaan dari usaha sendiri, pencarian kerja atau pencocokan, akan
lebih baik, apabila dimungkinkan, untuk terlebih dahulu menghubungi
pengusaha dan mendiskusikan keterangan mengenai pencari kerja yang dipilih
untuk diberikan referensi tersebut. Ketika mungkin terdapat kesulitan
menghubungi seorang pengusaha, pengaturan referensi alternatif harus
disepakati dengan pengusaha pada waktu lowongan asli tersebut pertama
kali diterima.

Pengusaha dan pencari kerja harus selalu didorong untuk
memberitahukan hasil wawancara pekerjaan secepat mungkin kepada PLK.
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A 4.1A 4.1A 4.1A 4.1A 4.1 Standar Internasional untuk Klasifikasi
Pekerjaan (SIKP)

Suatu sistem klasifikasi pekerjaan merupakan cara untuk menyortir
pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok pekerjaan yang berbeda-beda yang
ditentukan berdasarkan kesamaan dalam tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan dalam pekerjaan ini. Apabila tidak ada klasifikasi pekerjaan
nasional yang memadai, seseorang dapat menggunakan SIKP-88, yang
menspesifikasikan 380 kelompok satuan pekerjaan yang berbeda-beda.
Kelompok-kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih dekat,
atau digabungkan menjadi kelompok gabungan sesuai dengan kebutuhan;
misalnya untuk penempatan dalam pekerjaan tertentu yang lebih spesifik,
atau ‘pekerjaan’ yang dibutuhkan, dan untuk pelaporan kegiatan-kegiatan
tertentu, mungkin akan lebih nyaman membatasi jumlah kategori yang ada.14

Ketika formulir pendaftaran pencari kerja telah diisi untuk seorang
pencari kerja individual, suatu keputusan harus dibuat mengenai jenis
pekerjaan yang ia cari, dan pekerjaan yang tepat serta kode pekerjaan tersebut
harus dimasukkan dalam kartu pendaftarannya.

LLLLLAAAAAMPIRAN 4 –MPIRAN 4 –MPIRAN 4 –MPIRAN 4 –MPIRAN 4 –

KOKOKOKOKODE PEKERJAAN DANDE PEKERJAAN DANDE PEKERJAAN DANDE PEKERJAAN DANDE PEKERJAAN DAN
KOKOKOKOKODE INDUSTRIDE INDUSTRIDE INDUSTRIDE INDUSTRIDE INDUSTRI

14 Untuk panduan yang lebih terperinci mengenai bagaimana caranya untuk menyusun kode
dengan lebih efektif dan dapat diandalkan, lihat misalnya Hoffmann, E. et al.: What kind of work
do you do? Data collection and processing strategies when measuring “occupation” for statistical
surveys and administrative records, kertas kerja (Jenewa, ILO, 1995).
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A 4.2 Kode Pekerjaan

Lowongan pekerjaan dan pengalaman kerja dapat diklasifikasikan dengan
menggunakan SIKP-88. Daftar berikut ini memberikan gambaran menyeluruh
mengenai kelompok-kelompok pekerjaan yang umum dan tidak dapat
digunakan untuk pemberian kode yang sebenarnya. Untuk pemberian kode
yang sebenarnya, harap mengacu pada SIKP-88. Mengadaptasikan klasifikasi
internasional ke dalam situasi lokal mungin diperlukan.

Kelompok-kelompok besar adalah sebagai berikut:

1. Legislator, pejabat senior dan manajer
2. Profesional
3. Teknisi dan profesi terkait
4. Kerani
5. Pekerja di bidang jasa, pedagang/penjual di toko dan di pasar
6. Pekerja terampil di bidang pertanian dan perikanan
7. Pekerja kerajinan dan pekerja lain yang terkait
8. Pekerja pabrik dan mereka yang mengoperasikan dan merangkai

mesin
9. Pekerjaan dasar
10.Angkatan Bersenjata
Contoh-contoh dari kelompok pekerjaan yang penting di bawah

setiap-tiap kelompok besar adalah sebagai berikut:

1. Legislator, pejabat senior dan manajer
- Pejabat pemerintah senior
- Kepala desa tradisional
- Direktur dan Ketua pelaksana
- Manajer operasi
- Manajer keuangan dan administrasi
- Manajer umum
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2. Profesional
- Perancang dan analis sistem komputer
- Pembuat program komputer
- Arsitek
- Insinyur
- Dokter
- Dokter gigi
- Apoteker
- Perawat
- Guru
- Akuntan
- Profesional di bidang bisnis
- Pengacara
- Ahli ekonomi
- Profesional di bidang keagamaan

3. Teknisi dan profesi terkait
- Teknisi insinyur
- Penulis rancangan
- Pemasang peralatan komputer
- Operator peralatan medis
- Pengawas lalu lintas udara
- Asisten di bidang medis
- Ahli mata
- Agen perumahan
- Konsultan perjalanan
- Pegawai pembukuan
- Penyiar radio atau televisi

4. Kerani
- Pengolah data
- Operator yang memasukkan data
- Juru ketik
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- Sekretaris
- Kerani Akuntansi dan Pembukuan
- Kerani Pengarsipan dan Surat-Menyurat
- Kerani kantor
- Kasir
- Teller dan klerek di meja transaksi lainnya
- Kerani di instansi perjalanan dan yang terkait
- Kerani penerima tamu dan informasi
- Operator telepon

5. Pekerja di bidang jasa, pedagang/penjual di toko dan di pasar
- Asisten di toko
- Penjual di kios dan pasar
- Penata rambut
- Pekerja pengasuh anak
- Pekerja pengasuh pribadi
- Juru masak
- Pelayan, peramu minuman di bar

6. Pekerja terampil di bidang pertanian dan perikanan
7. Pekerja kerajinan dan pekerjaan lain yang terkait

- Pekerja bangunan
- Pelapis tembok
- Tukang kayu
- Pemasang atap
- Pekerja pelapis beton
- Pekerja pemasangan/perbaikan pipa
- Pengecat
- Pekerja untuk barang-barang yang terbuat dari besi
- Mekanik kendaraan bermotor
- Pekerja pengrajin
- Pencetak barang-barang tekstil
- Penjagal
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- Pemanggang
- Perajut, penyulam, penjahit

8. Pekerja pabrik dan mereka yang mengoperasikan dan
merangkai mesin
- Operator mesin untuk memproses kayu
- Pengemudi taksi dan bus
- Pengemudi truk dan kendaraan pengangkut barang
- Operator peralatan pertanahan

9. Pekerjaan dasar
- Petugas kebersihan
- Pengawas bangunan
- Pengirim pesan, pemaketan, penanggung jawab barang bawaan
- Penjaga pintu, pengawas
- Petugas sampah
- Tukang sapu
- Pekerja konstruksi dan perawatan, pekerja perakit

Untuk keterangan lengkap mengenai kelompok-kelompok yang pal-
ing terperinci dalam SIKP-99 dan instruksi mengenai bagaimana caranya untuk
menyusun kode pekerjaan dengan efektif, pembaca harus mengacu kepada
publikasi SIKP-88 dan manual-manual tambahannya yang telah dipersiapkan
ILO.

A 4.3 Kode Industri

Kode industri adalah cara untuk mengidentifikasi dan mensortir
pengusaha menjadi kelompok atau industri tertentu berdasarkan kegiatan
usaha utamanya. Baik untuk tujuan memfasilitasi penempatan dan untuk
tujuan statistik, penggunaan sistem Standar Internasional untuk Klasifikasi
Industri (SIKI) yang dimodifikasi atau disederhanakan dapat sangat berguna.
Pemeriksaan mengenai sistem pemberian kode yang akan digunakan harus
dilakukan dengan BPS.
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Kelompok-kelompok besar adalah sebagai berikut:

A. Pertanian, kehutanan dan perikanan
B. Pertambangan dan penggalian
C. Manufaktur
D. Listrik, gas dan persediaan air
E. Bangunan dan konstruksi
F. Borongan dan eceran
G. Akomodasi, kafe dan rumah makan
H. Transportasi, penyimpanan dan komunikasi
I. Pendidikan dan kesejahteraan
J. Administrasi pemerintah
K. Keuangan, asuransi, perumahan dan layanan usaha
L. Layanan sosial dan pribadi kemasyarakatan
M. Rumah tangga pribadi
N. Institusi internasional

Contoh-contoh dari pengelompokan industri yang terperinci adalah
sebagai berikut:

A. Pertanian, kehutanan dan perikanan
- Perkebunan
- Peternakan sapi
- Peternakan unggas
- Penangkapan ikan komersial
- Penangkapan ikan di laut

B. Pertambangan dan penggalian
- Menggali pasir dan batu

C. Manufaktur
- Memproses daging
- Memproses susu dan krim
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- Memproduksi es krim
- Memproses buah-buahan dan sayur-sayuran
- Memproses hasil laut
- Busana dan alas kaki tekstil
- Produksi baju hangat
- Produksi busana laki-laki
- Produksi busana perempuan
- Percetakan
- Percetakan dan penerbitan surat kabar
- Produksi produk konkrit
- Pembuatan perahu

D. Listrik, gas dan persediaan air
E. Bangunan dan konstruksi

- Konstruksi umum
- Konstruksi jalan dan jembatan
- Layanan perdagangan konstruksi
- Layanan pembuat beton
- Layanan pelapis tembok
- Layanan listrik
- Layanan pipa
- Layanan atap
- Layanan perkayuan
- Layanan pengecatan dan dekorasi
- Layanan pendingin udara

F. Borongan dan eceran
- Pedagang bahan-bahan bangunan borongan
- Pedagang daging borongan
- Pedagang untuk grosir
- Toko grosir atau supermarket
- Pedagang makanan eceran untuk dibawa pulang
- Pedagang pakaian eceran
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- Pedagang alas kaki eceran
- Pedagang bahan eceran
- Pedagang peralatan rumah tangga eceran
- Layanan reparasi peralatan rumah tangga
- Penjualan kendaraan bermotor
- Pom bensin
- Reparasi otomotif

G. Akomodasi, kafe dan rumah makan
- Hotel dan bar
- Klub
- Kafe dan rumah makan
- Akomodasi

H.Transportasi, penyimpanan dan komunikasi
- Transportasi bus
- Transportasi jalanan
- Taksi
- Transportasi air
- Transportasi di laut internasional dan wilayah pesisir
- Transportasi udara internasional dan domestik
- Pengangkutan barang
- Operator pelabuhan
- Layanan untuk transportasi air atau udara
- Agen perjalanan
- Pengiriman barang
- Badan bea cukai
- Layanan pos
- Layanan telekomunikasi

I. Pendidikan dan kesejahteraan
- Pendidikan dasar
- Pendidikan menengah
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- Pendidikan tinggi
- Pendidikan teknis dan lanjutan

J. Administrasi pemerintah
K. Keuangan, asuransi, perumahan dan layanan usaha

- Bank
- Serikat pemberi pinjaman
- Asuransi jiwa
- Dana pensiun
- Asuransi umum
- Agen perumahan
- Sewa kendaraan bermotor
- Sewa peralatan berat
- Layanan arsitektur
- Layanan konsultan insinyur
- Layanan memproses data
- Perawatan komputer dan layanan konsultasi
- Layanan hukum
- Layanan akuntansi
- Layanan periklanan
- Layanan keamanan
- Layanan kebersihan

L.  Layanan sosial dan pribadi kemasyarakatan
- Layanan kesehatan
- Praktek umum layanan medis
- Rumah sakit
- Layanan kesehatan gigi
- Layanan optik
- Layanan kesehatan masyarakat
- Perpustakaan dan museum
- Bioskop
- Toko sewa video
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- Fasilitas dan lapangan oleh raga
- Pengurus pemakaman
- Tata rambut dan salon kecantikan
- Asosiasi usaha dan profesional
- Asosiasi perburuhan

M. Rumah tangga pribadi
N. Lembaga internasional
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A 5.1 Pendahuluan

Statistik dari transaksi yang dilakukan LKM dapat menjadi sumber IPK
di daerah pengoperasiannya. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa karena
LKM pada umumnya hanya melayani bagian-bagian tertentu yang terdapat
dalam pasar kerja, dan karena itu lebih terbatas dalam kasus yang berada
pada kondisi paska krisis (di mana LKM itu sendiri mungkin juga “mengalami
krisis”), statistik ini harus digunakan dengan hati-hati karena mungkin statistik
ini tidak dapat mencerminkan konteks yang lebih luas. Meskipun demikian,
statistik tersebut dapat digunakan untuk:

1. Membantu merencanakan dan mengelola beban kerja LKM secara
efisien;

2. Memonitor bagian-bagian tertentu dari pasar kerja di tingkat
kabupaten dan di tingkat nasional;

3. Memberikan indikasi yang tepat mengenai keadaan sektor-sektor
pasar kerja; dan

4. Mengidentifikasi tren pasar kerja, termasuk industri-industri,
pekerjaan-pekerjaan dan daerah-daerah dimana terdapat persediaan
tenaga kerja yang tipis atau di mana terdapat tingginya tingkat
pengangguran.

Dalam jangka panjang, pengetahuan ini akan memungkinkan kantor
pusat LKM merencanakan layanan bagi para pengangguran secara lebih efektif
dan untuk mengembangkan program penanganan tertentu untuk

LLLLLAAAAAMPIRAN 5 –MPIRAN 5 –MPIRAN 5 –MPIRAN 5 –MPIRAN 5 –

CCCCCAAAAATTTTTAAAAATTTTTAN STAN STAN STAN STAN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK
DAN SISTEMDAN SISTEMDAN SISTEMDAN SISTEMDAN SISTEM
PELPELPELPELPELAPOAPOAPOAPOAPORAN LKMRAN LKMRAN LKMRAN LKMRAN LKM



150

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pasar kerja.

Apabila digunakan suatu sistem yang terkomputerisasi, pengumpulan
statistik dapat dilakukan secara otomatis; tetapi apabila sistem manual yang
dipergunakan, adalah penting untuk melengkapi semua hasil statistik
selengkap dan seakurat mungkin.

Panduan berikut ini akan membantu dalam membangun sistem
pengumpulan statistik manual untuk LKM.

Sistem tersebut harus:

§ Memproduksi format catatan yang mencakup semua informasi yang
dibutuhkan dalam statistik laporan bulanan, triwulan dan tahunan;

§ Memiliki seperangkat kertas pengumpulan statistik harian yang dapat
digunakan untuk mengumpulkan statistik secara manual;

§ Memiliki sistem pencatatan yang akurat dan konsisten yang digunakan
oleh setiap-tiap PLK. Sistem tersebut juga dapat digunakan untuk
mengembangkan pangkalan data sejarah, yang pada gilirannya dapat
digunakan untuk mengembangkan prediksi pasar kerja dan prediksi
dan analisa tren musiman;

§ Memiliki sistem yang fleksibel yang dapat dibangun atau dimodifikasi
sesuai dengan perubahan kebutuhan-kebutuhan IPK;

§ Memiliki suatu sistem yang cocok dengan pengumpulan dan
pelaporan statistik BPS dan institusi-institusi pasar kerja sehingga
perbandingan nasional dan internasional yang valid dapat diperoleh;
dan

§ Memiliki suatu sistem yang mendukung perencanaan dan kinerja
monitoring di dalam LKM.

Apabila sistem manual yang dipergunakan dan dengan staf yang terbatas,
mungkin beberapa jenis statistik tertentu perlu dilupakan saja apabila untuk
memperoleh statistik tersebut diperlukan cara-cara lain yang tidak dapat begitu
saja diintegrasikan dalam tugas-tugas harian. Meskipun pada awalnya statistik
tersebut perlu dikumpulkan secara manual, setelah transaksi LKM
terkomputerisasi, kebanyakan dari laporan-laporan ini dapat dihasilkan secara
otomatis.
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A 5.2 Hasil Statistik Layanan Ketenagakerjaan

A 5.2.1    Statistik Harian

Lembaran penjumlahan harian yang sederhana dapat digunakan untuk
mencatat jumlah pencari kerja (laki-laki dan perempuan) yang telah
mendaftarkan diri untuk memperoleh kesempatan kerja, jumlah yang telah
ditempatkan dalam suatu kesempatan kerja, jumlah lowongan baru yang
teridentifikasi dan jumlah lowongan yang telah diisi. Laporan Kegiatan Harian
ini harus disimpan berdasarkan jenis kelamin, usia, lokasi geografis, industri
dan kelompok pekerjaan.

A 5.2.2     Statistik Bulanan

Suatu Laporan Kegiatan Bulanan juga harus disiapkan. Arus statistik
dalam laporan ini dapat diperoleh secara langsung dari jumlah keseluruhan
bulanan yang diperoleh dari laporan kegiatan harian. Statistik tersebut harus
meliputi hal-hal berikut ini:

§ Jumlah Orang yang Terdaftar di Bulan tersebut – angka ini
mencatat jumlah bulanan semua orang (laki-laki dan perempuan)
yang terdaftar sebagai pencari pekerjaan di layanan ketenagakerjaan
pada bulan ini. Sebagai perbandingan, angka untuk bulan sebelumnya
juga harus dimasukkan.

§ Jumlah Pencari Kerja dalam Daftar Aktif di Akhir Bulan – angka
ini dapat diperoleh dengan menghitung langsung daftar aktif pencari
kerja.

§ Jumlah Pencari Kerja yang Direferensikan kepada Pengusaha
– jumlah pencari kerja yang terdaftar yang direferensikan kepada
pengusaha bulan ini.

§ Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dalam Pekerjaan –
jumlah seluruh pencari kerja yang ditempatkan dalam pekerjaan
selama bulan tersebut.

§ Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dalam Pelatihan –
jumlah bulanan dari semua pencari kerja yang ditempatkan oleh staf
layanan ketenagakerjaan dalam suatu pelatihan/pelatihan kembali.

§ Jumlah Lowongan yang Teridentifikasi – jumlah seluruh
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lowongan baru yang disampaikan pada layanan ketenagakerjaan bulan
ini.

§ Jumlah Lowongan yang Diisi di Bulan tersebut – jumlah seluruh
lowongan yang diisi di bulan tersebut. Angka ini mencakup lowongan-
lowongan yang diisi pada bulan ini meskipun disampaikan pada bulan
sebelumnya.

A 5.2.3  Statistik Triwulan

Mengidentifikasi secara berkala jumlah pencari kerja yang telah terdaftar
dan jumlah lowongan yang diterima berdasarkan kelompok pekerjaan
merupakan hal yang berguna. Oleh karenanya, hal tersebut memungkinkan
dilakukannya analisis setiap tiga bulan yang akan memperbaharui profil pencari
kerja berdasarkan kelompok pekerjaan dan lowongan yang ada berdasarkan
pekerjaan dan industri.

Angka-angka ini diperoleh melalui suatu penghitungan semua orang
yang menganggur dan lowongan-lowongan yang belum diisi di setiap akhir
tiga bulan tersebut. Penjumlahan angka-angka ini di tingkat kantor dan
nasional akan memberikan panduan yang berharga bagi tingkat pengangguran
berdasarkan pekerjaan, permintaan yang ada bagi tenaga kerja dalam pekerjaan
tersebut dan menurut industri, dan permintaan yang ada bagi tenaga kerja di
industri tersebut.

Statistik bulanan harus dicatat dalam laporan kegiatan tahunan sehingga
saldo transaksi dan kinerja kumulatif dapat dijaga sepanjang tahun.

Sistem klasifikasi pekerjaan dan sistem pemberian kode industri yang
digunakan oleh LKM harus konsisten dengan sistem yang digunakan oleh
organisasi pemerintah yang lain, terutama BPS dan badan penelitian yang
lain.

Staf mungkin membutuhkan pelatihan dalam menggunakan alat-alat
dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengumpulan dan analisa IPK
setempat, termasuk metodologi untuk mengkaji kebutuhan keterampilan
untuk merancang program pelatihan yang terkait dengan kebutuhan-
kebutuhan pasar kerja.
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A 5.3 Laporan Kegiatan

Catatan-catatan berikut ini merupakan sampel lembar penjumlahan
statistik yang dapat digunakan oleh LKM untuk memonitor beban kerja dan
memberikan data di tingkat kegiatan. Laporan-laporan ini dapat dikembangkan
untuk memberikan informasi dan statistik mengenai kategori pencari kerja
tertentu, dan harus disesuaikan dengan situasi setempat. Dalam beberapa
kasus, pengumpulan informasi tertentu hanya diperlukan selama periode waktu
yang ditetapkan.

A 5.3.1     Formulir Catatan Layanan Pemberian Saran

Ketika seoran klien menghubungi PLK untuk mendapatkan saran
atau informasi tetapi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh kesempatan
kerja, formulir ini dapat digunakan untuk mencatat saran yang diberikan atau
tindakan yang dilakukan. Formulir ini juga dapat digunakan untuk memberikan
statistik mengenai cakupan atau jumlah pertanyaan yang diterima oleh kantor
tersebut dalam periode waktu tertentu.

Tanggal Usia

Nama Alamat

Telepon Laki-laki

Perempuan

Saran yang Diinginkan Saran yang Diberikan

Keterangan
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Klien Tandai hal Saran Tandai hal
yang terkait  yang terkait

Pencari Kerja Pengupahan – Swasta

Mahasiswa Pengupahan – Pegawai
Negeri

Orang tua Pengupahan – LSM

Perusahaan Wirausaha

LSM Hukum Perburuhan

Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan

Lain-lain Kajian Keterampilan
(Sebutkan)

Lain-lain (Sebutkan)

A 5.3.2     Laporan Kegiatan Harian

Pusat Layanan Ketenagakerjaan

Laporan untuk Bulan

Jumlah Pencari Kerja         Lowongan

Hari    Tanggal Terdaftar Ditempatkan Teridenti- Terisi
untuk Bekerja fikasi

P L P L

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu
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Minggu

Total:

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Total:

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Total:

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu
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Minggu

Total:

Total Bulanan:

A 5.3.3     Laporan Kegiatan Bulanan

Pusat Layanan Ketenagakerjaan

Laporan untuk Bulan

Kegiatan Bulan Ini Bulan Sebelumnya

Kaum Muda Dewasa Kaum Muda Dewasa

• Jumlah Orang
yang Terdaftar
dalam Bulan ini

Total

Perempuan

Laki-laki

• Jumlah Pencari
Kerja yang
Terdapat dalam
Daftar Aktif
pada Akhir
Bulan

Total

Perempuan

Laki-laki

• Jumlah Pencari
Kerja yang
Direferensikan
kepada
Pengusaha

Total

Perempuan

Laki-laki

• Jumlah Pencari
Kerja yang
Ditempatkan
untuk Bekerja

Total

Perempuan

Laki-laki
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Apabila diperlukan, pemisahan berdasarkan usia juga dapat diperluas
ke dalam kelompok-kelompok usia yang lebih banyak.

A 5.3.4 Laporan Triwulan mengenai Lowongan
berdasarkan Pekerjaan

Pusat Layanan Ketenagakerjaan

Laporan untuk Triwulan yang berakhir pada

• Jumlah Pencari
Kerja yang
Ditempatkan
untuk Pelatihan

Total

Perempuan

Laki-laki

• Jumlah
Lowongan yang
Teridentifikasi

Total

Perempuan

Laki-laki

Total

Perempuan

Laki-laki

• Jumlah
Lowongan
yang Terisi

Kode
Pekerjaan

Pencari Kerja
yang Terdaftar
pada Triwulan

ini

Lowongan
yang

Teridentifikasi
pada Triwulan

ini

Lowongan
yang Terisi

pada Triwulan
ini

Lowongan
yang

Dibatalkan
karena

Kurangnya
Pencari Kerja
yang Sesuai
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A 5.3.5     Laporan Kegiatan Tahunan

Pusat Layanan Ketenagakerjaan

Laporan untuk Triwulan yang berakhir pada

Laporan tahunan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan
setempat yang bersifat khusus (misalnya, mungkin ada kebutuhan untuk
membuat pemisahan berdasarkan jenis kelamin, usia, lokasi geografis dan
kelompok pekerjaan).

Terdaftar Ditempatkan
untuk Bekerja

Ditempatkan
untuk

Pelatihan

Teridenti-
fikasi

Pencari Kerja Lowongan

Terisi

Januari

Februari

Maret

Total:

April

Mei

Juni

Total

Juli

Agustus

September

Total:

Oktober

Nopember

Desember

Total:
Total
Tahunan:
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Panduan berikut ini akan membantu apabila kita hendak membangun
pangkalan data:

§ Tujuan pangkalan data harus detetapkan dengan jelas;
§ Kelompok referensi kecil harus dibentuk untuk membantu selama

tahap perancangan pangkalan data tersebut;
§ Kelompok tersebut harus setidaknya terdiri dari manajer/koordinator

PLK dan spesialis pasar kerja dari LKM, perwakilan dari BPS,
organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan seorang perwakilan dari
calon pengguna pangkalan data tersebut;

§ Tujuan utama dari dibentuknya kelompok ini adalah untuk
mengkonfirmasi kebutuhan-kebutuhan pengguna selama tahap
pengembangan dan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan
lain yang harus dimasukkan ke dalam pangkalan data;

§ Kelompok tersebut harus bertemu secara reguler dan mengklarifikasi
berbagai permasalahan yang diangkat oleh kontraktor lokal yang
merancang pangkalan data tersebut;

§ Setelah pangkalan data tersebut dibangun, Kelompok tersebut harus
memiliki peran yang berkelanjutan dalam meninjau kembali prioritas-
prioritasnya dan menentukan bidang analisa dan penelitian lanjutan.

A 6.1A 6.1A 6.1A 6.1A 6.1 Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Pangkalan Data Pasar KerjaPasar KerjaPasar KerjaPasar KerjaPasar Kerja

A 6.1.1    Dokumen-Dokumen Sumber

Sebuah daftar dokumen dan berbagai sumber informasi lainnya harus

LLLLLAAAAAMPIRAN 6 –MPIRAN 6 –MPIRAN 6 –MPIRAN 6 –MPIRAN 6 –

MEMBMEMBMEMBMEMBMEMBANGUNANGUNANGUNANGUNANGUN
pppppangkangkangkangkangkalalalalalan daan daan daan daan datttttaaaaa
PPPPPASASASASASAR KERJAAR KERJAAR KERJAAR KERJAAR KERJA
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dikumpulkan dan direferensikan dalam perancangan pangkalan data. Beberapa
data akan diperoleh dari catatan-catatan individual, tetapi kebanyakan data
akan datang dari ringkasan tabel-tabel transaksi, catatan atau daftar organisasi
(misalnya, daftar institusi pelatihan) dan dokumen-dokumen ringkasan lainnya.
Dalam beberapa contoh, ada kemungkinan bahwa daftar suatu kategori
tertentu dapat diperoleh dari berbagai sumber (misalnya, daftar pengusaha
dapat diperoleh dari Divisi Inspeksi Tenaga Kerja di Departemen Tenaga
Kerja dan dari BPS). Adalah merupakan hal yang penting untuk memeriksa
data sebelum memasukkannya, untuk memvalidasi informasi dan untuk
mencegah terjadinya duplikasi catatan.

Dokumen-dokumen sumber dapat terdiri dari:

Dari Departemen Tenaga Kerja dan LKM:
§ Formulir Pendaftaran pencari kerja;
§ Statistik ketenagakerjaan dan statistik pengangguran, ringkasan

laporan-laporan bulanan, dll.;
§ Catatan-catatan pengusaha dan catatan-catatan lowongan yang

digunakan oleh LKM;
§ Daftar pengusaha lain yang digunakan oleh Divisi Inspeksi Tenaga

Kerja/Divisi Hubungan Industrial;
§ Survei-survei lain (misalnya Survei Pendirian Tahunan, survei untuk

jaminan sosial nasional dan skema-skema asuransi);
§ Data yang dikumpulkan oleh staf LKM selama kunjungan ke

lapangan dan melalui kontak-kontak lain dengan pengusaha dan
institusi-institusi lain; dan

§ Sumber-sumber lain yang dapat diidentifikasi dalam Kementerian
Perburuhan.

Sumber-sumber dari luar:
§ BPS dan/atau daftar pajak pengusaha dan hasil-hasil survei lain yang

terbaru;
§ Data sensus populasi nasional yang terbaru;
§ Daftar LSM;



161

Panduan Mendirikan - Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia

§ Ringkasan statistik mengenai mantan tentara, mereka yang ada di
pengungsian, dll., melalui badan-badan nasional yang bertanggung
jawab;

§ Proyek-proyek dan program-program rekonstruksi dan rehabilitasi
nasional;

§ Profil pegawai negeri dari Komisi Pegawai Negeri;
§ Daftar anggota dari Asosiasi Pengusaha, Kamar Dagang dan asosiasi-

asosiasi lain;
§ Laporan-laporan dan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh

institusi-institusi lain;
§ Statistik dari Departemen Pendidikan;
§ Statistik dari Kementerian-Kementerian yang bertanggungjawab atas

pendaftaran usaha, perizinan, industri, perdagangan dan perpajakan;
dan

§ Data dan laporan-laporan dari institusi-institusi internasional dan
organisasi-organisasi penyandang dana (donor).

A 6.1.2     Cakupan

Pangkalan dataharus menyediakan informasi di tiga bidang yang luas.
Di sisi permintaan, pangkalan data bertujuan menghasilkan informasi
mengenai pengusaha dan profil serta tren industri secara luas. Di sisi
penawaran, pangkalan data tersebut akan menyediakan informasi mengenai
komposisi angkatan kerja, termasuk pencari kerja yang sedang mencari
pekerjaan; dan di bidang pelatihan, pangkalan data tersebut akan menyediakan
informasi mengenai institusi-institusi dan jenis-jenis pelatihan yang ditawarkan.
Pangkalan data tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar bagi analisis
lanjutan mengenai kebutuhan industri yang khusus, keterampilan yang
merupakan permintaan dan bidang yang memiliki potensi pertumbuhan.

A 6.1.3     Daftar Pengusaha

Berikut ini merupakan contoh bidang-bidang informasi yang akan
dikembangkan sehubungan dengan perusahaan:
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Bidang-Bidang Perusahaan

§ Kode pengusaha
§ Jenis usaha
§ Kode industri
§ Nomor pendaftaran

pengusaha
§ Kode kota/wilayah/distrik
§ Kegiatan utama usaha
§ Nama Pengusaha
§ Alamat pengusaha
§ Nomor telepon
§ Nomor faks
§ Nama orang yang dapat

dihubungi
§ Jumlah pegawai, dipisahkan

berdasarkan usia dan jenis
kelamin

§ Jumlah pegawai asing,
dipisahkan berdasarkan usia,
jenis kelamin dan negara asal

§ Kategori angkatan kerja
§ Pemilik
§ Pegawai yang digaji
§ Pekerja yang dibayar sendiri
§ Jam kerja mingguan yang

sebenarnya
§ Rata-rata lembur yang

dilakukan per pekerja
§ Rata-rata upah dasar

mingguan
§ Rata-rata upah bulanan per

pekerja
§ Kekurangan keterampilan
§ Kebutuhan pelatihan
§ Posisi usaha
§ Komentar umum

Kelompok Referensi harus meninjau ulang bidang-bidang ini dan, apabila
diperlukan, menambahkannya. Suatu keputusan harus dibuat mengenai sistem
pemberian kode yang relevan dan metode pengurutan nomor-nomor yang
dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lokal dan nasional. Suatu
kesepakatan mengenai konvensi-konvensi ini harus tercapai sebelum
rancangan pangkalan data diselesaikan.

Biasanya, daftar ini akan mencakup pengusaha-pengusaha yang
beroperasi di daerah yang dilayani oleh PLK pasca-krisis, tetapi pangkalan
data harus memiliki kapasitas untuk diperluas sehingga dapat mencakup
seluruh bagian negara tersebut.
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Harus selalu terjalin kerjasama yang erat dengan institusi-institusi
lain dalam membuat daftar-daftar seperti itu, dan situasi pasca-krisis mungkin
merupakan suatu kesempatan yang baik untuk membangun kerja sama yang
efektif.

A 6.1.4     Daftar Institusi-Institusi Pelatihan

Komponen pangkalan data ini harus menyediakan informasi
mengenai jenis-jenis pelatihan yang tersedia dan institusi-insitusi yang
menyediakan pelatihan-pelatihan tersebut. Pada awalnya, pangkalan data harus
dikembangkan untuk mencakup institusi-institusi yang berada di wilayah yang
dilayani oleh PLK dan di distrik-distrik terdekat. Meskipun cakupannya
mungkin belum lengkap dalam jangka waktu yang singkat, hal tersebut harus
diperluas sepanjang waktu agar dapat menyediakan informasi yang lebih
mendalam mengenai penyedia jasa pelatihan yang lain.

Seperti pangkalan data pengusaha, setiap bidang informasi yang
diajukan untuk institusi pelatihan harus ditinjau kembali dan suatu keputusan
harus dibuat mengenai apakah masing-masing bidang ini harus dimasukkan
ke dalam pangkalan data dan apakah perlu ditambahkan bidang-bidang lain.
Lagi-lagi, suatu keputusan harus dibuat mengenai metode pengurutan angka-
angka yang akan digunakan sebelum rancangan pangkalan data diselesaikan.

Berikut ini merupakan contoh-contoh bidang informasi yang dapat
dikembangkan sehubungan dengan institusi-institusi pelatihan:

Bidang-Bidang Institusi Pelatihan

§ Kode institusi pelatihan
§ Kode wilayah/distrik
§ Nama institusi pelatihan
§ Alamat
§ Telepon
§ Faks

§ Nama setiap kursus
§ Durasi setiap kursus
§ Biaya setiap kursus
§ Kapasitas/Jumlah tempat

pelatihan per kursus
§ Skema praktek kerja
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§ Nama orang yang dapat
dihubungi

§ Kegiatan utama usaha
§ Jenis pelatihan yang

ditawarkan
§ Persyaratan masuk

§ Layanan lain yang disediakan
§ Akses untuk kredit
§ Bantuan penempatan yang

ditawarkan
§ Komentar umum

A 6.1.5     Informasi di Sisi Persediaan

Komponen pangkalan data ini dapat digunakan untuk mengembangkan
profil orang-orang yang menganggur serta angkatan kerja secara keseluruhan.
Hal ini mungkin merupakan bidang yang paling sulit untuk dikembangkan
dalam situasi di mana mayoritas populasi mungkin tidak sedang berada pada
pekerjaan yang dibayar atau menjadi bagian dari sektor informal atau
kelangsungan hidup. Meskipun demikian, selama fase pasca-krisis, pangkalan
data harus bertujuan mengumpulkan data mengenai komposisi kelompok-
kelompok sasaran tertentu seperti:

§ Mantan tentara;
§ Mereka yang secara langsung terkena dampak krisis;
§ Kelompok-kelompok lain yang tidak diuntungkan, seperti mereka

yang menyandang cacat; dan
§ Kategori-kategori khusus (misalnya, perempuan, kaum muda).
Sumber data utama untuk bagian pangkalan data  ini harus tersedia

ketika terdapat angka-angka populasi dan angkatan kerja yang diproduksi
dari sensus populasi nasional; tetapi sensus tersebut mungkin hanya dilakukan
setiap lima tahun atau sepuluh tahun sekali dan dampak krisis kemungkinan
telah mendistorsi hasil sensus yang terdahulu. Sementara itu, harus ada upaya-
upaya untuk memperoleh data yang diambil dari estimasi terbaru dan survei-
survei yang dilakukan oleh institusi-institusi atau organisasi-organisasi lain.

Beberapa informasi di sisi persediaan dapat diperoleh dari statistik
mengenai kegiatan-kegiatan LKM. Bagian pangkalan data ini mungkin akan
mengakumulasi data dengan lambat dan hanya terkait dengan sektor-sektor
dimana LKM beroperasi. Meskipun demikian, bidang-bidang dasarnya tetap
dapat diidentifikasi:
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Bidang-Bidang Pencari Pekerjaan

§ Jenis Kelamin
§ Usia (kelompok usia)
§ Status (misalnya, pekerja

subsisten di bidang pertanian
yang sedang
menganggur,bekerja)

§ Kelompok (misalnya, mantan
pejuang, orang tua tunggal,
pengungsi , penyandang
cacat, dari kelompok
minoritas)

§ Tingkat Pendidikan (SD,
SMP, SMA)

§ Pekerjaan (kode)
§ Kualifikasi/keterampilan

khusus

§ Pengkodean dan
pengelompokan yang digunakan
untuk kategori status dan
kelompok harus sesuai dengan
kategori dari BPS

Bidang-bidang ini harus konsisten dengan data yang dicatat dalam
formulir pendaftaran pencari kerja.

A 6.2  Metode Pengumpulan Informasi dan
Data

Meskipun pengumpulan data mungkin bukan merupakan prioritas tugas
bagi LKM dalam situasi paska krisis, LKM dapat melaksanakan kajian cepat
mengenai pasar kerja dan hal ini dapat dilakukan melalui survei lokal. Tujuan
dari survei tersebut haruslah mengkaji aspek-aspek khusus pasar kerja
(misalnya kekurangan keterampilan, kebutuhan pelatihan, perluasan pasar).
Informasi ini akan memungkinkan LKM mengidentifikasi kegiatan-kegiatan
pelatihan atau kesempatan-kesempatan yang menghasilkan kesempatan kerja
untuk dapat membantu pencari kerja lokal.

§ Kategori pendidikan harus
sejalan dengan kategori dari
Departemen Pendidikan dan
BPS
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Apabila dimungkinkan, LKM harus membantu pembentukan lembaga
statistik khusus, dan menyediakan saran yang relevan mengenai kebutuhan-
kebutuhan statistik ketimbang melakukan tugas tersebut sendiri.

Survei tersebut dapat digunakan untuk:

1 Mengkaji dan mendeskripsikan keadaan pasar kerja yang ada melalui
wawancara dengan para pengusaha di sektor formal dan informal;

2 Mengkaji kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam rekonstruksi
negara/wilayah tersebut;

3 Mengembangkan suatu profil keterampilan dan pekerjaan dengan
referensi khusus untuk kelompok-kelompok yang terkena dampak
krisis yang rentan (misalnya janda perang dan kepala keluarga
perempuan, pengungsi, penyandang cacat, mantan kaki lima);

4 Mengidentifikasi kemungkinan permintaan bagi orang-orang yang
memiliki keterampilan-keterampilan tertentu (misalnya juru pipa, ahli
listrik, operator mesin, pengemudi);

5 Mengkaji permintaan dan persediaan untuk produk-produk di tingkat
lokal serta di luar negeri melalui wawancara dengan para pedagang
di sektor formal dan informal;

6 Mengidentifikasi dan mengkaji prospek usaha dari kesempatan usaha
yang berbeda-beda bagi perusahaan kecil dan menengah (misalnya
agro-processing dan industri-industri lain yang terkait);

7 Mengidentifikasi bidang-bidang produksi yang menjanjikan yang
cocok bagi pelatihan jangka pendek dan menengah bagi perempuan
dan laki-laki;

8 Mengidentifikasi keterampilan kejuruan dan usaha yang dibutuhkan
untuk wirausaha dan pengembangan kewirausahaan di bidang
produksi yang telah diidentifikasi di atas;

9 Membuat rekomendasi yang akan membantu dalam
mengembangkan proposal proyek untuk pendanaan dari donor; dan

10 Survei-survei ini biasanya dilakukan oleh konsultan lokal yang
kompeten dengan kualifikasi yang memadai di bidang pemasaran,
administrasi usaha, ekonomi atau subyek-subyek lain yang relevan
serta pengalaman dalam mensurvei pasar. Meskipun demikian, staf
LKM juga harus memiliki kesempatan untuk membantu dalam kerja
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di lapangan, karena ini akan membantu menginformasikan mereka
mengenai industri lokal serta memberikan kesempatan pelatihan yang
berguna bagi mereka.

A 6.3A 6.3A 6.3A 6.3A 6.3 Memperluas Memperluas Memperluas Memperluas Memperluas Pangkalan Data

Melalui suatu periode waktu, pangkalan data pasar kerja dapat
diperluas dari hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan lain. Hal ini
mencakup hasil dari survei-survei yang dilakukan oleh institusi lain, data dan
survei yang dikumpulkan oleh LKM itu sendiri dan ringkasan data mengenai
kelompok-kelompok individu seperti mantan tentara, pengungsi, dll.
Informasi ini harus dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia
(kelompok usia), dan status berkeluarga. Survei ini dapat mengambil bentuk
dalam berbagai jenis:

a Survei Khusus mengenai Rumah Tangga
Kementerian atau institusi-institusi mungkin melakukan survei ‘one-
off’’ (sekali selesai) khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
tertentu (misalnya pertanian, pendidikan, kesehatan, kemiskinan)
tetapi survei-survei ini juga dapat memberikan informasi mengenai
permasalahan-permasalahan pasar kerja. LKM harus mengontak
organisasi yang melakukan survei-survei seperti itu dan memperoleh
hasil dari pekerjaan mereka. Hasil-hasil tersebut sering kali
mengandung informasi yang berguna mengenai permasalahan-
permasalahan seperti:
a. pendidikan (tingkat pendidikan dan jenis-jenis keterampilan)
b. suku/negara tempat kelahiran
c. pola kegiatan angkatan kerja
d. pola pencarian kerja
e. alasan-alasan pengangguran
f. kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pemasukan di sektor

informal
g. alasan keluar dari angkatan kerja
h. karakteristik kesehatan, termasuk cacat fisik
i. kegiatan murid atau mereka yang telah meninggalkan bangku

pendidikan.
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b Survei Reguler mengenai Rumah Tangga
Survei sampel rumah tangga juga mungkin dilakukan dari waktu ke
waktu (misalnya mengenai pertanian, kesehatan, pendidikan).
Kesempatan tersebut harus digunakan untuk mengumpulkan
informasi angkatan kerja yang primer selama pelaksanan survei-survei
ini, dengan cara bekerja sama dengan institusi-institusi yang
melaksanakannya dan berusaha memasukkan pertanyaan tambahan
dalam survei-survei tersebut. Survei-survei ini dapat memberikan
informasi yang berguna mengenai:
a. karakteristik demografis
b. lokasi geografis (biasanya, provinsi atau perkotaan/pedesaan)
c. status ketenagakerjaan
d. jam kerja (status penuh atau paruh waktu)
e. industri dan pekerjaan
f. durasi pengangguran
g. kegiatan-kegiatan di luar angkatan kerja (misalnya orang-orang yang

melakukan tugas-tugas dalam rumah tangga, terlembagakan, dalam
pendidikan).

c Penelitian Pembangunan
Departemen Tenaga Kerja mungkin melakukan survei tahunan
mengenai pembangunan, dan survei-survei semacam itu memberikan
kesempatan untuk memperoleh informasi tambahan dengan beban
kerja minimal karena pendirian-pendirian ini memang telah
diharapkan untuk melengkapi survei tersebut. Formulir yang
digunakan untuk survei pendirian yang biasa harus direvisi untuk
memasukkan informasi-informasi yang lebih berguna bagi LKM.
Kontak dengan kementerian-kementerian lain yang mungkin juga
melakukan survei pendirian yang sama juga harus dilakukan.

d Sensus
Apabila dilakukan suatu sensus nasional, mungkin ada kesempatan,
sebelum formulir sensus diselesaikan, bagi Departemen Tenaga Kerja
untuk memberikan saran mengenai kebutuhan informasi yang ingin
diperoleh dari sensus tersebut. Spesialis IPK di LKM harus
menindaklanjuti kemungkinan ini dengan BPS agar dapat
mengidentifikasi kerangka waktu sensus tersebut dan jangkauan input.
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Sensus nasional biasanya akan memberikan informasi angkatan kerja
primer bagi individu-individu yang mencakup:

a. karakteristik demografis
b. lokasi geografis
c. status pekerjaan pada minggu sebelumnya
d. jam kerja di minggu sebelumnya
e. industri dan pekerjaan
f. durasi pengangguran
g. kegiatan-kegiatan di luar angkatan kerja (misalnya mereka yang

melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, terlembagakan, dalam
pendidikan)

h. pemasukan.

Sensus tersebut juga akan memberikan informasi sekunder yang
berhubungan dengan angkatan kerja:

a. tingkat pendidikan dan keterampilan
b. karakteristik kesehatan, termasuk cacat fisik.

Sensus tersebut juga memberikan informasi primer mengenai rumah
tangga:

a. struktur rumah tangga (jumlah anggota rumah tangga, struktur
keluarga)

b. karakteristik kepala keluarga, seperti jenis kelamin, status pekerjaan
dan pendidikan

c. tingkat ketergantungan
d. pemasukan rumah tangga
e. kondisi kehidupan (kondisi rumah, jumlah kamar, akses terhadap

fungsi umum, termasuk air)
f. ketersediaan transportasi.
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A 6.4 Laporan dan Keterangan

Setelah pangkalan data selesai dibangun, sejumlah laporan dan tabel
reguler dapat disusun mengenai berbagai aspek pasar kerja. Keterangan khusus
juga dapat dihasilkan, dan staf serta kelompok kerja harus mengembangkan
serangkaian keterangan umum sehingga hal ini dapat diprogramkan ke dalam
pangkalan data. Biasanya, beberapa tabel ini belum lengkap, tetapi hal ini
akan terus disempurnakan sambil berjalan bersamaan dengan data yang
ditambahkan sebagai hasil kunjungan lapangan ke tempat pengusaha dan
institusi lain, penambahan data sensus dan pelaksanaan analisa pangkalan
data itu sendiri.

Data Berjangka

Beberapa data yang dikumpulkan untuk pangkalan data mungkin
perlu diperbaharui setidaknya setiap tahun sekali, dan beberapa figur mungkin
juga merupakan figur ‘mengambang’ yang membutuhkan jumlah bulanan
dan jumlah kumulatif untuk tahun tersebut. Pangkalan data harus
menyediakan posisi bulanan, triwulanan dan tahunan apabila diperlukan,
demikian pula halnya dengan kapasitas untuk membuat perbandingan
antartahun dan untuk data berjangka yang akan dibangun.

A 6.5 Sumber-Sumber Lain

Sebagai tambahan dari identifikasi sumber-sumber IPK yang ada
pada saat ini, staf LKM juga dapat mencari sumber-sumber lain yang potensial
untuk memenuhi tambahan data yang dibutuhkan para pengguna.

Hal ini dapat mencakup pelaksanaan survei percontohan untuk
mengukur permintaan tenaga kerja pada saat ini dan proyeksinya. Hal ini
dapat berupa sampel survei perusahaan-perusahaan di industri tertentu, untuk
mengidentifikasi bidang-bidang yang kekurangan tenaga terampil, dampak
perubahan teknologi di sektor-sektor tersebut, dan bidang keterampilan di
mana mereka terpaksa menawarkan upah yang di atas rata-rata atau tidak ada
tunjangan gaji untuk mempekerjakan atau merekrut pekerja. Informasi yang
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lebih terperinci juga harus dikumpulkan mengenai karakteristik pencari kerja.

Survei juga harus dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih
spesifik tentang:

§ Kurangnya keterampilan berdasarkan pekerjaan dan industri;
§ Kebutuhan pelatihan pekerja yang ada;
§ Kajian yang dilakukan pengusaha mengenai keterampilan pekerja

yang telah menyelesaikan kursus keterampilan yang diberikan oleh
penyedia jasa pelatihan setempat;

§ Alasan untuk lowongan-lowongan yang tidak terisi.
Setelah pangkalan data selesai dibangun, analisis-analisis dan laporan-

laporan harus disediakan secara teratur. Pada awalnya, hal ini merupakan
proses bertahap dan mungkin terdapat banyak kesenjangan, tetapi seiringan
dengan diperolehnya informasi, serangkaian tabel dapat dihasilkan.
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LKM juga dapat dilibatkan dalam penyampaian dan administrasi pro-
gram khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok-
kelompok tertentu. Program-program ini dapat diperkenalkan oleh
pemerintah atau dikembangkan sebagai bagian dari proyek-proyek bantuan
donor, dan dapat memiliki durasi jangka pendek atau panjang.

LKM dapat memainkan peran penting dalam merancang dan
menargetkan program-program ini, sebagaimana pula dalam penyampaiannya.
Tetapi merupakan hal penting bahwa Departemen Tenaga Kerja yang terkait
juga memberikan masukan dalam rancangan program-program tersebut. Di
luar dari durasi prakarsa tersebut, peran LKM dapat meliputi pengkajian
mengenai kelayakan klien, pemberian referensi dan penempatan dalam pro-
gram dan administrasi yang sedang berjalan.

Daftar berikut ini memberikan deskripsi singkat mengenai program yang
dapat diimplementasikan dalam situasi-situasi tertentu.

A 7.1 Pengembangan dan Dukungan Wirausaha dan
Usaha Kecil

Karena terbatasnya jumlah kesempatan kerja yang tersedia bagi tenaga
kerja di sektor pegawai pemerintah dan di perusahaan-perusahaan swasta
maupun publik, akan terdapat banyak pencari kerja yang tidak siap
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mendapatkan pekerjaan. Beberapa dari pencari kerja ini mungkin tertarik
dengan cara-cara alternatif untuk memperoleh pemasukan, dan petugas
layanan ketenagakerjaan dapat membantu mempromosikan wirausaha dan
pengembangan usaha kecil dengan cara memberikan saran, pelatihan dan
layanan bantuan bagi calon-calon peserta.

Dukungan kepada usaha kecil mengacu pada dukungan yang diberikan
kepada pencari kerja untuk memungkinkan mereka membangun usaha kecil
yang baru. Dukungan ini dirancang untuk:

§ Menghasilkan sektor usaha kecil yang lebih aktif di negara tersebut,
yang memiliki potensi yang penting dalam menghasilkan kesempatan
kerja; dan

§ Membantu para pengangguran melewati transisi dari masa
pengangguran menuju wirausaha.

Tampilan

LKM dapat menyediakan informasi mengenai bagaimana pekerjaan
dapat diciptakan melalui perusahaan skala kecil, dan bagaimana caranya
menghubungi organisasi yang akan memberikan akses ke paket-paket pelatihan
dan peralatan bantuan untuk membantu wirausahawan memulai usahanya
sendiri, memperoleh akses kredit dan layanan usaha lainnya.

Petugas-petugas layanan ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan
LSM, terutama yang sudah terlibat membantu usaha kecil, dan LKM juga
dapat membantu mengembangkan program-program yang melibatkan
pelatihan bagi pelatih dan menyediakan bantuan awal bagi institusi-institusi
yang membantu pengembangan usaha kecil. LKM harus mempromosikan
Program Memulai dan Meningkatkan Bisnis yang dikembangkan oleh ILO.16

Itu merupakan paket pelatihan keterampilan manajemen yang praktis dan
saling terkait bagi pemilik dan pengelola usaha-usaha berskala kecil dan mikro.

LKM dapat mempromosikan program ini bekerja sama dengan
organisasi pengembangan usaha lokal untuk memberikan sesi-sesi informasi
mengenai:

16 Untuk informasi lebih lanjut, tersedia di www.ilo.org/seed
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Mengetahui tentang usaha

Bagian ini meliputi:

§ Kesadaran mengenai kesempatan wirausaha;
§ Kesempatan wirausaha bagi para peserta pelatihan yang berhasil

menyelesaikan kursus pelatihan kejuruan; dan
§ Persyaratan-persyaratan untuk memulai dan menjalankan usaha yang

sukses.

Memulai Usaha

Bagian ini meliputi:

§ Pelatihan untuk calon-calon pengusaha mengenai teori dan praktek
dalam mendirikan suatu usaha; dan

§ Menyiapkan suatu rencana usaha yang juga dapat digunakan untuk
mengajukan kredit.

Meningkatkan Usaha

Bagian ini meliputi:

§ Bagian-bagian penting dari dasar-dasar usaha; dan
§ Pembelajaran praktis langkah-demi-langkah untuk membantu pemilik

usaha kecil dan mikro dalam meningkatkan kinerja perusahaannya.
Petugas layanan ketenagakerjaan juga dapat mengatur sesi-sesi informasi

dan lokakarya bagi kelompok-kelompok pencari kerja untuk:

§ Memberi saran kepada mereka mengenai kemungkinan-kemungkinan
memulai usaha mereka sendiri;

§ Menginformasikan kepada mereka mengenai bagaimana caranya
memperoleh pelatihan dan keterampilan baru apabila mereka ingin
memulai usaha sendiri;

§ Menginformasikan kepada mereka mengenai jaringan organisasi dan
bantuan yang tersedia untuk membantu mereka; dan

§ Memberi mereka saran mengenai keterangan program-program
khusus yang mungkin tersedia dan dapat memberikan bantuan
tambahan bagi mereka.
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A 7.2 Bimbingan dan Penyuluhan Kejuruan

Program-program bimbingan dan penyuluhan kejuruan yang
dilaksanakan oleh LKM bertujuan memberikan semua informasi dan
bimbingan yang diperlukan kepada para pencari kerja mengenai peluang untuk
mendapatkan kesempatan kerja atau meningkatkan kondisi ketenagakerjaan
mereka. Bimbingan dan penyuluhan dapat diberikan kepada individu-individu
atau kelompok-kelompok kecil yang memiliki minat di bidang yang sama,
dan di beberapa kasus LKM juga dapat memberikan layanan ini kepada mereka
yang putus sekolah.

Program-program khusus dapat dikembangkan untuk kaum muda yang
telah meninggalkan bangku sekolah lebih dini, memberi informasi mengenai
luasnya rangkaian pekerjaan dan mengenai kesempatan kerja dalam pekerjaan
ini, serta bimbingan mengenai bagaimana mereka dapat memperoleh akses
terhadap kesempatan-kesempatan ini.

Bimbingan harus mempertimbangkan:

§ Faktor ekonomi, sosial, teknologi, budaya dan keluarga yang
mempengaruhi sikap, harapan dan pilihan karir orang tersebut;

§ Hasil ujian, termasuk ujian kemampuan;
§ Prestasi di bidang pendidikan dan/atau pengalaman kerja;
§ Kesempatan-kesempatan dan prospek-prospek di sektor pekerjaan

yang diminati; dan
§ Pilihan-pilihan dan kebutuhan-kebutuhan khusus individual,

termasuk kondisi medis, keterbatasan fisik dan cacat fisik.
Sementara penekanan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan individual,

bimbingan juga harus disertai dengan informasi yang dapat memberi mereka
pandangan yang realistis mengenai kesempatan yang tersedia, termasuk tren-
tren di dalam pasar kerja dan struktur ketenagakerjaan, dampak lingkungan
dari berbagai pekerjaan, dan apa yang dapat diharapkan dalam hal penggajian,
jenjang karir dan mobilitas pekerjaan.

Perhatian khusus harus diberikan kepada perempuan dan remaja putri,
untuk memastikan bahwa bimbingan tersebut sampai kepada mereka dan
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mempertimbangkan faktor jender. Bimbingan tersebut harus meliputi
keseluruhan rangkaian kesempatan pendidikan, pelatihan dan kerja serta
bantuan sosial dan lainnya apabila dibutuhkan.

A 7.3 Skema Pelatihan Kejuruan dan Skema
Pelatihan Pekerja Baru

Skema Pelatihan Kejuruan dapat diorganisasi oleh LKM untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar kerja lokal.

LKM dapat melakukan perundingan dengan penyedia jasa pelatihan
untuk menawarkan bantuan finansial untuk kursus-kursus yang mencakup
pekerjaan dan keterampilan yang sedang dalam permintaan tetapi belum
ditangani dalam sistem pelatihan yang normal. Pengaturan kursus ini menjadi
sangat penting, terutama saat kebutuhan akan keterampilan baru bermunculan
dalam perekonomian tetapi belum ditangani oleh pendidikan dan sistem
pelatihan yang normal. Apabila dimungkinkan, peserta pelatihan yang telah
menyelesaikan kursus dengan sukses harus diberi penghargaan dalam bentuk
akreditasi.

Prakarsa-prakarsa seperti ini membutuhkan pendanaan dari
pemerintah atau proyek dan dapat meliputi tampilan-tampilan seperti berikut:

a. LKM akan mengidentifikasi keterampilan yang sedang dibutuhkan
baik di daerah setempat atau di seluruh wilayah negara tersebut.

b. LKM akan menegosiasikan dengan institusi pelatihan mengenai
kursus-kursus dan materi-materi yang harus disiapkan untuk
keterampilan-keterampilan ini atau untuk institusi-institusi agar dapat
mengadopsi kursus-kursus dan materi-materi yang sudah tersedia di
tempat lain.

c. Negosiasi biasanya dilakukan LKM di tingkat nasional, tetapi PLK
individual juga dapat diberikan wewenang untuk bernegosiasi dengan
institusi-institusi, tergantung biaya dan jangkauan kebutuhan
keterampilan tersebut, apakah bersifat lokal atau lebih luas.

d. Di tingkat nasional, LKM dapat menegosiasikan perjanjian payung
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dengan sistem seperti Departemen Pendidikan atau asosiasi perguruan
tinggi swasta. PLK lokal akan dapat membantu institusi lokal secara
finansial melalui perjanjian ini.

e. LKM dapat bernegosiasi dengan institusi lokal mengenai kursus-
kursus yang mencakup keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan
di daerah mereka. Negosiasi dapat dilakukan dengan perjanjian
payung apabila telah ada perjanjian seperti itu sebelumnya.

f. Pencari kerja akan direferensikan kepada kursus pelatihan kejuruan
yang terakreditasi oleh PLK dan mungkin layak untuk memperoleh
tunjangan pelatihan sehingga dapat mengikuti kursus.

g. Bantuan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan oleh institusi dalam
mengembangkan kurikulum pelatihan ini dan dalam menjalankan
kursus tersebut.

h. Layanan Ketenagakerjaan dapat menutupi hingga 100 persen biaya
yang dikeluarkan, tetapi hanya ketika layanan tersebut disediakan
secara menyeluruh dan eksklusif bagi PLK.

i. Apabila tidak terdapat kualifikasi yang ada pada saat itu untuk suatu
kursus yang telah dikembangkan, LKM dapat mengeluarkan sertifikat
ad hoc.

Skema Pelatihan Pekerja Baru mengembangkan tingkat keterampilan
dasar yang dibutuhkan di tiap pekerjaan dan industri. Skema ini berkonsentrasi
pada pekerjaan yang menekankan pelatihan di tempat kerja yang diberikan
oleh pengusaha dan bukan pada pekerjaan yang hanya dapat dilakukan melalui
pendidikan tinggi yang luas.

Para pelaksana LKM memastikan bahwa pelatihan kejuruan untuk jenis-
jenis pekerjaan yang bisa dimasuki oleh mereka, yang misalnya putus sekolah,
diselenggarakan dengan baik dan diakreditasi. Pelatihan-pelatihan ini juga
dirancang untuk memastikan bahwa pelatihan untuk para pekerja yang baru
pertama kali bekerja dipertahankan pada tingkat yang memuaskan di setiap
waktu. Sebagai tujuan sekunder, skema pelatihan untuk para pekerja baru ini
juga memastikan penyerapan peserta yang maksimum, yang baru saja
meninggalkan sistem pendidikan.
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Program ini biasanya dikembangkan sebagai bagian dari strategi yang
lebih luas yang melibatkan Departemen Kementerian Pendidikan Kejuruan
dan dengan LKM yang biasanya dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Elemen-elemen skema tersebut dapat mencakup komponen-komponen
berikut ini:

a. Pengusaha menerima subsidi untuk melatih orang-orang yang baru
bekerja.

b. Subsidi tersebut dapat terus diberikan selama pelatihan tersebut
dibutuhkan; sampai dua atau tiga tahun.

c. Subsidi tersebut dapat menutupi biaya peserta pelatihan yang
dibebaskan dari pekerjaannya untuk mengikuti pelatihan formal di
institusi-institusi, seperti upah bagi para pekerja ini selama mereka
tidak hadir, biaya institusional, dan lain sebagainya.

d. Pekerja yang mengikuti pelatihan harus menyelesaikan pelatihan
tersebut dengan hasil yang memuaskan. Apabila tidak, subsidinya
dapat dihentikan.

e. Subsidi dapat digunakan untuk menghasilkan peserta pelatihan
tambahan. Pengusaha yang menerima hal ini ketika mereka
menunjukkan bahwa mereka menerima lebih banyak peserta
dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka dapat menerima
insentif tetap, misalnya 25 persen dari rata-rata upah, untuk setiap
peserta tambahan.

f. Pengusaha yang memiliki fasilitas pelatihan yang luas yang tidak
digunakan secara penuh memperoleh subsidi untuk menyediakan
fasilitas tersebut kepada pengusaha-pengusaha lain atau institusi-
institusi pelatihan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk
diri mereka sendiri.

A 7.4 Skema Pelatihan bagi Kaum Muda

Skema Pelatihan bagi Kaum Muda bertujuan menyediakan program
pelatihan yang mendalam bagi kaum muda yang memiliki sedikit atau tidak
pengalaman di pasar kerja. Hal ini menjadi penting, khususnya bagi mereka
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yang putus sekolah. Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa kelompok
ini akan memperoleh pelatihan yang memadai untuk melengkapi mereka pada
saat pertama kali bekerja.

Seringkali terdapat keinginan untuk menentukan program ini dengan
cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang kaum muda pun yang
dapat ditolak aksesnya, ini menjamin setidaknya sejenis pelatihan mula bagi
semua kaum muda. Perhatian khusus harus diberikan pada keterbatasan yang
dimiliki perempuan muda dalam mengakses program-program seperti ini.

Program ini harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelatihan yang luas
yang dibutuhkan oleh kaum muda yang memasuki pasar kerja untuk pertama
kalinya, dan harus dikembangkan dalam kerja sama dengan otoritas pelatihan
bagi para pekerja yang abru bekerja.

Tampilan

Program ini dapat mencakup serangkaian tampilan:

a. Pada saat kaum muda tidak dapat memperoleh kesempatan kerja
atau pelatihan yang tidak disubsidi ketika mereka baru memasuki
dunia kerja, mereka dapat dijamin mendapat tempat dalam kursus
yang baru yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan-
keterampilan yang luas yang dapat terus dibawa dari satu pekerjaan
ke pekerjaan yang lain.

b. LKM dapat memberikan bantuan finansial bagi institusi-institusi
pelatihan untuk mengadakan kursus-kursus seperti ini. Bantuan
finansial dapat mencakup biaya pengembangan dan biaya untuk
menjalankan kursus-kursus tersebut.

c. Kaum muda dapat diberikan penawaran tunjangan pelatihan untuk
berpartisipasi dalam kursus tersebut.

d. Kursus-kursus tersebut dapat terdiri dari gabungan pelatihan di  dalam
dan luar tempat kerja dan dapat berlangsung hingga dua tahun.

e. Peserta pelatihan diharapkan menunjukkan kemajuan dengan
memperoleh derajat kompetensi yang telah ditentukan.
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A 7.5 Migrasi Tenaga Kerja dan Kesempatan
Bekerja di Luar Negeri

Skema Mobilitas Tenaga Kerja mengatasi ketidakcocokan geografis
antara persediaan dan permintaan akan pekerja terampil. Pengangguran yang
terdaftar dapat diganti biaya pemindahannya apabila mereka mendapatkan
pekerjaan di lokasi baru di luar jarak perjalanannya sehari-hari dari rumah
yang ia tempati sekarang. Penggantian uang pemindahan ini hanya harus
dibayarkan apabila PLK di daerah baru tersebut memastikan bahwa tidak
terdapat pekerjaan yang memadai di daerah tersebut.

Dalam kasus pekerjaan di luar negeri, pencari kerja dapat direkrut
berdasarkan kontrak dalam beberapa tahun untuk bekerja di negara lain.

Di beberapa negara, institusi ketenagakerjaan swasta sangat aktif dalam
rekrutmen untuk pekerjaan di luar negeri ini, dan LKM harus mengkaji apakah
hal ini menguntungkan bagi institusi tersebut untuk beroperasi di daerah ini.
Dalam beberapa kasus, LKM hanya menjalankan peran pengaturan saja.

A 7.6 Program Pekerjaan Umum Berbasis Tenaga
Kerja

Pengangguran memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang sangat
negatif, baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu
tertentu. Selain menambah pengeluaran negara yang non-produktif,
pengangguran juga memberikan dampak tekanan psikologis yang besar bagi
mereka yang menganggur. Tekanan seperti ini, digabungkan dengan keinginan
untuk menghasilkan pemasukan, dapat mengarah ke perilaku anti-sosial dan
penggunaan kekerasan, sehingga memperparah krisis yang sudah terjadi.

Untuk menghilangkan konsekuensi negatif dari pengangguran,
Pekerjaan Umum dapat diselenggarakan oleh LKM untuk menciptakan
kesempatan kerja sementara bagi mereka yang menganggur. Program ini
penting pada khususnya ketika penganggutan meningkat dengan cepat.
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Proyek-proyek yang diselenggarakan di bawah pekerjaan umum harus
memiliki manfaat sosial dan/atau memiliki kontribusi dalam memperbaiki
efisiensi ekonomi. Persiapan yang seksama dan rancangan proyek merupakan
hal yang penting apabila program tersebut hendak mencapai tujuan-tujuannya.

Jenis-jenis lowongan yang diciptakan harus memperhatikan keterampilan
dan kualifikasi orang-orang yang menganggur di daerah setempat. Proyek-
proyek dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

a. Perbaikan lingkungan wilayah kota (pembersihan, pengecatan, dll.);
b. Bantuan untuk otoritas konstruksi dalam mengimplementasikan

pekerjaan-pekerjaan untuk rumah-rumah tempat tinggal, rumah sakit,
sekolah, taman kanak-kanak, panti jompo;

c. Bantuan untuk daerah pedesaan selama waktu panen;
d. Penyimpanan kayu, dan kegiatan mengangkut dan menurunkan

barang;
e. Menjaga orang sakit, penyandang cacat dan lanjut usia; serta
f. Membangun jalanan, jembatan, jalur irigasi.

Program-Program Pekerjaan Umum dapat digunakan untuk:
a.  Menyediakan pekerjaan sementara bagi para individu yang, untuk

alasan yang berbeda-beda, telah kehilangan pekerjaan yang
sebelumnya dan sumber-sumber penghidupan;

b. Memberikan pekerjaan bagi para individu yang berada dalam usia
pra-pensiun, penyandang cacat, yang telah kehilangan mobilitas
profesional atau fisiknya;

c. Mengundang kaum muda ke dalam kesempatan kerja;
d. Membantu mereka yang telah mengalami istirahat yang cukup panjang

dalam kegiatan profesionalnya karena alasan-alasan personal, atau
mereka yang baru dibebaskan dari penjara; dan

e. Memberi bantuan bagi mereka yang kurang kompetitif di pasar kerja.
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A 7.7 Tunjangan Pelatihan

Tunjangan pelatihan dapat dibayarkan secara reguler di tempat tunjangan
pengangguran (TP). Tujuannya adalah untuk menarik kaum muda dari
ketergantungan pasif terhadap TP, dan mendorong mereka lebih aktif
mengikuti pelatihan-pelatihan kejuruan.

Tunjangan tersebut terdiri dari dua komponen: suatu komponen yang
setara dengan TP, ditambah pelatihan tambahan. Pelatihan tambahan dapat
beragam dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa program tersebut
mencapai tujuannya (misalnya, tambahan dapat ditingkatkan untuk
memberikan insentif yang lebih besar, atau terbatas hanya untuk pencari
kerja dalam kategori tertentu).

Tampilan

a. Tunjangan pelatihan hanya dapat dibayarkan bagi pelatihan kejuruan
yang terakreditasi, yang sebelumnya harus disetujui oleh PLK lokal.
Tunjangan ini dapat dibayarkan dalam jangka waktu yang tetap, dan
tergantung pada seberapa memuaskan pelatihan tersebut.

b. Pada saat hak TP berubah, dalam situasi normal, selama periode
kursus, komponen TP akan tetap tidak berubah sesuai dengan tingkat
maksimum yang berhak diperoleh oleh peserta.

c. Tunjangan pelatihan dapat dibayarkan selama kursus pelatihan
kejuruan berlangsung atau sampai beberapa bulan yang telah
disepakati.

d. Peserta yang keluar atau gagal dalam kursus tersebut tidak akan dapat
memperoleh hak ini. Peserta yang keluar dari kursus tersebut akan
kembali memperoleh hak TP mereka yang biasa, dengan semua
kondisi yang terkait termasuk perhitungan periode tunjangan
pelatihan sebagai bagian dari periode TP.

e. PLK harus puas apabila seseorang aktif mencari pekerjaan tapi belum
berhasil memperoleh pekerjaan tersebut. Biasanya hal ini menandakan
bahwa orang tersebut setidaknya mencari pekerjaan selama periode
waktu minimum (misalnya, enam bulan).

f. PLK harus puas bahwa seseorang akan memperoleh keuntungan
dari pelatihan yang diajukan. Hal ini biasanya menandakan bahwa
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orang tersebut mampu menyelesaikan pelatihan dan bahwa pelatihan
tersebut akan meningkatkan prospek kerja orang tersebut secara
substansial.

A 7.8 Skema Subsidi Upah

Skema Subsidi Upah memberikan pembayaran langsung kepada
pengusaha, sebagai subsidi dari biaya upah yang dikeluarkannya untuk
mempekerjakan kelompok-kelompok sasaran tertentu di pasar kerja.

Hal ini memastikan bahwa kelompok-kelompok ini tidak dirugikan secara
tidak adil dari kondisi pengangguran dengan mendorong pengusaha
mempekerjakan mereka.

Tampilan

a Program ini dapat digunakan untuk menyediakan suatu subsidi upah
bagi kelompok-kelompok sasaran tertentu (misalnya pengungsi,
mantan tentara atau penyandang cacat).

c Permasalahan ketenagakerjaan ini akan menghormati semua hukum
dan kondisi-kondisi ketenagakerjaan yang biasa. Ketenagakerjaan
akan seluruhnya berjalan normal dan hal ini dapat dilakukan untuk
berbagai pekerjaan atau industri. Semua pengusaha layak menerima
subsidi ini, apabila mereka bersedia menerima pengangguran yang
direferensikan kepada mereka.

c Pengusaha harus menunjukkan bahwa subsidi upah ini tidak akan
digunakan untuk mengganti pekerja yang sudah ada.

d Pengusaha harus menandatangani sebuah kontrak dengan PLK,
menyetujui persyaratan-persyaratan skema ini dan untuk memberikan
PLK keterangan apabila skema ini harus dihentikan selama atau segera
setelah periode subsidi.

e Tingkat subsidi yang berbeda-beda dapat diterapkan tergantung pada
kriteria kelayakan seseorang, dengan tingkat dasar yang berlaku bagi
mereka yang memenuhi kriteria kelayakan untuk pertama kalinya dan
tingkat premium yang dibayarkan bagi mereka yang merupakan pihak
yang paling tidak diuntungkan dalam pasar kerja.
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A 7.9 Program-Program Ketenagakerjaan
Komunitas

Program Ketenagakerjaan Komunitas menghasilkan pekerjaan di tingkat
lokal dengan memberikan bantuan finansial bagi otoritas pemerintah lokal
dan institusi-institusi kemasyarakatan lokal untuk menciptakan pekerjaan-
pekerjaan baru yang bersifat sementara, tetapi penuh waktu.

Program ini dirancang untuk membantu mereka yang menganggur agar
tetap aktif dan berguna dalam pekerjaan sementara mereka menunggu
kesempatan kerja yang lebih permanen untuk jangka waktu yang lebih panjang.
Pada saat yang bersamaan, program ini juga memberikan dana bagi komunitas
lokal untuk melaksanakan proyek yang memiliki nilai-nilai sosial.

Tampilan

i. Program Ketenagakerjaan Komunitas hanya dapat diprakarsai di
wilayah di mana tingkat pengangguran meningkat di atas ambang
batas. Misalnya, program dapat dipicu jika suatu wilayah memiliki
tingkat pengangguran yang melebihi rata-rata nasional.

ii. Proyek ini dilaksanakan oleh “sponsor proyek” yang mungkin
merupakan:
- Insitusi-institusi yang mewakili pemerintah lokal atau wilayah;
- Institusi-insitusi nirlaba (misalnya yayasan).

iii. Kelompok-kelompok khusus dapat dibentuk untuk tujuan ad hoc
dalam melaksanakan proyek, selama hal tersebut adalah untuk
keperluan nirlaba. Di samping itu, sejumlah sponsor juga mungkin
memiliki keinginan untuk melaksanakan proyek tersebut untuk
kepentingan bersama. Dalam kasus seperti ini, sponsor proyek
harus membentuk kepanitiaan khusus untuk mengawasi proyek
dan bertindak sebagai pengendali proyek.

iv. Proyek-proyek dikaji oleh LKM. Proyek-proyek ini harus memiliki
kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
dan ekonomi di daerah tersebut. Proyek-proyek tersebut dapat
berupa pemeliharaan dan perbaikan jalan, tempat-tempat umum
dan berbagai infrastruktur lokal lainnya, proyek-proyek lingkungan
dan proyek-proyek sosial (misalnya mengasuh mereka yang sudah
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lanjut usia atau sedang sakit). Proyek-proyek ini dapat mencakup
semua pekerjaan atau tingkat keterampilan.

v. Dana bantuan proyek dapat menutupi biaya keseluruhan,
termasuk:
1. Upah dan biaya materi;
2. Biaya tetap (misalnya akomodasi dan asuransi);
3. Biaya pengawasan (misalnya staf supervisor terampil yang mana

pun, biaya asuransi).
vi. Upah harus setidaknya merupakan 75 persen biaya proyek.
vii. Sponsor harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang tercipta benar-

benar merupakan pekerjaan baru dan akan memenuhi fungsi yang
berguna.

viii. Sponsor harus setuju mempekerjakan hanya mereka yang
direferensikan kepada mereka oleh PLK. Mereka boleh memilih
dari mereka yang direferensikan.

ix. Kontrak akan menspesifikasikan proyek yang harus ditangani,
jumlah pengangguran yang akan dilibatkan, dan periode waktu.

x. Sponsor proyek diminta memberikan laporan secara teratur
mengenai kemajuan proyek dan memperbolehkan petugas PLK
mengunjungi proyek untuk tujuan inspeksi.

xi. Peserta akan dipekerjakan penuh selama masa proyek, di bawah
persyaratan standar yang bukan hanya mencakup upah tetapi juga
persyaratan lain yang terdapat dalam undang-undang perburuhan
nasional.

xii. Peserta harus merupakan pengangguran dan menerima TP atau
apabila tidak maka mereka tidak memenuhi syarat.

A 7.10 Menangani Tumpang tindih Massal

Menangani Tumpang tindih Massal mengacu pada bantuan yang
diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki alternatif selain
membuat sejumlah besar pekerja tumpang tindih.

Mereka yang telah menjadi tumpang tindih (atau akan) ditawarkan
bantuan cepat untuk mencari kesempatan kerja lain dan dengan memberikan
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mereka layanan pemberian saran, kesejahteraan dan layanan ketenagakerjaan.

Tampilan

i. LKM dapat bernegosiasi dengan perusahaan apa pun yang hendak
mengurangi jumlah staf. Negosiasi tersebut harus bersifat tripartit,
melibatkan LKM, pengusaha dan serikat pekerja.

ii. Harus terdapat kontrak yang menspesifikasi bentuk bantuan yang
ditawarkan dan kewajiban-kewajiban ketiga pihak yang terlibat
secara terperinci.

iii. Dana LKM dapat digunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan
apa pun yang dirancang untuk membantu mereka yang menjadi
korban pengurangan jumlah pekerja; bantuan ini tidak dapat
digunakan untuk membantu pengusaha.

iv. Bantuan dapat meliputi dorongan rekrutmen khusus, bantuan
mobilitas, pendaftaran TP di tempat, program-program pelatihan
kembali yang khusus (apabila perlu, dinegosiasikan dengan institusi
pelatihan setempat) dan persyaratan kelayakan khusus untuk
kesempatan kerja dan langkah-langkah pelatihan lain.

v. Adanya bantuan harus tidak boleh membuat tanggung jawab
hukum pengusaha berkurang dengan cara bagaimana pun, atau
tanggung jawab mereka sebagai pengusaha untuk
mempertahankan seluruh pekerja mereka dengan baik.

A 7.11 Pelatihan Keterampilan dan Pelatihan
Keterampilan Ulang

Skema Pelatihan Ulang dan Restrukturisasi kembali membantu
perusahaan-perusahaan yang mengalami restrukturisasi dan perlu melatih
kembali staf-staf mereka sebagai akibatnya. Ketika skema ini dapat mencegah
pengurangan jumlah pekerja secara besar-besaran, hal ini bukanlah tujuan
utama mereka. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk finansial (seperti
mensubsidi pembebasan tugas pekerja untuk pelatihan kembali) atau
organisasional (seperti menegosiasikan kursus-kursus khusus untuk pengusaha
yang kebutuhan-kebutuhannya sekarang belum terpenuhi).
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Tampilan

a. Perusahaan apa pun yang sedang menjalankan restrukturisasi
memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan. Bantuan akan
diberikan sesuai dengan kesepakatan kontrak yang menspesifikasikan
kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban-kewajiban LKM.
Masing-masing kontrak bersifat unik bagi perusahaan yang terlibat.

b. Kewajiban-kewajiban perusahaan mencakup keterangan-keterangan
seperti:

c. Tujuan proposal pelatihan ulang tersebut;
d. Jenis pelatihan ulang yang akan diselenggarakan;
e. Biaya dan durasi pelatihan;
f. Pekerja-pekerja yang akan terkena dampaknya;
g. Akreditasi (apabila ada) yang akan diperoleh pekerja.
h. Kewajiban-kewajiban PLK mencakup keterangan-keterangan

mengenai subsidi yang akan diberikan dan durasinya.
i. Bantuan finansial yang ditawarkan dapat mencakup:

- Biaya pelatihan para pekerja;
- Biaya pengembangan pelatihan;
- Biaya pengawasan.

j. Subsidi tidak dapat menutupi 100 persen biaya. Harus terdapat
kontribusi perusahaan yang disepakati oleh perusahaan. Umumnya,
kontribusi ini tidak akan kurang dari 20 persen.

k. Perusahan akan diminta melaporkan kemajuan sesuai dengan kontrak.
Apabila mereka tidak menaati ketentuan-ketentuan kontrak, LKM
dapat menegosiasikan kembali atau membatalkan kontrak melalui
pemberitahuan terlebih dahulu.

A 7.12 Skema Pembelajaran Jarak Jauh

Skema Pembelajaran Jarak Jauh memberikan kesempatan pelatihan
bagi mereka yang mungkin tidak dapat menghadiri pusat pelatihan. Murid-
murid dapat menyelesaikan pelajaran mereka dengan menggunakan
korespondensi atau media elektronik.
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LKM dapat terlibat dalam penyediaan jasa pelatihan dengan
menyediak memberikan bantuan materi-materi dan fasilitas pembelajaran jarak
jauh,  dan untuk meningkatkan layanan tersebut.

Bantuan juga dapat diberikan dengan membangun fasilitas (misalnya
satelit penerima, peralatan video), bantuan finansial untuk biaya-biaya
pengembangan kursus dan materi-materi kursus, dan biaya untuk menjalankan
kursus tersebut.

Tampilan

a LKM dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan baik di daerah
setempat atau di seluruh wilayah negara yang akan memperoleh
keuntungan dari teknik-teknik pembelajaran jarak jauh. Mereka yang
dimaksud dapat terdiri dari komunitas-komunitas terpencil, atau
komunitas-komunitas di mana permintaan kursus lebih besar
dibandingkan fasilitas yang tersedia.

b LKM dapat bernegosiasi dengan penyedia jasa pembelajaran jarak
jauh untuk kursus-kursus dan materi-materi yang dapat disiapkan
atau untuk mengadopsi kursus dan materi-materi yang sudah tersedia.
Kursus-kursus tersebut harus diakreditasi.

c Pencari kerja dapat diberikan referensi mengenai kursus-kursus yang
tersedia.

d Bantuan dapat meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penyedia
jasa dalam mengembangkan kurikulum pelatihan dan dalam
menjalankan kursus. Hal ini dapat mencakup biaya-biaya untuk
menyediakan akses dalam komunitas-komunitas yang terpencil
sampai pada fasilitas pembelajaran jarak jauh (misalnya piring satelit).

e Apabila tidak terdapat akreditasi untuk kursus yang telah
dikembangkan, LKM dapat mengeluarkan sertifikat ad hoc.

A 7.13 Dukungan Pendapatan

Pemerintah dapat memperkenalkan program-program yang memberikan
dukungan finansial untuk kategori-kategori klien yang menganggur dan yang
kurang diuntungkan, dan LKM dapat bertanggung jawab atas administrasi
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program-program tersebut. Hal ini dapat mencakup pengkajian kelayakan
klien dan masa pemberian dukungan. Contoh-contoh program seperti itu
adalah:

Tunjangan Pengangguran (TP)

TP merupakan suatu dukungan pendapatan yang diberikan kepada
pengangguran yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan. LKM dapat
terlibat dalam sejumlah cara:

1. Menentukan apakah persyaratan yang ada telah dipenuhi, untuk
memastikan agar penerima bantuan memenuhi kewajibannya untuk
mencari pekerjaan;

2. Memberikan pelatihan dan bantuan mencari pekerjaan;
3. Administrasi keseluruhan sistem TP.

A 7.14 Bantuan Sosial (Tunai)

Bantuan Sosial memberikan pendapatan dasar tambahan bagi
keluarga-keluarga yang memenuhi persyaratan dari mereka sedang menerima
TP dan bagi para pengangguran yang telah menghabiskan haknya atas TP.

Peran LKM dapat mencakup penentuan durasi bantuan tunai bagi
mereka yang telah menghabiskan haknya atas TP, dan juga kayak untuk kembali
menerima TP (di kebanyakan negara, rekualifikasi untuk TP hanya dapat
diperoleh setelah periode pengangguran yang panjang).

LKM juga dapat diminta mengkaji kebutuhan-kebutuhan anggota
keluarga mereka yang menganggur yang telah menghabiskan haknya atas TP.
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Daftar berikut ini mengidentifikasi persyaratan minimum untuk
mendirikan PLK, dan khususnya berkaitan dengan pendirian kantor proyek
percontohan.

Tempat

a. Gedung PLK harus memiliki struktur yang kuat, dengan atap, dinding
dan lantai dalam kondisi yang baik;

b. Dinding dan atap di bagian dalam harus tahan cuaca dan berada
dalam kondisi yang baik, dan terdapat bentangan karpet/pelapis lantai
yang memadai;

c. Keamanan dan kunci-kunci yang memadai harus dipasang pada pintu-
pintu dan jendela-jendela;

d. Listrik harus terpasang, dengan pencahayaan yang memadai dan
saklar-saklar listrik yang cukup untuk komputer dan berbagai
perlengkapan kantor lainnya;

e. Pemanas ruangan dan kipas angin harus disediakan apabila perlu;
f. Kondisi dan jangka waktu sewa harus ditinjau ulang;
g. Batasan-Batasan apa pun mengenai waktu akses dan jam buka harus

diperjelas.
Dalam situasi pasca-krisis di mana pelayanan sementara dibutuhkan di

suatu lokasi tertentu, persediaan formulir pendaftaran, lembar informasi dan
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brosur-brosur, bersamaan dengan meja-meja dan kursi-kursi bongkar-pasang
harus disediakan agar dapat di antarkan ke lokasi PLK dan digunakan selama
masa tersebut. Dalam situasi seperti ini, mungkin dapat menggunakan ruang
pertemuan setempat, gedung-gedung komunitas, tenda-tenda atau ada
pengusaha yang berniat mendirikan titik pelayanan ketenagakerjaan sementara.

Ruang Penerimaan Tamu

PLK harus memiliki area penerimaan tamu, dan seorang petugas
ketenagakerjaan harus bertanggungjawab atas ruangan ini (tugas ini dapat
dilakukan dengan dasar rotasi). Apabila bagian tersebut sangat sibuk dan
banyak orang yang menunggu, petugas layanan ketenagakerjaan harus
memberikan informasi awal kepada klien untuk menjelaskan bagaimana kantor
PLK berfungsi dan kemungkinan penundaan, dan mengarahkan mereka
kepada pewawancara yang tepat. Untuk meminimalisasi penundaan, sistem
membuat janji dapat diperkenalkan. Pencari kerja harus diminta mengisi sendiri
formulir pendaftaran pencari kerja sementara mereka menunggu, dan sebuah
salinan formulir pendaftaran pencari kerja yang diperbesar dan lengkap harus
dipamerkan sebagai panduan untuk membantu orang-orang dalam mengisi
formulir tersebut.

Ruang penerimaan tamu harus memiliki beberapa tempat duduk dan
materi yang dapat dibaca oleh para pencari kerja sementara mereka menunggu.
Di luar ruang penerimaan tamu harus terdapat papan pemberitahuan yang
memperlihatkan lowongan-lowongan pekerjaan, kesempatan pelatihan, tempat
ujian keterampilan, dan informasi-informasi lain yang diminati para pencari
kerja.

Perabotan dan Perlengkapan Kantor

Daftar berikut ini akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan
minimum dalam mendirikan kantor. Ketepatan jumlah item-item ini mungkin
tergantung pada tingkat staf, jumlah klien yang diharapkan dan ruang yang
tersedia.

a Telepon, sambungan internet dan faks, dengan perangkat telepon
dan mesin faks yang memadai;
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b Meja dan kursi, kursi-kursi di ruang tunggu dan sebuah tempat
menulis atau meja yang dapat digunakan oleh klien;

c Lemari/rak arsip;
d Lemari/rak buku;
e Mesin fotokopi;
f Penyimpanan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang umum;
g Papan pengumuman yang besar untuk memasang pengumuman

lowongan, pemberitahuan dan informasi kesempatan kerja dan
pelatihan; dan

h Fasilitas ruang makan siang/rehat kopi.

Teknologi Informasi

Apabila tersedia komputer, stabiliser UPS dan printer juga harus disediakan.
Komputer harus memiliki kapasitas processing dan penyimpanan data yang
memadai untuk mendukung pangkalan data pencari kerja dan pasar kerja
yang akan dibangun oleh LKM.
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Berikut ini adalah sampel dari pernyataan tugas dan kriteria seleksi untuk
posisi-posisi utama dalam PLK pasca-krisis.

Posisi: Manajer/Penyelia

Posisi: Departemen Tenaga Kerja

Lokasi: Pusat Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat

Kualifikasi: Gelar sarjana di bidang ekonomi lebih disukai,
pengalaman yang luas dengan pasar kerja, persoalan
ketenagakerjaan, dan pelatihan, keterampilan
manajemen dan kepemimpinan, keterampilan
komunikasi dan promosi yang baik, dapat mewakili
Kementerian di tingkat senior, menguasai
komputer.

Tugas-Tugas:

Di bawah pengarahan Direktur LKM nasional:

a Mengelola dan mengembangkan pengoperasian Pusat Layanan
Ketenagakerjaan. Memastikan pengawasan harian staf yang memadai
di Pusat PLK;

b Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana kerja bagi staf
di PLK dan meninjau ulang kemajuan secara berkala;
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c Secara aktif mempromosikan peran PLK dengan pengusaha-
pengusaha, LSM, Kementerian-Kementerian dan organisasi-
organisasi nasional dan internasional lain yang memiliki peran kunci,
dan mengembangkan strategi bersama dan pengaturan koordinasi
untuk proyek-proyek besar;

d Membangun dan menjaga hubungan dengan wakil-wakil masyarakat,
institusi-institusi lokal dan organisasi-organisasi lainnya untuk
mengembangkan penanganan khusus bagi kelompok-kelompok
pengangguran tertentu (misalnya pengembangan usaha kecil dan
pelatihan keterampilan kejuruan);

e Mengidentifikasi bidang-bidang yang memiliki potensi pertumbuhan
di sektor formal dan informal dan mengembangkan penanganan
ketenagakerjaan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan tersebut;

f Membantu pengembangan kewirausahaan dan prakarsa-prakarsa
pengembangan usaha kecil melalui kolaborasi dengan spesialis ILO,
dan LSM serta institusi-institusi lain yang terkait;

g Membuat analisa dan menyiapkan laporan-laporan Informasi Pasar
Kerja secara teratur dengan analisa tren, bidang-bidang pertumbuhan
yang diharapkan dan kesempatan-kesempatan pengembangan usaha
kecil;

h Memastikan bahwa pangkalan data IPK dikembangkan dan
digunakan secara efektif oleh pengguna internal dan eksternal;

i Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan pengarahan Direktur
LKM nasional.

Kriteria Seleksi

Pelamar yang sukses harus memiliki:

a Kemampuan manajemen dalam perencanaan, pemrograman dan
peninjauan ulang pengoperasian LKM, dan kemampuan menetapkan
tujuan, rencana dan mengalokasikan sumber daya dan memonitor
kinerja;

b Kemampuan memotivasi dan memimpin staf, menentukan pelatihan
dan kebutuhan-kebutuhan pengembangan lain yang diperlukan oleh
staf dan mengurus hal-hal tersebut;
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c Keterampilan berkomunikasi yang baik, termasuk kemampuan
menyampaikan informasi secara efektif kepada kelompok-kelompok
dan individu-individu dan menyiapkan korespondensi dan laporan-
laporan;

d Kemampuan meningkatkan layanan LKM kepada para pengusaha,
organisasi internasional yang terlibat dalam penanganan krisis,
organisasi usaha dan organisasi-organisasi kemasyarakatan;

e Berorientasi pada klien dan hasil; dan
f Kepedulian atas permasalahan-permasalahan kesetaraan kesempatan

kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Posisi: Petugas Layanan Ketenagakerjaan

Posisi: Departemen Tenaga Kerja

Lokasi: Pusat Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat

Kualifikasi: Berpengalaman menangani orang-orang, memiliki
pengetahuan mengenai pasar kerja, dan mampu
melakukan kunjungan promosi ke  pengusaha.
Menguasai komputer. Gelar sarjana lebih disukai
tetapi tidak esensial.

Tugas-Tugas:

Di bawah pengarahan Manajer/Penyelia Pusat Layanan
Ketenagakerjaan:

a Mengunjungi pengusaha, LSM dan organisasi-organisasi nasional dan
internasional lainnya di sektor publik dan swasta, untuk menjelaskan
peran LKM dan secara aktif mencari lowongan-lowongan pekerjaan.

b Mengidentifikasi bidang-bidang yang memiliki potensi pertumbuhan
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di sektor formal dan informal, dan mengembangkan penanganan
ketenagakerjaan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan tersebut;

c Membangun dan memelihara hubungan dengan perwakilan
masyarakat, institusi-institusi lokal, organisasi-organisasi nasional dan
internasional lain untuk mengembangkan penanganan khusus bagi
kelompok pengangguran tertentu (misalnya pengembangan usaha
kecil, pelatihan keterampilan kejuruan);

d Mendapatkan lowongan-lowongan dari para pengusaha dan
mereferensikan pencari kerja yang cocok untuk kesempatan kerja
tersebut;

e Mewawancarai pencari kerja dan mendaftarkan mereka untuk
kesempatan kerja dengan menggunakan formulir-formulir yang tepat
atau pangkalan data komputer untuk mencatat profil individu, kode
pekerjaan dan kategori kelompok klien;

f Memberikan penyuluhan dan informasi kepada pencari kerja
mengenai pilihan-pilihan kesempatan kerja, termasuk wirausaha,
kursus-kursus pelatihan dan kemungkinan memulai usaha sendiri;

g Membantu pengumpulan data mengenai pasar kerja setempat dan
memasukkan informasi tersebut ke dalam pangkalan data;

h Bekerja sebagai anggota tim LKM dan membantu bidang-bidang
pekerjaan yang lain apabila diperlukan.

Kriteria Seleksi

Pelamar yang sukses harus memiliki:

a Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai permasalahan-
permasalahan yang mempengaruhi pasar kerja;

b Keterampilan mewawancarai yang baik dan kemampuan bekerja
efektif bersama orang lain;

c Kemampuan mempromosikan layanan dan program LKM kepada
pengusaha, institusi nasional dan internasional dan organisasi
kemasyarakatan;

d Kemampuan komunikasi oral dan tertulis yang baik dan kemampuan
bekerja sebagai anggota tim;



199

Panduan Mendirikan - Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia

e Kepedulian atas permasalahan-permasalahan kesetaraan kesempatan
kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Posisi: Petugas Layanan Ketenagakerjaan/Penasehat

Kejuruan

Posisi: Departemen Tenaga Kerja

Lokasi: Pusat Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat

Kualifikasi: Gelar sarjana di bidang pendidikan psikologi,
berpengalaman dalam penyuluhan kejuruan,
memiliki pengetahun yang cukup mengenai
permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan dan
pasar kerja. Menguasai komputer.

Tugas-Tugas:

Di bawah pengarahan Manajer/Penyelia Pusat Layanan
Ketenagakerjaan:

a Mereferensikan dan memberi bimbingan dan informasi kepada
pencari kerja mengenai kesempatan kerja dan pelatihan yang tersedia;

b Mewawancarai pencari kerja dan mendaftarkan mereka untuk
memperoleh kesempatan kerja;

c Memberikan penyuluhan dan layanan pemberian referensi bagi
kelompok-kelompok sasaran tertentu (misalnya tentara yang
didemobilisasi, kaum muda yang terkena dampak perang, perempuan,
pengungsi, penyandang cacat);

d Mengumpulkan informasi dari institusi-institusi swasta dan publik,
serta dari LSM, perusahaan dan para pengusaha lain mengenai kursus-
kursus pelatihan dan kemungkinan kerja lapangan;

e Berhubungan dan berkoordinasi dengan departemen penyuluhan
karir di institusi pelatihan, institusi rekrutmen swasta dan LSM;
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f Berkomunikasi dengan pengusaha mengenai pemberitahuan
lowongan dan wawancara, memilih dan memberikan saran mengenai
pelamar yang cocok bagi mereka;

g Berhubungan dan berkoordinasi dengan program ketenagakerjaan
(misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbasis tenaga kerja,
wirausaha, pengembangan usaha kecil);

h Berhubungan dan berkoordinasi dengan program-program bantuan
dan layanan psikologis;

i Melaksanakan sesi-sesi ‘keterampilan mencari pekerjaan’ bagi para
pencari kerja mengenai bagaimana menyiapkan daftar riwayat hidup,
mendekati calon-calon pengusaha dan teknik-teknik wawancara kerja;

j Memberikan sesi-sesi informasi di sekolah-sekolah dan institusi-
institusi pelatihan mengenai layanan LKM;

k Bekerja sebagai anggota tim LKM dan membantu di bidang-bidang
pekerjaan yang lain apabila diperlukan.

Kriteria Seleksi

Pelamar yang sukses harus memiliki:

a Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai permasalahan-
permasalahan yang mempengaruhi pasar kerja;

b Pengalaman di bidang bimbingan kejuruan dan teknik-teknik
penyuluhan;

c Keterampilan mewawancarai yang baik dan kemampuan bekerja
dengan efektif bersama orang lain;

d Kemampuan untuk mempromosikan layanan dan program LKM
kepada pengusaha, institusi nasional dan internasional dan organisasi
kemasyarakatan;

e Kemampuan komunikasi oral dan tertulis yang baik dan kemampuan
untuk bekerja sebagai anggota tim;

f Berorientasi pada klien dan hasil; dan
g Memiliki kepedulian atas permasalahan-permasalahan kesetaraan

kesempatan kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
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Posisi: Petugas Layanan Ketenagakerjaan/Informasi

Pasar Kerja

Posisi: Departemen Tenaga Kerja

Lokasi: Pusat Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat

Kualifikasi: Gelar sarjana di bidang ekonomi, memiliki
pengalaman yang luas dalam penelitian dan statistik
pasar kerja dan analisa tren pasar kerja. Menguasai
komputer, termasuk pengalaman dengan program-
program perangkat lunak Access dan SPSS.

Tugas-Tugas:

Di bawah pengarahan Manajer/Penyelia Pusat Layanan
Ketenagakerjaan:

a Mengumpulkan data dan mengawasi pengumpulan dan pemasukan
data ke dalam pangkalan data pasar kerja LKM mengenai persediaan
dan permintaan angkatan kerja (terutama permintaan pelatihan dan
keterampilan);

b Berhubungan dengan BPS untuk keperluan statistik dan analisa dan
dengan informan-informan kunci di sektor swasta dan publik;

c Menyiapkan laporan-laporan informasi pasar kerja reguler dengan
suatu analisa tren;

d Mengunjungi pengusaha, LSM, dan organisasi-organisasi nasional
dan internasional lain di sektor publik dan swasta untuk menjelaskan
peran LKM, dan secara aktif  mencari lowongan-lowongan pekerjaan;

e Mengidentifikasi bidang-bidang yang memiliki potensi pertumbuhan
di sektor formal dan informal dan mengembangkan penanganan
ketenagakerjaan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan tersebut;

f · Mewawancarai pencari kerja dan mendaftarkan mereka untuk
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memperoleh kesempatan kerja;
g Bekerja sebagai anggota tim LKM dan membantu di bidang-bidang

pekerjaan yang lain apabila diperlukan.

Kriteria Seleksi

Pelamar yang sukses harus memiliki:

a Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai permasalahan-
permasalahan yang mempengaruhi pasar kerja;

b Pengalaman dan keterampilan dalam pelaporan dan analisa pasar
kerja dan statistik;

c Kemampuan komunikasi oral dan tertulis yang baik dan kemampuan
bekerja sebagai anggota tim;

d Kemampuan mempromosikan layanan dan program LKM kepada
pengusaha, institusi-institusi nasional dan internasional dan
organisasi-organisasi kemasyarakatan;

e Keterampilan mewawancarai yang baik dan kemampuan untuk
bekerja dengan efektif bersama orang lain;

f Berorientasi pada klien dan hasil;
g Kepedulian atas permasalahan-permasalahan kesetaraan kesempatan

kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
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Program Pengenalan (Indikatif)

Lembar penugasan

Pendahuluan dan Pengantar dari Departemen Tenaga Kerja

Peran dan Fungsi Departemen Tenaga Kerja:

§ Kebijakan Ketenagakerjaan;
§ Hubungan Industrial;
§ Inspeksi Perburuhan;
§ Izin Kerja;
§ Layanan Ketenagakerjaan;
§ Kebijakan Kesetaraan Kesempatan Kerja;
§ Kesempatan Kerja di Luar Negeri, Institusi-Institusi Ketenagakerjaan

Swasta, kegiatan-kegiatan lain.

Pusat Layanan Ketenagakerjaan Darurat:

§ Pengenalan staf;
§ Pandangan mengenai operasi-operasi dan seksi-seksi;
§ Kunjungan ke kantor-kantor LKM lain apabila diperlukan.

Peran dan Kegiatan-Kegiatan PLK

§ Kegiatan-kegiatan yang dilakukan;
§ Prosedur pengoperasian
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§ Hubungan antara LKM dan Seksi Ketenagakerjaan.
Keterangan mengenai kerangka waktu proyek-proyek ILO yang terkait

dan kepedulian dasar ILO

Hubungan dengan Kementerian-Kementerian dan Institusi-Institusi
lain:

§ NSO, Komisi Pelayanan sipil – kantor rekrutmen, statistik
kepegawaian;

§ KKNPRR atau badan yang sejajar;
§ Peran dan hubungan dengan badan-badan PBB;
§ Lembaga-lembaga donor;
§ LSM.

Tampilan khusus LKM pasca-krisis:

§ Pro-aktif, berorientasi pada klien dan hasil, dan peran khusus;
§ Prakarsa-prakarsa yang fleksibel dan responsif, dan aksi cepat untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan prioritas;
§ Proyek-proyek dan strategi-strategi khusus;
§ Promosi pelayanan melalui media;
§ Hubungan dengan pengusaha dan program promosi;
§ Penyediaan informasi yang luas mengenai pilihan-pilihan kesempatan

kerja dan pelatihan;
§ Pengembangan brosur-brosur dan materi-materi pegangan.

Persyaratan layanan:

§ Jam kerja dan istirahat makan siang;
§ Cuti sakit, liburan dan ketentuan-ketentuan lain;
§ Prosedur dan praktek-praktek lokal (misalnya pemberitahuan apabila

sakit);
§ Remunerasi dan insentif.
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Program Pelatihan Staf

Meskipun staf sudah pernah bekerja di sebuah PLK, mereka tetap
harus memahami bahwa tugas besar PLK pasca-krisis harus segera ditangani
dengan efisien dalam memberikan layanan pada berbagai klien. Mungkin tidak
seperti posisi sebelumnya di mana mereka bekerja, penekanannya terletak
pada bekerja dengan klien yang sangat beragam untuk memperoleh hasil yang
terbaik bagi mereka, dan bukan hanya mengikuti prosedur administratif dan
memenuhi persyaratan birokratis. Perlu ditekankan mengenai pentingnya
promosi kesetaraan kesempatan kerja bagi semua kelompok klien. Mereka
juga harus mempertimbangkan dan menangani dengan efektif situasi-situasi
yang berhubungan dengan krisis seperti pencari kerja yang mengalami trauma
dan kelangkaan alat-alat komunikasi.

Sebelum kantor dibuka, semua staf harus memperoleh pelatihan awal
mengenai tujuan-tujuan dan pengoperasian PLK pasca-krisis, dan komitmen
khusus yang dibutuhkan. Suatu gambaran mengenai topik pelatihan yang
dapat disarankan dapat dilihat di bawah ini.

Gambaran Singkat Pelatihan

Minggu 1

• Sifat Layanan
Ketenagakerjaan (termasuk
orientasi pada klien dan
hasil)

• Fungsi Pusat Layanan
Ketenagakerjaan

• Organisasi dan Struktur
• Pekerjaan Petugas Layanan

Ketenagakerjaan

Minggu 2

• Mendaftarkan
lowongan

• Berhadapan dengan
pengusaha dan
kunjungan lapangan

• Kampanye rekrutmen
besar-besaran

• Sistem pemberian
kode, pencocokan,
dan pengarsipan

• Kode-kode pekerjaan
• Kode-kode industri

Hari

1

2
3
4
5
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Minggu 1

• Menemui pencari kerja dan
pengusaha

• Tata ruang penerima tamu
dan kantor

• Mendaftarkan pencari kerja
dan mengisi formulir-formulir
pendaftaran

• Menyediakan saran dan
informasi bagi klien-klien

Minggu 2

• Mencocokkan pencari
kerja dan lowongan-
lowongan kerja

• Mempromosikan
kewirausahaan

• Informasi Pasar Kerja
• Manajemen Layanan

Ketenagakerjaan

• Meninjau ulang
program

• Mempersiapkan
pembukaan

• Hubungan dengan
program penciptaan
lapangan kerja

Hari

3

4

5

    Judul Modul

Komunikasi oral
yang efektif

Komunikasi
tertulis yang
efektif

Isi

Melalui pembicaraan-pembicaraan, diskusi
dan latihan-latihan praktek, peserta pelatihan
akan dapat berkomunikasi secara oral dan
secara efektif, terutama pada saat berbicara
dengan klien-klien dan staf.

Melalui kerja praktek dan diskusi, peserta
pelatihan akan mendemonstrasikan
peningkatan keterampilan dalam

Kegiatan Pelatihan LKM yang Berlangsung Seperti
Biasanya
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Keterampilan
interpersonal

Keterampilan
ketenagakerjaan

Peran Manajer dalam
pelatihan staf

Organisasi dan
metode

mengumpulkan, menyusun dan
mempresentasikan informasi dalam surat-surat,
notulensi dan laporan-laporan.

Melalui kerja praktek dan diskusi, peserta
pelatihan akan memiliki kepedulian yang lebih
besar mengenai perilaku interpersonal diri
mereka sendiri dan orang lain; mengenali
dampak-dampak pola perilaku ini dalam situasi
yang berbeda-beda; menggunakan
keterampilan interpersonal dalam situasi satu
lawan satu, kelompok dan antar-kelompok.

Pada akhir pelatihan, peserta pelatihan akan
dapat mendaftarkan, mewawancarai dan
mencatat keterangan; mencatat dan memasang
lowongan; melakukan wawancara lanjutan
dengan klien; menangani pertanyaan-pertanyaan
mengenai ketenagakerjaan; layanan pasar kerja.
Mereka juga akan dapat memastikan kesetaraan
kesempatan kerja bagi klien.

Melalui kerja praktis, pembicaraan dan diskusi,
peserta pelatihan akan dapat menentukan
kebutuhan-kebutuhan pelatihan staf;
menentukan pilihan terbaik untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pelatihan; menggunakan
keterampilan melatih; mempersiapkan rencana
pelatihan dan kesepakatan pengembangan staf.

Pada akhir modul pelatihan ini, peserta pelatihan
akan dapat melaksanakan fungsi organisasi dan
metode dasar; meningkatkan daya guna staf;
menyusun rencana perbaikan; meningkatkan
kemampuan mereka mengorganisasi dan
membawa perubahan.

Judul Modul Isi
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Pengetahuan
industrial dan
pekerjaan

Bimbingan dan
penyuluhan
kejuruan

Pada akhir pelatihan, peserta akan dapat
melakukan studi yang mendalam mengenai
industri untuk mengembangkan pemahaman
mengenai industri tersebut dan memperoleh
pengetahuan mengenai untuk pekerjaan-
pekerjaan yang terdapat didalamnya.

Pada akhir pelatihan, peserta akan dapat
melaksanakan wawancara bimbingan dan
penyuluhan.

Judul Modul Isi
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LLLLLAAAAAMPIRAN 11 –MPIRAN 11 –MPIRAN 11 –MPIRAN 11 –MPIRAN 11 –

RENCRENCRENCRENCRENCANA KERJA PLKANA KERJA PLKANA KERJA PLKANA KERJA PLKANA KERJA PLK
PROVISIPROVISIPROVISIPROVISIPROVISIONALONALONALONALONAL

Bulan 1 1. Memberi Saran dan
Mendaftarkan Pencari
Kerja

• Mengiklankan fungsi-
fungsi LKM, jam buka
dan pengaturan
wawancara

• Melaksanakan
pendaftaran pencari kerja
bagi kelompok-kelompok
sasaran prioritas

• Merancang brosur
mengenai layanan-
layanan yang disediakan
oleh LKM

PLK dibuka
secara resmi

Jumlah
pencari kerja
yang dibantu

Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

Pusat LKM

Rencana Kerja Provisional
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Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

2. Menghubungi Pengusaha,
termasuk Lembaga-
Lembaga Internasional,
LSM, Serikat Pekerja, dan
Mendaftarkan Lowongan

• Menyiapkan program
kunjungan yang dimulai
dengan asosiasi pengusaha,
kamar dagang, serikat pekerja
dan LSM

• Melakukankan kunjungan

3. Informasi Pasar Kerja
(IPK)

• Mengumpulkan dan
menggunakan data yang
tersedia

• Menyiapkan spesifikasi
pangkalan data IPK

• Melaksanakan pengarahan
dengan kontraktor lokal yang
ditugasi merancang database

• Mulai mengembangkan dan
menguji coba pangkalan data
IPK

4. Kegiatan-Kegiatan Lain

• Teknik-teknik mencari
pekerjaan

Program
kunjungan

diimplementasikan

Rancangan
pangkalan data
diselesaikan dan

diuji coba

Jumlah brosur
yang diproduksi

dan dibagi-
bagikan
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Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

• Memulai usaha sendiri

• Skema-skema kredit mikro

• Pelatihan Kejuruan –
kursus-kursus yang tersedia

• Identifikasi kekurangan
keterampilan

1. Memberi Saran dan
Mendaftarkan Pencari
Kerja

• Meneruskan layanan
pendaftaran pencari kerja
untuk klien-klien kelompok
sasaran

• Menyediakan wawancara
radio dan media lain untuk
menjelaskan bagaimana
LKM dioperasikan

• Mempromosikan proyek-
proyek baru

• Meninjau ulang program
keterampilan kejuruan dan
pengembangan-
pengembangan untuk
mengidentifikasi pilihan-
pilihan pelatihan bagi yang
menganggur

• Meneruskan program
pengenalan dan pelatihan
bagi staf baru

Jumlah orang
yang terdaftar

Jumlah orang
yang

direferensikan
untuk

memperoleh
pekerjaan

Bulan 2
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Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

2. Menghubungi Pengusaha
dan Mendaftarkan
Lowongan

• Mengunjungi dan
mengidentifikasi
kesempatan rekrutmen
untuk proyek-proyek
rekrutmen besar

• Meneruskan program
kunjungan pengusaha di
sektor swasta

• Meneruskan hubungan
dengan badan penanganan
krisis nasional (Satuan
Manajemen Proyek dan
Satuan Koordinasi Proyek)
mengenai persetujuan
untuk proyek baru

• Menyelidiki kebutuhan-
kebutuhan dan permintaan
akan pelatihan
keterampilan dalam sektor
yang tumbuh (misalnya,
konstruksi, pariwisata dan
perhotelan)

3. Informasi Pasar Kerja

• Melanjutkan
pengembangan dan
pengujian pangkalan data
IPK

Jumlah
kunjungan yang

dilakukan

Jumlah
lowongan yang

diterima

Jumlah posisi
yang terisi

Jumlah
lokakarya yang
diselenggarakan

Jumlah kursus
pelatihan yang
diselenggarakan

Pangkalan data
diuji coba dan

diimplementasikan
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Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

• Mengumpulkan dokumen-
dokumen sumber dan
materi-materi masukan
lainnya untuk pangkalan data

• Memperoleh panduan
pemberian kode pekerjaan
dan industri dari BPS

4. Kegiatan-Kegiatan Lain

• Melanjutkan publikasi dan
informasi secara teratur
mengenai proyek-proyek
baru, lokakarya-lokakarya
pengembangan usaha kecil,
pelatihan keterampilan

• Memperoleh panduan
pemberian kode pekerjaan
dan industri dari BPS

1. Memberi Saran dan
Mendaftarkan Pencari
Kerja

• Meneruskan kegiatan PLK,
termasuk sesi-sesi informasi
bagi pencari kerja mengenai
rekrutmen besar-besaran
dan alternatif pilihan-
pilihan wirausaha

• Memeriksa dan
mengembangkan pilihan-
pilihan pelatihan

Sistem
pemberian kode
diperkenalkan

Pangkalan data
sepenuhnya

dapat
dioperasikan

Bulan 2

Jumlah orang
yang terdaftar

Jumlah orang
yang

ditempatkan
pada suatu
pekerjaan

Jumlah orang
yang

menyelenggarakan
pelatihan
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Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

keterampilan untuk
kelompok-kelompok
sasaran pengangguran yang
diseleksi

2. Menghubungi
Pengusaha dan
Mendaftarkan Lowongan

• Berkomunikasi dengan
LSM mengenai peran dan
kegiatan PLK dan
jangkauan bantuan dalam
kesempatan-kesempatan
pengembangan usaha kecil

• Mengembangkan perangkat
informasi dan pilihan-
pilihan pelatihan dalam
konsultasi dengan spesialis
ILO

• Melanjutkan hubungan
dengan kementerian-
kementerian kunci dan
lembaga-lembaga nasional
dan internasional mengenai
kebutuhan-kebutuhan
rekrutmen untuk proyek-
proyek rekonstruksi,
perlucutan sencata,
program-program
demobilisasi dan
reintegrasi, dll.

Jumlah kunjungan
yang dilakukan

Jumlah lowongan
yang diterima

Jumlah proyek-
proyek besar yang

teridentifikasi
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Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

3. Informasi Pasar Kerja

• Mengidentifikasi industri-
industri yang memiliki
potensi pertumbuhan dan
kesempatan-kesempatan
pengembangan usaha kecil
di sektor-sektor tertentu

• Mengatur pertemuan
dengan industri dan
otoritas pelatihan untuk
meneliti kesempatan-
kesempatan pelatihan

• Mengidentifikasi
kesenjangan dalam IPK
dan memasukkannya ke
dalam rancangan database
IPK

• Mengembangkan daftar
pengusaha yang digunakan
untuk memperbaharui
informasi

• Melakukan pemeriksaan
tren-tren industri dan
ketenagakerjaan dan
mengidentifikasi
kekurangan keterampilan

4. Kegiatan-Kegiatan Lain

• Menyelenggarakan forum
pengusaha, serikat pekerja,
pelatihan dan perwakilan-

Kesenjangan
teridentifikasi

Pangkalan data
sepenuhnya
beroperasi

Daftar pengusaha
disiapkan

Kekurangan
keterampilan
teridentifikasi

Forum
terselenggara
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Waktu Kegiatan Komentar/
Indikator
Kinerja

Aksi yang
diselesaikan
(Tanggal)

perwakilan lain untuk
mengidentifikasi
kebutuhan

• Memeriksa dan
mengembangkan pilihan-
pilihan pelatihan
keterampilan

• Mengunjungi LKS yang
beroperasi di wilayah
tersebut

• Melakukan peninjauan
ulang terhadap pangkalan
data pusat pelatihan
keterampilan kejuruan dan
mengembangkan paket-
paket informasi

• Mengatur pertemuan
antar lembaga dan
menjadi anggotanya

• Mengembangkan pilihan-
pilihan dan kemungkinan
pelatihan kewirausahaan
dan pengembangan usaha
kecil

Paket informasi
disiapkan
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